
GUBERNUR LAMPUNG
PERATI'RAIT GUBERNUR LAMPUNG

I{OMOR I. TAHUIY 2021

TENTANG

PEDOMAT PELAKSANAAN ANGGARAN PEITDAPATAN
DAIT BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi
l,ampung Nomor 5 Tahun 2O2O tentangAnggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi l,ampung Tahun Anggaran 2O2l dan
Peraturan Gubernur tampung Nomor 70 Tahun 2O2O tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggar an 2O2l agar pelaksanaannya dilakukan
secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan
tentang pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pelal<sanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2021;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 70, Tambahan l,embaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan l,embararr Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pqiak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Keq'a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tarnbahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Iindonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Ke{a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kine{a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6
Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 terftang Pengelolaan Uang
Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahurr 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomor 5533) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 "tahun 2O2l
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 63);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungiawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/pMK.os/2012 tentang Tata cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119l)sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor
178/PMK-05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 1736);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peralrran Daerah Provinsi l,ampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi l,ampung Tahun Anggaran 2021.

23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2O2O tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran
2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur l,ampung.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD Provinsi

l,ampung Tahun Anggaran 2021 adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Daerah Provinsi l,ampung Tahun Anggaran 202 1 yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD
adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prorrinsi Lampung.

6. Satuan Kefa Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan daerah.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.

8. Pemegang Kekuasaan Pengeloiaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ApBD
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah ppKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Kuasa BUD adatah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
Bendahara Umum Daerah.
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12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fu ngsi PD yang dipimpinnya.

13. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

15. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

16. Tenaga Ahli/Pihak lain, PNS dan Non PNS adalah tenaga ahli/pihak lain yang
ditunjuk dalam jangka waktu tertentu, baik PNS ataupun Non PNS yang karena
kemampuan dan keahliannya guna mendukung tugas pemerintahan dan
pembangunan.

17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanj utnya disingkat Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pe4'anjian ke{a yang
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

18. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu
guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat
teknis profesiona-l dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
organisasi.

19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu pre-
calanlated omount) dan dibayarkan sekaligus.

20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluarar yang
sah.

21. Pejabal Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit ke{a SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

23. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang
diberi wewenang oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluar€rn Ernggaran belanja daerah.

24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggunglawabkan uang pendapatan daerah datam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

25. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.



26.

27.

28.

29.

30.

31.
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Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperiuan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaar APBD pada unit keq'a SKPD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna €rnggaran / pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Program SKPD adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.
Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu
pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran
Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

32.

33.

34.

35.

37.

38.

39.

40.

36

41.
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42. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

43. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
bela{a daerah.

44. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

45. Sisa l,ebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran
badan/dinas /Badan Keuangan Daerah / bagian keuangan selaku Bendahara
Umum daerah.

48. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja
dal pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh pengguna anggaran.

49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanj utan yang selanjutnya disingkat DPAL
adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar
pelaksanaan anggar€rn tahun berikutnya.

50. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

51. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan
pembayaran atas pelaksalaan APBD.

52. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

53. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja
yang bersifat pengisian kemba-li (reuoluingl yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

54. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

55. SPP Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengelu aran / atau bendahara pengeluaran pembantu
untuk permintaan tambahan uurng guna melaksanakan kegiatan SKPD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan
uang persediaan.
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56. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat
SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran/atau bendahara pengeluaran pembantu untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah ke4'a lainnya dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh
PPTK.

57. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD.

58. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk
mendanai Kegiatan.

59. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

6O. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena
kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.

61 . Surat Perintah Membayar langsung yang selaljutnya disingkat SPM-LS adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

62. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

63. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diproses atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

64. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.

65. Badan l,ayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem
yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit perangkat daerah pada
perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian
dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

66. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana
yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan
dasar sebagai pelaksanaan program wajib bela,iar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

67. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yafig dapat menimbulkan potensi
teg'adinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi
wajar.
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68. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

69. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat tanpa mencari keuantungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

70. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

71. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen
perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

72. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen
rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan
penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

73. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang
ditunjuk oleh Gubemur.

74. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses
dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen
sumber yang sama.

75. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya disingkat SP2T adalah
dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mencatat dan
mengesahkan pendapatan transfer.

76. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang
selanjutnya disingkat SP3BP adalah surat pemyataan tanggung jawab yang
diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/PA BLUD yang disampaikan kepada
Kepala PPKD/BUD atau Kuasa BUD.

77. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya
disingkat SP2BP adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa
BUD untuk mencatat dan mengesahkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
BLUD.

78. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk mengajukan pencatatan dan
pengesahan belanja pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluaran daerah
tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan menjadi dasar
penerbitan surat pengesahan belanja.

79. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen
yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mencatat dan mengesahkan
belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan SP2B

80. Pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut
Swakelola adalah adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikeg'akan sendiri
oleh Perangkat daerah, Perangkat daerah la.in, organisasi kemasyarakatan,
atau kelompok masyarakat.
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81. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat daerah
yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai
dengan serah terima hasil pekerl'aan.

82. Unit Ke4'a Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah
unit ke{a di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan
Barang/Jasa.

83. Kelompok Keq'a Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah
sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia.

84. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel
yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,
dan / atau D-purclwsing.

85. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan
sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi
kepercayaan oleh Perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

86. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara
Swakelola.

87. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

88. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP
adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/ I.embaga / Perangkat daerah.

89. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola
adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh
Kementerian/ lembaga/ Perangkat daerah, Kementerian / I-embaga /Perangkat
daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

90. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa
yang disediakan oleh Pelal<u Usaha.

91. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

92. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah
Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

93. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

94. Peke{aan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

95. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah piker.
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Jasa l,ainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usa]-ra untuk menyelesaikan suatu
pekery'aan.

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut EpurcLw-sing adalah tata
cara pembelian barang/jasa melalui sistem kata-log elektronik.
Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatl<an Penyedia
Barang/Peke4jaan Konstruksi/Jasa l,ainnya.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.

Tender/Seleksi Internasiona-l adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan
peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha
asing.

Penunjukan l,angsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/ Pekerj aan Kon struksi/ Jasa Konsultalsi/ Jasa Lainnya dalam keadaan
tertentu.
Pengadaan Langsung Barang/ Pekerj aan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah
Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan
pengawasan

97.

98.

99.

100.

101.

to2.

103.

to4.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan APBD merupakan pedoman seluruh unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
SKPD dan APBD.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan APBD meliputi:
a. ketentuan umum;
b. pengelola keuangan daerah;
c. belanja daerah;
d. pengelolaan kas non anggaran ;

e. penatausahaan penerimaan daerah;
f. penatausahaan belanja daerah;
g. laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
h. pembinaan dan pengawasan; dan
i. ketentuan penutup.
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Bagran Ketiga
Asas Umum Keuangan Daerah

Pasal 4

(1) Keuangan Daerah meliputi:
a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman;
b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan

membayar tagihan pihak ketiga;
c. penerimaan daerah;
d. pengeluaran daerah;
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat

berharga, piutang, barang, serta hak lain yarrg dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan
dalam APBD.

(4) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi Pemerintah
Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Pasal 5

v Pelaksanaan APBD yang terkait dengan pelaksanaan pendapatan daerah pada SKPD
adalah:

a. semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
b. setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan

pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
c. SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan

daerah;
d. penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran,

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
e. semua pendapatan daerah dilaksanakan mela-lui rekening kas umum daerah.

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum
daerah paling lama 1 (satu) hari ke{a;

f. dalam hal pendapatan yang tidak melalui rekening kas umum daerah, tetap
diakui sebagai pendapatan daerah dengan mekanisme pengesahan (BLUD dan
BOS);

C. setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
h. komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk

apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari
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penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan
jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada bank sefta pendapatan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan
daerah;

i. pengembalian atas kelebihan pendapatan (koreksi atas penerimaan pendapatan)
dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk
pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun berkenaan;

j. mekanisme pengembalial sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan
dengan syarat sebagai berikut:
1. Menyampaikan permohonan atas kelebihan setor kepada BUD/Kuasa BUD;
2. Melampirkan bukti-bukti yang sah;
3. BUD/Kuasa BUD melakukan pemindah bukuan atas kelebihan pembayaran

tersebut sesuai dengan nilai dan rekening yang bersangkutan;
k. untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terl'adi pada tahun-tahun

sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
l. mekanisme pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf j dilakukan

dengan syarat sebagai berikut:
1. menyampaikan permohonan atas kelebihan setor kepada BUD/Kuasa BUD;
2. melampirkan bukti-bukLi yang sah;
3. ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD

paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
m. BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran tersebut sesuai

dengan rekening yang bersangkutan; dan
n. transaksi penerimaan pendapatan seluruhnya dilaksalakan secara non tunai.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Belanja Daerah

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang terkait dengan pelaksanaan belanja daerah pada SKPD

\, adalah:

a. jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk
setiap pengeluaran belanja;

b. pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD,
kecuali jika dalam keadaan darurat yang selaljutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran;

c. setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang
lengkap dar sah;

d. bukti yang sah adalah buldi yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang
berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti dimaksud;

e. pengeluaran kas yang mengakibatlan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah. Pengeluaran kas dimaksud tidak termasuk untuk belanja
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur;
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f. belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun yang bersangkutan seperti
belanja pegawai, beianja barang dan jasa;

g. belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta
mengembangkan sistem jaminan sosial.

h. atas beban anggaran belanja daerah tidak diperkenankan pengeluaran untuk
keperluan pemberian ucapan selamat dan karangan bunga untuk berbagai
peristiwa.

i. pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan
volume kegiatan pelayanan;

j. fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang
disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas
RBA yang telah ditetapkan secara definitif;

k. fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang
berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat;

l. dalam hal teladi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan
anggarzm dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah;

m. ambang batas RBA ditetapkan melalui besaran persentase dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD;

n. besaran persentase ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD; dan
o. persentase ambang batas tertentu merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi,

dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungiawabkan.

Bagran Keenam
Pengelolaan Rekening

Pasal 7

Gubernur dapat menetapkan Bank Umum sesuai dengan kriteria dan
persyaratan yang telah ditetapkan untuk menyimpan uang daerah yang berasal
dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum
Daerah pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
Penetapan Bank Umum Daerah dimuat dalam pefanjian antara BUD dengan
Bank Umum yang bersangkutan.

Peg'anjian sekurang-kurangnya mencakup:
a. jenis pelayanan yang diberikan;
b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank;
c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening Kas

Umum Daerah;
d. pemberian bunga/jasa grro/ bagr hasil atas saldo rekening;
e. pemberian imba-lan atas jasa pelayanan;
f. kewajiban menyampaikan laporan;
g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena

pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
h. tata cara penyelesaian perselisihan.
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(5) Bendahara pengeluaran SKPD atas persetujuan Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran dapat membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Pengeluaran Daerah.

(6) Bendahara pengeluaran SKPD menyampaikan [.aporan rekening pengeluaran
setiap awal Tahun Anggaran kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya ditetapkan
dalam Surat Keputusan Gubernur.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Pasal 8

(1) Gubernur selaku kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
a. menyusun rancang€rn Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelalsanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan

Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau
masyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
g. menetapkan KPA;
h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah

dan retribusi daerah;
j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan

Piutang Daerah;
k. menetapkan pejabat yalg bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran ;

L menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit
menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran
pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD,
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bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya
yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Gubernur melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa
perencanaan, pengangaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungiawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat
Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang
didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,
menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan
ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

(5) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :

a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c. kepala SKPD selaku PA.

Pasal 9

(l) Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah
yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum
daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.

(2) Ketentuan mengenai Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 10

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai
tugas:
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. koordinasi di bidang penyusunan rancang€rn APBD, rancangan perubahan

APBD, dan rancangan pertanggunglawaban pelaksanaan APBD ;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. memimpin TAPD.

(2) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
a. koordinasi dalam penyusunurn sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah;
b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

(3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada
Gubernur.

(4) Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan
peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun
kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah
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Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pasal 11

Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur
penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas::
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang

perubahan APBD, dan ranc€rngan Perda tentang pertanggun$awaban
pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam
Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan
e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Gubernur.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA SKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas umum daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas narna

pemerintah daerah;
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan

Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
a. mengelolainvestasi;
b. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
c. membuka rekening Kas umum daerah;
d. membuka rekening penerimaan;
e. membuka rekening pengeluaran; dan
f. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.
Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan
SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat
melaksanakan pemungutan pajak daerah.
Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD,
sKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dapat melaksalakan
pengelolaan investasi.
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Bagian Keempat
Kuasa BUD

Pasal 12

Pasal 13

(1) Gubernur atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di
lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola,
beban ke{a, lokasi, dan/atau rentang kendali.

(2) Perlimbangan atas besaran jumiah uang yang dikelola, beban keda, lokasi,
dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Gubernur.

Bagian Kelima
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

Pasal 14

(1) Kepala SKPD selaku pejabat PA/PB daerah mempunyai tugas:
a. menyusun RKA-SKPD;
b. menyusun DPA-SKPD;

(1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Gubernur
untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

(2) Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
(3) Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank

dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

APBD;
f. menyimpan uang daerah;
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan

investasi daerah:
h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama pemerintah daerah;
j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
k. melakukan penagihan piutang daerah; dan
1. menyusun laporan keualgan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.
(4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan €rnggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji
anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang
menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas
investasi; dan

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan
pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

(5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
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c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. mengadakan ikatan / pe{anj ian ke{a sama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungiawab SKPD yang

dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan zurggaran SKPD yang dipimpinnya;
L menetapkan PPTKdan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka

Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(2) Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:

a. menyusun anggaran kas SKPD;
b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
c. menyusun dokumen Naskah Pe{anjian Hiba}r Daerah (NPHD);

d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas

penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah,
BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran
Daerah tersebut; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD selaku BUD.

(3) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja

atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka

pengelolaan keuangan daerah; dan
e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara

Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangal;

(4) Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang
melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKpD yang
dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DpA-SKpD.

(6) Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
a. pekery'aan yang telah selesai pada tahun anggar€rn sebelumnya;
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b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa
menyelesaikan pekery'aan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada
APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(71 Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
a. pedanjian atau perikatan;
b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

dan
d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(8) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang danjasa, PA bertindak

sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(9) PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat
komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(10) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala
daerah melalui sekretaris daerah.

(11) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan
pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk kabupaten/kota
selaku KPA untuk melal<ukan pengelolaan keuangan.

Pasal 15

Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD yang dipimpinnya antara lain :

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD);

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD);

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
d. Penetapan Pejabat yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

Barang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Pejabat PA/PB/KPA/KPB dalam hal tidak mempunyai pegawai yang memiliki
serlifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, maka jabatan PPK (Pejabat

Pembuat Komitmen) dirangkap oleh Pengguna Anggaran / Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 17

Dalam hal SKPD memiliki beban kery'a berlebih, maka jabatan PPK sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat dirangkap oleh PA/PBIKPAIKPB dan dapat
menunjuk pejabat pelaksana yang memiliki kompetensi baik sebagai PPK untuk
melaksanakan sebagian kewenangannya.
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Pasa-l 18

Pejabat PA/PB yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), menyampaikan laporan setiap bulan, triwulan, semester,
serta prognosis enam bulan berikutnya dan laporan tahunan untuk penyusunan
perhitungan anggaran secara tertib dan teratur kepada Gubernur cq. Kepala Satuan
Keq'a Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD/BPKAD selaku Pejabat Pengelola
Keuangan daerah (PPKD), dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP);

Pasal 19

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 yaitu berupa Capaian
Kine{a dan disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi L ampung sebagaimana format terlampir setiap bulannya sebelum
tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 20

Bagi Pejabat PA/PB yang sedang meiakukan pendidikan, cuti, perjalanan dinas, atau
sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya diatur ketentuan sebagai
berikut:
a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Pengguna

Anggaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
untuk melaksankan tugas-tugas Pengguna Anggaran (PA) atas tanggungjawab
Pengguna Anggaran (PA) yang bersangkutan diketahui oleh Sekretaris Daerah;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan Gubernur
menunjuk sementara Pengguna Anggaran (PA) dan diadakan berita acara serah
terima keadaan fisik dan keuangan; dan

c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka Pengguna
Anggaran (PA) tersebut dianggap mengundurkan diri sebagai Penguna Anggaran
(PA) dan oleh karena itu Gubernur menetapkan penggantinya, dan atau
ketentuan huruf b tetap berlaku sampai dengan berakhir tahun anggaran.

Pasal 2 1

(1) Pejabat Pemerintahan yang berhalangan menjalankan tugasnya
(PA/KPA/PB/KPB), maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk
pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai
pelaksana harian atau pelaksana tugas.

(2) Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksalakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan
dan/atau tindakan rutin menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

Dalam rangka pengadaan barang/iasa, pA dapat berLindak sebagai ppK sesuai
peraturan perundang-undangan
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Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang

Pasal 23

(1) PA/PB dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD
selaku KPA/KPB.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan tingkatan
daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban keqja, lokasi,
kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Gubemur atas usul Kepala
SKPD.

(41 Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

angg€rran belanja;
b. melaksanakan aaggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan / perj anj ian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(5) Dalam melaksanakan kewenangan KPA bertanggung jawab kepada PA.

(6) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan
SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah
kepada KPA.

(71 Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku
KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

(8) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA
bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(9) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat
komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(10) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan ;

d. melaksanakal anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang
dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. mengadakan ikatan / perjanj ian ke{a sama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SpM;
i' mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab sKpD

yang dipimpinnya;
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j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanazrn anggaran pada unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya;

I. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yalg

dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(11) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan
sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pasal 24

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada
SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.

Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung j awab kepada KPA.
Dalam hal PPIK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh
PPTK.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPIK di lingkungan SKPD/Unit
SKPD.
Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran
anggaran Kegiatan/ sub kegiatan, beban keda, lokasi, rentang kendali,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala
daerah.
Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu
tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan
manajerial dan berintegritas.
Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPIK merupakan pegawai ASN yang
menduduki jabatan strulctural satu tingkat di bawah KpA dan/atau memiliki
kemampuan manajerial dan berintegritas.
Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural,
PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku pprK yang kriterianya
ditetapkan oleh kepala daerah.
Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural,
PA/ KPA dapat menetapkan pejabat fungsionar umum selaku pprK yang kriteria
sebagai berikut :

a. memiliki tupoksi pada bidangnya;
b. memiliki SKP 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;c. pendidikan minimal Diploma Tiga (D3);
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d. minimal menduduki jabatan grade 6; dan
e. mampu bekerjasama dengan atasan.

Pasal 25

PPafK dapat diberikan honorarium pengelola kegiatan dari salah satu kegiatan yang
dikelolanya sesuai standar ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban

pengeluaran pelaksanaan Kegiatan / Sub kegiatan ; dan
c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan

SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

(2) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub
kegiatan meliputi:
a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada

PA/KPA.
(3) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
a. menyiapkan laporan kine{a pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

Bagian ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD ( PPK-SKPD)

Pasal 27

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKpD
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKpD
sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau ppTK.

Pasal 28

PPK-SKPD:
(1) Kepala sKPD selaku pA menetapkan ppK sKpD melaksanakan fungsi tata

usaha keuangan pada SKpD.
(2) Pada SKPKD, PpK sKpD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai

ruang Iingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
(3) Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, ppK SKpD meraksanakan fungsi tata

usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.(4) PPK SKPD tidak merangkap sebqgai pejabat dan pegawai yang bertugasmelakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi- aa..i, LendaharaPenerimaan/Bendahara penerimaan pembantu, Bendahara
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Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau
PPIK.

(5) PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan verifrkasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
b. menyiapkan SPM;
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

dan Bendahara Pengeluaran;
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
e. menyusun laporan keuangan SKPD.

(6) Verilikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan
dan keabsahan.

l7l Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian

kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-

UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai
dasar penyiapan SPM.

(8) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD
untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SI(PD

Pasal 29

(1)

v (21

(3)

(4)

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA
menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada Unit SKPD.
Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:
a. besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi;
b. rentang kendali dan/atau lokasi; dan
c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan

secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan
dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

PPK Unit SKPD mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan Spp-TU dan Spp-LS yang

diqiukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara penerimaan

pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan spprU dan
SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran pembantu.
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(5) Verifrkasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan
pertanggunglawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu

(6) Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD melaksalakan tugas
lainnya meliputi:
a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian

kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan
pembantu/ Bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pernyataan verilikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-

TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
(71 PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:

a. melalukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifrkasi kelengkapan dan keabsahan SPP-
UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai
dasar penyiapan SPM;

c. menyiapkan SPM;
d. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan,

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan
f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

(8) PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.

(9) Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK
Unit SKPD.

Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan

Pasal 30

v Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan
SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.

Pasal 31

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan,
menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan
mempertanggungiawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Pasal 32

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:(1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui
RKUD;

(21 melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah;

(3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumrah yang
telah ditetapkan;



(4) menatausahakan dan mempertanggunglawabkan pendapatan daerah yang
diterimanya; dan

(5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan
daerah.

Pasal 33

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Gubernur
dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang
bersangkutan.

(2\ Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD
kepada Gubernur melalui PPKD.

(3) Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan
lingkup penugasan yang ditetapkan Gubernur.

(4) Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk
transaksi secara elektronik;

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui
RKUD;

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah;

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang
telah ditetapkan;

e. menatausahakan dan mempertanggungiawabkan pendapatan daerah yang
diterimalya; dan

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah.

Pasal 34

(1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung
jawab secara administratif dan fungsional.

(2\ Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungiawaban secara administratif atas penerimaan
pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

(3) Bendahara Penerimaan Pembaltu bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas
penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

(41 Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat
laporan pertanggungiawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKpD
dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

(5) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggungjawab secara fungsional dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada
unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara penerimaan.

Kepala SKPD atas usul Bendahara penerimaan dapat menetapkan pegawai yangbertugas membantu Bendahara penerimaan uniuk meningkatkan'efektivitas
pengelolaan pendapatan daerah.
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Pasal 36

(1) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas
dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

(21 Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 37

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu
Bendahara Penerimaan.

Bagian Kesepuluh
Bendahara Pengeluaran

PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada Gubemur.
Gubernur menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggar€rn belanja dan/atau
pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

(1)

(21

Pasal 39

Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU,

dan SPP LS;
b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
d. menolal< perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat laporan pertanggungiawaban secara administratif kepada PA dan

laporan pertanggungiawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
dan

C. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasai 40

selain tugas dan wewenang, Bendahara pengeluaran melaksanakan tugas dan
wewenang lainnya meliputi:
a' melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
b. memeriksa kas secara periodik;
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari

bank;
d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil

pemeriksaan internal dan eksternal;
e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; danf. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang
melaksanakan fungsi BUD.

Pasal 38
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Pasal 4 1

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul
PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 42

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
a. besaran angga.rarl;
b. rentang kendali dan /atau lokasi.

Pasal 43

Datam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, dapat ditunjuk
bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan
wewen:rng bendahara pengeluaran SKPD.

Pasal 44

Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
a. meng4jukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran
secara periodik.

Paragraf 2
Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pasal 45

Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan
wewen€rng lainnya meliputi:
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
b. memeriksa kas secara periodik;
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari

bank;
d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil

pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun be4'alan; dan
e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
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Pasal 46

( 1) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan
bendahara unit organisasi bersifat khusus.

(21 Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara
dengan Bendahara Pengeluaran.

(3) Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

(4) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungiawaban secara administratif atas pengeluaran
pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

(6) Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas
pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

l7l Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat
laporan pertanggunglawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD
dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

(8) Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungl'awaban secara fungsional atas
pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

(9) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai
yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan
efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

(10) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas
dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

(11) Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada
Bendahara Pengeluaran.

Pasal 47

(1) Dalam hal bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu
dan/ atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
berhalangan diatur ketentuarl sebagai berikut:
a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,

bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas
bendahara pengeluaran atas tanggungjawab bendahara pengeluaran yang
bersangkutan dengan diketahui Kepala Perangkat daerah;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,
Gubemur menunjuk kemba_li pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan
berita acara serah terima; dan

c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakn tugas, maka
dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera
diusulkan penggantinya, dan atau pasal huruf b tetap berlaku sampai
dengan berakhir tahun anggaran.

(21 Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan/atau
bendahara pengeluaran/bendahara pengeruaran pembantu baik secara
langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin



-30-

atas kegiatan lpekeqaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau
menyimpan uang pada suatu bank atau iembaga keuangan Iainnya atas narna
pribadi.

Bagian Sebelas
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 48

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. Pengguna Anggaran (PA);

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

d. Pejabat Pengadaan (PP);

e. Kelompok Ke{a (Pokja) Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. Peyelenggara Swakelola; dan
h. Penyedia.

Paragraf 1

Pengguna Anggaran (PA)

Pasal 49

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja

yang telah ditetapkan;
c. menetapkan perencanaan Pengadaan;
d. menetapkanan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);

e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi Ulang Gagal;
g. menetapkan PPK;

h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
i. menetapkanPenyelenggaraSwakelola;
j. menetapkan Tim Teknis;
k. menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui

Sayembara/Kontes;
l. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung/ E-purctn"sing untuk paket pengadaan
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa l,ainnya dengan nilai pagu Anggaran
paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau

2. seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai pagu Anggaran paling sedikit di atas
Rp. 1 0. 000. 000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(21 PA untuk pengeloraan ApBD dapat merimpahkan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KeA.



Paragraf 2
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 50

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai
dengan pelimpahan dari PA.

{2) Selain kewenurngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang
menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

dan/atau
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja

yang telah ditetapkan.
(41 KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat

merangkap sebagai PPK.

Paragraf 3
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pasal 5 1

(1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki integritas dan disiplin;
b. menandatangani Pakta Integritas;
c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;

d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;
e. memiliki tanggungiawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk

melaksanakan tugas;
f. mampu mengambil keputusan, berlindak tegas dan memiliki keteladanan

dalam sikap prilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
g. tidak boleh dirangkap oleh Pej abat Pengadaan atau Kelompok Kela

Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau
h. memiliki kemampuan keq'a secara berkelompok dalam melaksanakan setiap

tugas/pekerja€mnya.
(21 Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat

terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan
31 Desember 2023.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d tidak dapat
terpenuhi, persyaratan Sa:jana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling
rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan
memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan
teknis pekerjaan.

Pasal 52

PPK dapat melaksanakan proses pengadaan barang/iasa setelah ApBD disetujui
oleh DPRD Provinsi Lampung sepanjang anggaran untuk kegiatan yang
bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan
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Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah
masuk tahun anggaran berjalan.

Pasal 53

(1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan kewenangan:
a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerargka Acuan Ke{a (l(AK);
c. menetapkan rancangan kontrak;
d. menetapkan HPS;
e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
g. menetapkan tim pendukung;
h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
i. melaksanakan E-purclwsing untuk nilai paling sedikit di atas

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
k. mengendalikankontrak;
l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
m. menyerahkan hasil peke4'aan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan

berita acara penyerahan;
n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

kegiatan;
o. menilai kineq'a Penyedia; dan
p. memeriksa dan menerima hasil pekeq'aan pengadaan barang dan jasa.

(21 Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

dan
b. mengadakan dan menetapkan pery'anjian dengan pihak lain dalam batas

anggaran belanja yang telah ditetapkan
(3) PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa.

Pasal 54

PPK menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
Barang/Jasa. Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk:
a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material;
c. persiapan teknis lainnya;

Pasal 55

Besaran uang muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dapat diberikan paling
tinggj 2oo/o dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa, berlaku untuk sCluruh
Pengadaan Barang/Jasa dan Jasa Konsultasi.

Pasal 56

(1) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekeq'aan sebagai uang retensi
untuk Jaminan pemeliharaan pekerjaan Konstruksi dan Jasa r,a.innya yang
membutuhkan masa pemeliharaan.
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(21 Retensi pembayaran dilakukan apabila masa pemeliharaan berakhir pada
tahun anggaran yang sama.

(3) Dalam ha1 masa pemeliharaan tidak melewati akhir tahun anggaran, maka
pembayaran dilakukan sebesar 957o (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai
Kontrak, sedangkan yang 5Y" (lima perseratus) merupakan retensi selama masa
pemeliharaan.

(4) Dalam hal masa pemeliharaan melewati akhir tahun anggaran, maka
pembayaran dilakukal sebesar 957o (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai
Kontrak dan sisa pembayaran sebesar 57. (lima perseratus) dianggarkan dan
dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya kecuali untuk Dana Alokasi
Khusus dibayarkan pada tahun anggarzrn be4'alan.

Paragraf 4
Pejabat Pengadaan (PP)

Pasal 57

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :

v a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan [,angsung untuk

pengadaan Barang/ Peker;'aan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
banyak Rp. 200,000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan l,angsung untuk
pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah);

d. melaksanakan E-purchasirry yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah); dan

e. pejabat pengadaan hanya I (satu) orang yang memahami tatacara pengadaan,
substansi peke{ aan I kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang
diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang
bersangkutan.

Paragraf 5
Kelompok Keda Pemilihan

Pasal 58

Kelompok Ke{a (Pokja) Pemilihan dalam Pengad aan Barang/Jasa harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
c. memahami jenis peke4'aan tertentu yang menjadi tugas Kelompok Kery'a

Pemilihan pengadaan;
d. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan;
e. memiliki sertifikat Keahlian pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi

yang dipersyaratftan;
f. menandatangani Pakta Integritas;
g. tidak boleh merangkap sebagai pejabat penanda Tangan surat perintah

Membayar (PPSPM) atau Bendahara; atau
h. tidak boleh merangkap sebagai ppHp untuk paket pengadaan Barang/Jasa yang

sarna.
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Pasal 59

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Ke4'a (Pokja) Pemilihan Pengadaan
Barang/Jasa :

a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pemilihan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaar Barang/Jasa di website dan papan

pengumumzrm resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE Provinsi
Lampung untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
paskakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawara-n yang
masuk;

C. khusus untuk Kelompok Ke{a Pemilihan:
a) menjawab sanggahan;
b) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

1. Tender atau Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan
Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
Anggaran paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
atau

2. Seleksi atau Penunjukan l,angsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling tinggi
Rp. 1 0.000.000. 000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

c) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK melalui UKPBJ;

d) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
e) membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala UKPBJ.

Pasal 60

(1) Kelompok Kerja Pemilihan berjumlah gasal (ganjil) beranggotakan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi
peke{aan / kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik
dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

(21 Terhadap jumlah anggota pokja pemilihan pada setiap paket pengadaan diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
Jasa Pemerintah.

Pasal 6 1

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat perintah Membayar
(PPSPM), Bendahara, dan APIP, terkecuali menjadi pejabat pengadaan/Anggota
Pokja Pemilihan untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan instansinya,
dilarang duduk sebagai Kepala UKpBJ/Anggota Kelompok Keda pemilihan/pejabat
Pengadaan Barang dan Jasa.
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Paragaraf 6
Agen Pengadaan

Pasal 62

Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.

Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja
Pemilihan dan/atau PPK.

Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Penyelenggara Swakelola

Pasal 63

Swakelola terdiri atas :

Tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh SKPD
penanggung j awab anggaran ;

Tipe II yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat daerah
penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah lain
pelaksana swakelola;

Tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat daerah
penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola;
atau

(3)

Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh Perangkat daerah penanggung
jawab anggaran dan/ atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan
dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

Pasal 64

v Pelaksanaan Atas Pengadaan barang/iasa (Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi,
Barang, dan Jasa Lainnya):

a. pelalsalaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada setiap SKPD di
lingkungan Pemerintah Prorrinsi Lampung harus sesuai dan memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada setiap satuan Keq'a di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilakukan melalui Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa atau cara swakelola;

c. metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerl'aan Konstruksi, Jasa l,ainnya terdiri
atas :

l. E-purcha.sing;
2. Pengadaan l,angsung;
3. Penunjukan Langsung;
4. Tender Cepat; dan
5. Tender.

Tipe

a.

b.

c.

d
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metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas :

I . Seleksi;
2. Pengadaan l,angsung; dan
3. Penunjukan Langsung.

metode pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan
menggunakan penyedia Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan melalui
metode Tender. Namun karena sesuatu dan lain hal sesuai peraturan yang
berlaku.

Pasal 65

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Pengadaan Langsung, PA/KPA/PPK
memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan
langsung.

(21 Pejabat Pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses
pengadaan langsung untuk Barang/Jasa lainnya yang harganya sudah pasti
dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:
a. memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke

penyedia barang;
b. melakukan transaksi;
c. menerima barang;
d. melakukan pembayaran;
e. menerima bukti pembelian atau kwitansi; dan
f. melaporkan kepada Pejabat Pengadaan.

(3) Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan
langsung, Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi
kepada PA/KPA/PPK.

(41 Pengadaan langsung kepada penyedia dengan nilai sampai dengan
Rp. 10.000.O00,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan bukti pembelian (nota)
dari penyedia barang dan bukti kas pengeluaran (BKP).

(5) Pengadaan langsung dengan nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai
dengan Rp. 5O.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan kuitansi dari
penyedia barang dan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) ditandatangani oleh penyedia
barang/jasa.

(6) Pengadaan langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,-(lima
puluh juta) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menggunakan surat perintah kerja (spK)
dan BKP ditandatangani oleh penyedia barang/jasa.

Bagian Sebelas
Panitia Pencatat dan Verilikasi Barang SKpD

Pasal 66

Kepara SKPD membentuk panitia pencatat dan Verilikasi Barang SKpD untuk
pembelian/pengadaan barang/iasa/pekerjaan konstruksi/iasa konsurtansi/iasa
lainnya.
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BAB IiI
BELANJA DAERAH

Bagian Pertama
Permintaan Pembayaran Belanja Daerah

Pasal 67

(1) Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

(21 Penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:
a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk

mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.

b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan
daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya
bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.

Pasal 68

Penyusunan anggurran kas, disusun dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah,

dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan
rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu
estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.

b. hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan
penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang
memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama
satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.

c. penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah,
dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya
berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran
kas SKPD serta mekanisme pembayurran atas belanja sub kegiatan serta
rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan
angg€rran pengeluaran yang telah ditetapkan.

d. hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan
pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang
memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu
tahun dan renczrna pengeluaran setiap bulan.

e. anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar
penyusunan SPD.

f. penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Paragral 2
Surat Penyediaan Dana (SPD)

Pasal 69

(1) surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya
dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pemLayaran (Spp) atas
pelaksanaan APBD.

Paragraf 1

Anggaran Kas
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(2) PPKD menerbitlan SPD dengan memperLimbangkan:
a. anggaran Kas Pemerintah Daerah;
b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam

DPA SKPD.
(3) SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD

untuk ditandatangani.
(41 Penlrlsunan dan penerbitan SPD mengatur beberapa ketentuan sebagai

berikut:
a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau

unit SKPD setiap periodik.
b. untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana,

konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat
melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang
bersumber dari €rnggarzrn yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang
menyelenggarakan fungsi SKPKD.

c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat
kondisi sebagai berikut:
1) ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan

dalam anggaran kas; atau
2) perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat

termasuk keperluan mendesak.
3) perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.

d. penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Paragraf 3
Uang Persediaan (UP)

Pasal 70

(1) Ketentuan Umum Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP)
merupakan kebijalan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan
dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang
dilakukan oleh BUD.

(21 Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap SKPD
adalah sebagai berikut:
a. besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak

menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan besaran UP
didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggarar belanja yang
akan menggunakan LS.

b. besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari
keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.

(3) Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut: Membagi total
belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP

a. menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan
penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, belanja
tak terduga, dan belanja transfer.

b. menentukan keseluruhan rencana belanja yang akal menggunakan Up,
dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan DpA sKpD
dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung.
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c. melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ UP
dalam setahun berdasarkan justifikasi dan /atau pengalaman tahun-tahun
sebelumnya.

d. menentukan besaran UP dengan rumus:

Besaran UP=
Renco,ld pembayara,r belan ja ne no o unakan ua,l g pcr sediaol

Proyeksi frekrensi pengojuad LPI UP dqlam reaorrun

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang diajukan pertama
kali (pada awal tahun) oleh PA dengan meiampirkan SPD merupakan uang
muka ke{a dengan jumlah tertentu yang dapat diisi kembali (reuoluing), dan
diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan
operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

Berdasarkan hasil pengkajian yang didasarkan atas rencana kebutuhan
pengeluaran pengisian kas serta ketersediaan dana pada kas daerah maka
besaran uang persediaan bagi SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan
Gubernur.

Uang persediaan dapat dipergunakan untuk keperluan belanja daerah yang
nilai pengeluarannya tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
kecuali Belanja Peq'alanan Dinas, Honorarium ASN dan Gaji PTHL.

Uang persediaan juga dapat dipergunakan untuk keperluan kantor dalam
beberapa kegiatan atau dapat digunakan dalam mekanisme panjar.

Uang persediaan dapat diajukan penggantian melalui mekanisme penggantian
uang (GU).

Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan
sekurang-kurangnya 80% dari dana UP yang diterima.
Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan UP)
adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara
Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar
proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola oleh Kuasa
Pengguna Anggaran.
Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU. Proses
pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa
Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan
permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.
Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai
berikut:
a. proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan intemal SKPD dan

harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).

b. atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan
sebagian UP yang dikeloianya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara
non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran
ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat
keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara
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Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara
Pengeluaran;

d. besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan
besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta
waktu pelaksanaan kegiatan;

e. atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-buku
terkait;

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP
yang diiimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran; dan

g. pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika
sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan
apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke
rekening Bendahara Pengeluaran.

Paragraf 4
Ganti Uang Persediaan (GU)

Pasal 7 1

(1) Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedian (SPM GU) yang diterbitkan oleh
PA digunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan dan
disahkan pertanggungj awabannya.

(2) Jumlah SPM GU yang diajukan nilainya sebesar uang persediaan yang telah
disahkan pertanggungiawabannya

(3) Penggunaan uang persediaan dapat dipertanggungiawabkan untuk beberapa
kegiatan.

(4) Jika SKPD tidak mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan dan
mengesahkannya maka PA tidak dapat menerbitkan SPM GU.

Paragraf 5
Tambah Uang (TU)

Pasal72

( 1) Jika ada kebutuhan dana yang bersifat mendesak yang tidak dapat ditunda dan
pembayarannya tidak dapat digunakan dengan pembayaran langsung dan atau
uang persediaan tidak mencukupi atau kebutuhan dana yang mendesak dalam
satu bulan tersebut melebihi jumlah uang persediaan yang telah ditetapkan,
PA/KPA dapat menerbitkan SPM TU, jumlah dana yang diminta dalam SPM TU
harus dipertanggungiawabkan tersendiri dan apabila tidak habis harus disetor
kembali melalui rekening kas daerah sesuai program kegiatan serta rincian kode
rekening.

12\ Pengajuan SPM TU harus menyertakan rencana penggunaan dana dan Surat
Pernyataan Tanggungi awab PA/ KPA.

(3) Batas jumlah pengajuan TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
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(4) Besaran TU per permintaan maksimal 107o (sepuluh persen) dari total pagu
SKPD.

(5) Pengajuan SPM TU harus melampirkan surat keterangan yang memuat
penjelasan keperluan penggunaan tambahan uang secEra riil sesuai rincian
objek beberapa prograrn kegiatan.

(6) Pertanggungiawaban penggunaan Tambah Uang dilakukan dalam jangka waktu
paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan, maka PA/KPA dapat
mengajukan SPM TU kembali apabila mendesak dan setelah menihilkan SPM
TU sebelumnya.

(7) Apabila Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana
yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Daerah,
dikecualikan untuk.
a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan (maka PA/KPA

menyampaikan surat keterangan kepada kuasa BUD Bidang Akuntansi
sebelum menihilkan dan dilampirkan pada SPM-TU Nihil);

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan
yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA (maka PA/KPA
menyampaikan surat keterangan kepada kuasa BUD sebelum menihilkan
dan dilampirkan pada SPM-TU Nihil).

(8) Apabila ketentuan pada ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) tidak dipenuhi, kepada
SKPD yang bersangkutan diberikan teguran secara tertulis.

(9) Apabila dalam jangka waktu 15 hari setelah surat teguran disampaikan belum
juga memenuhi ketentuan ayat (21, (3), (4), (5), (6) dan (7) maka kepada SKPD
tersebut tidak lagi diberikan Tambahan Uang sepanjang sisa tahun anggaran
berkenaan (hanya bagi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat memenuhi ayat (2),
(3), (4), (5), (6) dan (7) dalam SKPD tersebut).

(10) Untuk pengajuan SPP-TU dan SPM-TU berikutnya harus terlebih dahulu
menyampaikan SPP-TU, SPM-TU NIHIL yang melampirkan pengesahan
pertanggungjawaban oleh PA/ KPA serta keterangan SPJ dari BUD Bidang
Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, rekapitulasi atas
belanja TU sebelumnya dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
untuk diterbitkan SP2D Nihil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 6
Pembayaran l,angsung (LS)

Pasal 73

(1) Pembayaran dengan mekanisme langsung kepada pihak ketiga oleh PA/KPA
dapat diterbitkan dengan SPM LS.

12) Semua pengeluaran yang tidak termasuk dalam mekanisme pengeluaran
UP/GU/TU harus digunakan dengan mekanisme pembayaran l,angsung.

(3) Pembayaran dengan mekanisme langsung dapat dilakukan antara lain untuk
keperluan:

a. belanja Pegawai pada Belanja Operasi;

b. belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial kecuali yang
jumlahnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
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c. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk, jangka waktu
penerbitan SP2D dapat diproses sejak SPM/SPP Gaji lnduk diterima
lengkap, paling lambat 3 (tiga) hari keqia sebelum tanggal 1 (satu) bulan
berikutnya. Dalam hal talggal 1 (satu) bulan berikutnya libur atau
dinyatakan hari libur maka penyampaian SPM/SPP Gaji Induk paling
lambat 3 (tiga) hari kery'a sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya; dan

d. pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya
administrasi pinjaman.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Belanja Daerah

Pasal 74

(1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan
wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau
bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah
atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan.

l2l Belanja Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasiiitas sosial
dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan
minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

(5) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan
pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang
memberi manfaat jangka pendek.

(6) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan
pengeluaran anggararl untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

(7\ Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan
pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

(8) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan
pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
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Paragraf 1

Belanja Operasi

Pasal 75

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf a dirinci
atas jenis:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja baltuan sosial.

(21 Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b dirinci
atas jenis belanja modal.

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf c
dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf d dirinci
atas jenis:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 76

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a
digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan kepada Kepala
Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada
belalja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-
undangan.

(4) Belanja Pegawai terdiri dari:
a. belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

ASN;

d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
e. belanja Gaji dan T\rnjangan KDH/WKDH; dan
f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

Pasal 77

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai
ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan pertimbangan beban keq'a, tempat bertugas, kondisi ke{a,
kelangkaan profesi, prestasi kery'a, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
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(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 78

(1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dan n (dua belas) bulan, termasuk
barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak
ketiga.

(21 Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dalam rangka
melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian, serta upaya tertib administrasi
khususnya pengadaal barang/jasa, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan
pengawasan dan pengendalian, yaitu:
a. pengawasan dan pemeriksaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh

aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah;
b. pengendalian administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang

diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi l,ampung melalui pemantauan realisasi pengadaan barang/jasa,
dan laporan kine{a penyedia barang/jasa;

c. PA/KPA wajib menyusun dan mengumumkan rencana umum pengadaan
barang/jasa (RUP) diawal tahun anggaran senilai total pagu pengadaan
tahun anggaran beq'alan;

d. PA/KPA wajib melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa setiap triwulan
kepada Gubernur melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Provinsi l.ampung;

e. pejabat Pembuat Komitmen wajib mengisi data kontrak pada aplikasi
sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) pada LPSE Provinsi Lampung;

f. dalam pelaksanaan pengendalian pengadaan barang/jasa, Biro
Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dapat
melaksanakan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa sesuai dengan
kebutuhan pada setiap rencana pengadaan atau pemilihan penyedia
barang/jasa pada SKPD; dan

g. PA/KPA diwajibkan menilai kine{a penyedia barang/jasa untuk masing-
masing hasil pekerjaan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa yang
bersangkutan, dan menyampiakan.

(41 Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya administrasi untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBD, yaitu:
a. honorarium pengguna barang/jasa, Pokja/ Pejabat Pengadaan,

bendaharawan, dan staf pelaksana program/kegiatan/paket pekerjaan
sesuai Peraturan yang berlaku;

b. penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen
prakualilikasi;

c. administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

(5) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah
sebagai berikut:
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a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
kegiatan / u saha;

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk
menyediakan barang/jasa;

c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama
perusahaaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan
dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang atau jasa;

d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban

perpajakan tahun terakhir;
f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh paling

kurang 1 (satu) pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali
penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang
diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

h. tidak masuk dalam daftar hitam;
i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
j. khusus untuk penyedia barang/jasa orarg perseorangan persyaratannya

sama dengan di atas kecuali huruf f;
k. persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir

sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan untuk pengadaan
langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

(6) Tenaga ahli yang akan ditugaskan da-lam melaksanakan pekerl'aan jasa
konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian

kewajiban pajak;
b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah

diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau
perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui oleh
instansi pemerintah yang benvenang di bidang pendidikan tinggi;

c. mempunyai pengalaman di bidangnya.

l7l Pegawai Kementerian/ lembaga/ Perangkat daerah/lnstitusi dilarang menjadi
penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar
tanggungan negara.

(8) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan
kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.

(9) Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses

Tender/Seleksi oleh Pokja/ Pejabat Pengadaan

(10) Dalam rangka pembayaran/pencairan uang terhadap hasil pengadaan

barang/jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. nilai pembelian/pengadaan barang/jasa, baik melalui UP, GU, dan TU

sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilengkapi dengan

bukti pembelian (nota) dan bukti kas pengeluaran (BKP);

b. nilai pembelian/pengadaan barang/jasa, baik melalui UP, GU, dan TU

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima
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puluh juta rupiah) dilengkapi dengan surat pemesanan, bukti pembelian
(nota), Kuitansi, dan bukti kas pengeluaran (BKP);

c. untuk pengadaan jasa konsultansi selain dokumen yang telah ditentukan di
atas, juga melampirkan laporan dan hasil pekerjaan;

d. nilai pengadaan di atas Rp. 5.O0O.000,- (lima juta rupiah) dibebani materai
Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk nilai pengadaan di bawah Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dibebani materai;

e. untuk jasa kegiatan pengadaan pekedaan konstruksi secara
pelelangan/penunjukan langsung yang dikontrakkan (kontraktual)
dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerl'aan oleh pihak
kegiatan/direksi bersama sama konsultan supervise fiika ada konsultan
supervisi), untuk selanj utnya dilakukan:
a) Serah Terima Pertama Pekerjaan (Progress Hand Ouel

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) diketahui oleh Pengguna
Anggaran(PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

b) Serah Terima Kedua Pekerj aan (Final Hand Ouer)
Setelah masa pemeliharaan selesai dibuatkan Berita Acara Serah Terima
Kedua (FHO) yang dibuat oleh (P2K) diketahui oleh Pengguna Anggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan jaminan pemeliharaan
dikembalikan kepada penyedia barang/jasa.

(11) Belanja barang dan jasa dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan
keuangan daerah, berupa belanja barang habis pakai/ tak habis pakai/bekas
pakai, jasa kantor, sewa tanah, peralatan dan mesin, sewa gedung dan
bangunan, sewa jalan/jaringan/irigasi, sewa aset tetap lainnya, jasa
konsultansi konstruksi/non konstruksi, jasa ketersediaan layanan, beasiswa
pendidikan ASN, kursus/pelatihan/sosialisasi/bimtek/pendidikan dan
pelatihan, insentif bagr Non ASN atas pemungutan pajak/retribusi daerah.

(12) Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan
akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi
proses pengadaan serta mendukung proses monitoring dan audit pengadaan
barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik;

(13) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik
menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;

(14) SPSE dan system pendukung dikembangkan oleh l,embaga Kebijakan
Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP)

(15) Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi
informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
elektronik.

(16) t ayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi l,ampung dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Gubemur Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik (SPSE) di lingkungan Pemerintah Provinsi l,ampung.
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(17) Fungsi-fungsi layanan pengadaan secara elektronik meliputi :

a. pengelolaan seluruh system informasi Pengadaan Barang/Jasa dan
infrastrukturnya.

b. pelayanan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh system informasi
Pengadaan Barang/Jasa, dan

c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku
kepentingan.

(18) Kedudukan LPSE Provinsi L,ampung di jalan RW. Monginsidi No. 69 Teluk
Betung (melekat pada Bagiar LPSE Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Provinsi I-ampung).

Pasal 79

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c digunakan
untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban
pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 80

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d
digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha
milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh
masyarakat.

(21 Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan
produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.

(3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan /atau badan
hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang akan diberikan subsidi
terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan
pertimbangan untuk memberikan subsidi.

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungiawaban
subsidi diatur dalam perkada sesuai dengan ketentual peraturan perundang-
undangan.

Pasal B 1

(l) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e diberikan
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik
negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(21 Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 82

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f
digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau
barang kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan teq'adinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan.

(21 Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagairnana dima,ksud pada ayat (1)

diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragral 2
Belanja Modal

Pasal 83

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b
digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

(21 Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. batas minimal kapitalisasi aset.

(3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
diatur dalam Perkada.

(41 Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja
modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.



Pasal 84

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b meliputi:
a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai;

b. belanja peralatarl dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan
mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris
kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan
bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai;

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan,
irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah
dan dalam kondisi siap dipakai;

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya
mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset
tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah
dan da_lam kondisi siap dipakai; dan

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak
digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi
definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya.

Pasal 85

(1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf a
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Mekanisme pelaksanaan belanja dana bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota:

a. semua dana bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota harus disalurkan
melalui rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung dan harus masuk ke
rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota serta masuk dalam APBD

kabupaten/ kota yang bersangkutan;

b. apabila kabupaten/kota telah menetapkan peraturan daerah tentang APBD,

maka pemerintah daerah kabupaten/kota harus menyesuaikan alokasi
dana bagi hasil pqjak dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan

APBD atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD;

c. dana bagi hasil pajak kepada kabupaten / kota disalurkan per triwulan setiap

tahunnya;
d. persyaratan pencairan dana bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota

selengkapnya sebagai berikut:

-49-
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a) penetapan target triwulanan penerimaan pajak dan retribusi daerah tiap
tahunnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

b) penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah
Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung diterbitkan tiap triwulan dengan
Surat Keputusan Gubemur Lampung;

c) dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Lampung tersebut, Badan
Keuangan Daerah selaku PPKD mengajukan Nota Dinas Persetujuan
Pembayaran kepada Gubernur;

d) setelah mendapat persetujuan dari Gubernur, maka PPKD
mempersiapkan proses pencairan anggaran yang meliputi penerbitan
SPD, SPP, SPM dan SP2D; dan

e) pencairan anggaran dimaksud dilakukan dengan mekanisme transfer dari
kas daerah Provinsi I"ampung ke rekening kas daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 86

(1) Beianja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4\
huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka keda sama daerah,
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu
lainnya.

(21 Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan
sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta
alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bantuan keuangan antar daerah provinsi;
b. bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota;
c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di

wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/

atau Daerah prorrinsi lainnya; dan/atau
e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupate n /kota, kepada desa.

(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau
khusus.

(5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangal yang bersifat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah
penerima bantuan.

(6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan
pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

(71 Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau
anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
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(8) Mekanisme pencairan belanja bantuan kepada kabupaten/kota dilakukan
sebagai berikut:
a. semua bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi l,ampung kepada

Kabupaten/Kota harus disalurkan melalui rekening kas umum daerah dan
harus masuk dalam APBD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan;

b. apabila Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda APBD, maka untuk
mempercepat pelaksanaan, kegiatan/bantuan dilaksanakan dengan
mekanisme mendahului perubahan APBD selanjutnya dimasukkan dalam
perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. Apabila Kabupaten/ Kota
telah menetapkan Perda Perubahan APBD, maka kegiatan/bantuan
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan
selanjutnya dilaporkan dan dimasukkan dalam pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan;

c. pencairan dana bantuan keuangan dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kebutuhan, jadwal kegiatan, dan ketersediaan dana;

d. persyaratan pencairan dana paling tidak harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
l. membuat surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh

Bupati/Walikota;
2. memiliki rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota;
3. Kwitansi bermaterai rangkap 6 (enam) lembar;
4. Proposal renca.na anggaran belanja, jadwal dan lokasi kegiatan.

e. semua pelaksanaan kegiatan/bantuan harus diselesaikan pada tahun
€rnggaran yang bersangkutan, apabila tidak dapat diselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran, maka Pemerintah Provinsi dapat melakukan
penghentian pencairan dana bantuan;

f. surat permohonan Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur/Wakil
Gubernur/Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan;

g. berdasarkan persetujuan Gubernur, PPKD mempersiapkan proses
pencairan anggaran, yang meliputi penerbitan SPD, SPP dan SPM, dan
SP2D; dan

h. pencairan anggaran bantuan keuangan melalui mekanisme transfer dari kas
daerah kepada rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3
Belanja Tidak Terduga

Pasal 87

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf c

merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak serta pengemba-lian atas keiebihan pembayaran
atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

(21 Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mencukupi, menggunakan:
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya

serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran bedalan; dan/atau
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b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Pasal 88

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar

biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan

publik.
(21 Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebeiumnya, serta amanat peraturan
perundangundangan ; dan/ atau

c. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

(41 Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk
kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar
biasa.

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia
anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggar€rnnya, diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 89

(l) Transaksi pengeluaran kas di atas Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk
tiap transaksi per penerima pembayaran dilakukan secara non tunai.

(21 Pengeluaran transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pembayaran atas beban APBD oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada setiap
penerima hak sesuai dengan besaran nilai nominal yang ada dalam Bukti Kas

Pengeluaran (BKP).
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BAB IV
PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 9O

Penerimaan kas terdiri dari:
a. potongan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
b. potongan Asuransi Kesehatan;
c. potongan PPh;
d. potongan PPN; dan
e. potongan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri.

Pasal 9 1

Pengeluaran kas terdiri dari:
a. penyetoran Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
b. penyetoran Asuransi Kesehatan;
c. penyetoran PPh;
d. penyetoran PPN; dan
e. penyetoran Potongan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri

Pasal 92

(1) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 yaitu:
a. Potongan Taspen:

Dilakukan pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan, terusan gaji dan
kekurangan gaji. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah akan memungut
Iuran Wajib Pegawai (lWP) dan Askes Pegawai dengan cara memotong
sebesar 10% dari gaji PNS setiap bulan untuk Iuran Wajib Pegawai (lWP).
Dalr loyo potongan gaji tersebut 8Yo diantaranya ditujukan untuk Taspen
dengan rincian 4,7 5o/o urrtuk Iuran Pensiun dar, 3,25o/o untuk tabungan hari
tua;

b. Potongan Askes:
Terhadap potongan Askes juga dilakukan pada Iuran Wajib Pegawai (lWP)
lO"h dari gaji PNS setiap bulannya dengan pembagian 2yo dan IWP l07o
tersebut diperuntukkan bagi Iuran Pemeliharaan Kesehatan PNS'

c. Potongan PPH:
Potongan PPh dilakukan pada gaji PNS setiap bulannya dengan potongan
yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan ditanggung oleh
Pemerintah. Apabila tidak memiliki NPWP maka terdapat tambahan PPh
Pasal 21 yang tidak ditanggung oleh Pemerintah;

d. Potongan PPN:
Potongan PPN terhadap Gaji Pegawai tidak dilakukan karena terhadap Gaji
PNS hanya diberlakukan potongan PPH Pasal 21; dan

e. Potongan Tabungan Perumahan Pegawai:

Potongan Tabungan Perumahan Pegawai sesuai dengan pangkat/golongan
pegawai.

(21 Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 yaitu:

a. Penyetoran Taspen:
Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, melalui Kas Daerah untuk
selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;

b. Penyetoran Askes:
Kewajiban pembayarar Iuran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
Asuransi Kesehatan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah Provinsi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
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BAB V
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAERAH

Pasal 93

'.-, Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank yang telah
ditunjuk setelah kuasa BUD menerima nota kredit yang dilakukan dengan cara,
yaitu:
a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
b. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga; dan
c. disetor melalui bendahara penerimaan pembantu oleh pihak ketiga.

Bagian Pertama
Prosedur Penerimaan Daerah yang Disetor Melalui Bendahara Penerimaan

Pasal 94

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah yang memiliki wewenarg untuk menetapkan
Surat Ketetapan Pajaft-Daerah (SKP-Daerah) menerbitkan SKP-Daerah.
Sedangkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) ditetapkan oleh
Penguna Anggaran / Kuasa Penguna Anggaran yang memiliki Anggaran
Pendapatan Daerah. Dokumen SKP-Daerah dan SKR-Daerah dibuat rangkap
tiga, yang didistribusikan kepada:
a. lembar kesatu kepada wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah;
b. lembar kedua kepada Bendahara Penerima di SKPD; dan
c. lembar ketiga sebagai arsip di PPKD/SKPD penerbit.

(21 Berdasarkan SKP/ SKR yang diterima, wajib pajak daerah/wajib retribusi
daerah menyetorkan uang ke bendahara penerimaan.

(3) Bendahara penerimaan menerima dan menghitung setoran uang dari wajib
pajak daerah/wajib retribusi daerah serta mencocokkannya dengan arsip
SKP/SKR lembar kedua.

(4) Membuat Tanda Bukti Pembayaran/TBP/ Bukti Lain yang sah rangkap tiga dan
mendistribu sikannya masing-masing:

a. lembar kesatu untuk wajib pajak/wajib retribusi; dan
b. lembar kedua dan ketiga disimpan untuk arsip bendahara penerimaan.

(5) Bendahara penerimaan kemudian mencatat penerimaan ini kedalam Buku Kas

Umum dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.

Daerah (APBD). Penyetoran dilakukan selambat-Iambatnya tanggal 5 setiap
bulannya, melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;

c. Penyetoran PPH:
Penyetoran PPh terhadap gaji dilakukan bersamaan dengan penyetoran
Taspen dan Askes dan penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5
setiap bulannya, melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas
Negara;

d. Penyetoran PPN:
Penyetoran PPN selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya melalui Kas
Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara; dan

e. Penyetoran Tabungan Perumahan Pegawai:
Penyetoran Tabungan Perumahan Pegawai terhadap gaji pegawai selambat-
lambatnya tanggal 5 setiap bulannya sudah disetor ke Kas Negara.
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(6) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan harian, bendahara penerimaan membuat
STS rangkap tiga yang berisi rincian pendapatan per rincian obyek pendapatan
serta jumlah total pendapatan.

(71 Bendahara penerimaan menyetorkan uang ke bank selambat lambatnya jam
tertentu setiap hari kerja dengan menggunakan STS.

" Bendahara peneimaan tidak diperkenankan menyimpan uang tunai lebih dai
1 x 24 jam. Dalam hal daerah gang karena kondisi geografi.snga sulit dijangkau
dengan komunika,si dan tra nsporta.si sehingga melebihi batas utaktu penAetoran
dimaksud ditetapkan dalam peraturan Gubernur "

(8) Bank menerima penyetoran uang, memvalidasi STS serta membuat Nota Kredit.
Bank kemudian menyerahkan:

a. STS lembar kesatu dan kedua yang telah divalidasi kepada bendahara
penerimaan;

b. STS lembar ketiga sebagai arsip bank;
c. Nota IGedit/Bukti Transfer kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan

pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi l"ampung untuk
dibuat rekapitulasinya.

(9) Berdasarkan STS lembar kesatu dan kedua, bendahara penerimaan kemudian
membukukan penyetoran ini dalam Buku Kas Umum Penerimaan dan Buku
Pembantu Per Rincian Obyek Pendapatan.

(10) Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,

bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas
bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang
bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,
Gubernur menunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita
acara serah terima;

c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga ) bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara
penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya, dan atau
pasal hurufb tetap berlaku sampai dengan berakhir tahun anggaran.

Bagian Kedua
Prosedur Penerimaan Daerah Yang Disetor Melalui Bendahara Penerimaan

Pembantu

Pasal 95

Dalam hal daerah yang karena kondisi geografis wa,jib pajak/wajib retribusi tidak
memungkinkan untuk dijangkau, atau dalam hal jumlah pungutan setoran dinilai
terlalu kecil, atau dalam hal pendapatan daerah yang tersebar, penatausahaan
penerimaan daerah dapat dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
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Pasal 96

(1) PPKD selaku BUD (c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah) yang memiliki
wewenang untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah)
menerbitkan SKP-Daerah. Sedangkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-
Daerah) ditetapkan oleh Penguna Anggaran / Kuasa Penguna Anggaran yang
memiliki Anggaran Pendapatan Daerah. Dokumen SKP-Daerah dan SKR-
Daerah dibuat rangkap dga, yang didistribusikan kepada:
a. lembar kesatu kepada wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah;
b. lembar kedua sebagai arsip bendahara penerimaan pembantu di SKPD; dan
c. Iembar ketiga sebagai arsip PPKD/SKPD penerbit.

(21 Berdasarkan SKP/SKR yang diterima, wajib pajak daerah/wajib retribusi
daerah menyetorkan uang ke bendahara penerimaal pembantu.

(3) Bendahara penerimaan pembantu menerima dan menghitung setoran uang dari
wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah serta mencocokkannya dengan arsip
SKP/SKR lembar kedua.

(41 Membuat Tanda Bukti Pembayaran/TBP/Bukti Lain yang sah rangkap tiga dan
mendi stribu sikannya masing-masi n g:

a. lembar kesatu untuk wajib pajak/wajib retribusi;
b. lembar kedua sementara disimpan bendahara penerimaan pembantu yang

nantinya akan diserahkan untuk arsip bendahara penerimaan; dan
c. lembar ketiga untuk arsip bendahara penerimaan pembantu.

(5) Bendahara penerimaan pembantu kemudian mencatat penerimaan ini kedalam
Buku Kas Penerimaan Pembantu, dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian
Pembantu.

(6) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan harian pembantu, bendahara
penerimaan pembantu membuat STS rangkap tiga yang berisi rincian
pendapatan per rincian obyek pendapatan serta jumlah total pendapatan.

(71 Menyetorkan uang ke bank selambat lambatnya jam tertentu setiap hari keq'a
dengan menggunakan STS.

"Bendahara peneimaan pembantu tidak diperkenankan mengimpan uang fitnai
lebih dari 1 x 24 jam. Dalam hal daerah gang karena kondi.si geografi.snga sulit
dijangkau dengan komunikasi dan tran sporta.si sehingga melebihi batas uaktu
penA etoran dimaksud ditetapkan dalam perahtran Gubernur. "

(S) Bank menerima penyetoran uang, memvalidasi STS serta membuat Nota lkedit.
Bank kemudian menyerahkan:
a. STS lembar kesatu sementara disimpan bendahara penerimaan pembantu

yang nantinya akan diserahkan untuk arsip bendahara penerimaan;
b. STS lembar kedua yang telah divalidasi kepada bendahara penerimaan

pembantu;
c. STS lembar ketiga sebagai arsip Bank;
d. Nota Kredit/Bukti Transfer kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan

pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung untuk
dibuat rekapitulasinYa.

(g) Berdasarkan STS lembar kedua, bendahara penerimaan pembantu kemudian

membukukan penyetoran ini dalam Buku Kas umum Penerimaan Pembantu

dan Buku Pembantu Per Rincian Obyek Pendapatan.
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( 10) Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan penerimaan yang
dikelolanya dalam bentuk Laporan Pertanggungiawaban Bendahara
Penerimaan Pembantu / S PJ Penerimaan kepada Bendahara Penerimaan setiap
bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Pasal 97

Pelaksanaan peftanggungiawaban penerimaan daerah dilakukan oleh bendahara
penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu

Pasal 98

(1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban dimaksud dilampiri
dengan:
a. Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu;
b. Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan;
c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu; dan
d. Copy SKP/SKR, bukti penerimaan dan penyetoran yang sah.

l2l Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan milik bendahara penerimaan pembantu.

(3) Atas dasar bukti penerimaan dan pencatatan yang ada dan laporan
pertanggungiawaban bendahara penerimaan pembantu, bendahara penerimaan
secara periodik membuat laporan pertanggungjawaban administratif kepada
Kepala SKPD melalui PPK-SKPD. Bendahara Penerimaal juga membuat laporan
pertanggung-jawaban fungsional yang disampaikan kepada PPKD selaku BUD
c.q. Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung setelah diotorisasi PA paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

l4l Laporan pertanggungiawaban penerimaan yang disampaikan dilampiri dengan:

a. Buku Kas Umum;
b. Buku Pembantu Per Rincian Obyek Pendapatan;
c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian ;dan
d. Copy SKP/SKR, bukti penerimaan dan penyetoran yang sah.

(5) Laporan pertanggungiawaban bendahara penerimaan pembantu dibuat
rangkap 2 (dua) dan disampaikan:

a. lembar kesatu kepada Bendahara Penerimaan;
b. lembar Kedua sebagai arsip Bendahara Penerimaan Pembaltu.

(6) La.poran pertanggungiawaban administratif bendahara penerimaan dibuat
rangkap 2 (dua) dan disampaikan:
a. lembar kesatu kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD; dan
b. lembar Kedua sebagai arsip Bendahara Penerimaan.

(71 l,aporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dibuat
rangkap 4 (empat) dan disampaikan:
a. lembar kesatu kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
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b. lembar Kedua kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Akutansi pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

c. lembar Ketiga kepada PPK-SKPD; dan
d. Iembar Keempat sebagai arsip Bendahara Penerimaan.

(8) Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD melakukan verifikasi,
evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan
pada SKPD yang paling lambat dikirimkan tanggal 10 bulan berikutnya dalam
rangka rekonsiliasi penerimaan. Mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi
dan analisis diatur dalam peraturan Gubemur.

(9) PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(10) Bendahara penerimaan melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh
bendahara penerimaan pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3
(tiga) bulan.

( I 1) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam butir i dan j dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan kas yang disertai dengan register penutupan kas.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH

Pasal 99

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(21 Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum r€rncangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam
lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau
keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama
Penyusunan dan Pengesahan DPA-SKPD

Pasal 100

Setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran APBD ditetapkan, Kepala SKPD segera melakukan proses menyusunan
DPA-SKPD.

Pasal 101

(l) Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD masing-masing
Kepala SKPD dan SKPKD menyusun DPA-SKPD dan DPA-SKPKD.

12) DPA-SKPD disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) selaku PPKD untuk disahkan oleh Kepala BPKAD setelah
mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

(3) Sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk disetujui, dilakukan
verifikasi DPA-SKPD.

(4) Verifikasi DPA-SKPD dilakukan oleh PPKD (Bidang Anggaran), dibantu oleh
anggota/ unsur TAPD.
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(5) Kepala SKPD menyempurnakan DPA-SKPD berdasarkan hasil verifikasi TAPD,
dan menyampaikan hasil penyempurnaarl kepada Tim Verifikasi untuk
disetujui. Persetujuan Tim Verifikasi dilakukan dengan memaraf masing-
masing dokumen DPA-SKPD.

(6) Hasil penyempurnaan DPA-SKPD disampaikan kepada Kepala BPKAD (PPKD)
untuk diproses lebih lanjut pengesahannya.

Bagian Kedua
Penyusunan Anggaran Kas

Pasal 102

Anggaran Kas disusun berdasarkan perkiraan penerimaan daerah setiap bulannya
dengan perkiraan pengeluaran daerah setiap bulannya.

Pasal 103

(1) Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan
j adwal pelaksanaan kegiatannya.

(2) Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling
lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.

(3) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 (dua)
hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

(4) Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan
menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;
b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana da-lam

DPA.SKPD.
(5) Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diveri{ikasi, menyusun

rancangan anggaran kas pemerintah daerah.
(6) Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggzrran kas pemerintah daerah kepada

PPKD selaku BUD.
(71 PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan angg€rran kas pemerintah daerah

yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen
rancangan €rnggar€rn kas pemerintah daerah diterima.

Bagian Ketiga
Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Pasal 104

(1) SPD dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas. Manajemen kas adalah
kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap
SKPD, BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemerintah
Daerah dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD. SPD digunakan untuk
penyediaan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu.

(21 Pengajuan SPD oleh SKPD didasarkan oleh Anggaran Kas dengan
mempertimbangkan:
a. ketersediaan dana di kas daerah; dan
b. prioritas belanja daerah dengan mengutamakan prinsip efektif dan efesien.
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(3) Untuk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang sifatnya wajib dan mengikat
dan harus dilaksanakan sebelum DPA-SKPD disahkan, PPKD selaku BUD
membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan.

(4) Ketentuan Pelaksanaan
a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas

pemerintah daerah;
b. Kuasa BUD menyampaikan rurncangan SPD kepada PPKD selaku BUD

untuk disahkan; dart
c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD.

(5) Perangkat Daerah wajib untuk mengambil SPD yang telah dilegalisir.

Pasal 105

(1) Berdasarkan Anggaran Kas dan DPA, Kepala SKPD mengajukan permohonan
penerbitan SPD kepada PPKD selaku BUD, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. SPD untuk belanja pegawai untuk belanja gaji dan tunjangan diqjukan tiap

bulan;
b. SPD untuk belanja pegawai selain gaji dan tunjangan diajukan sesuai

dengan kebutuhan; dan
c. SPD untuk belanja daerah untuk sub kegiatan diajukan sesuai dengan

kebutuhan;
(21 Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD menerima Surat Permohonan

Penerbitan SPD, kemudian memeriksa kebenaran jumlah permohonan
penerbitan SPD tersebut dengan jumlah menurut DPA dan Kartu Pengawasan
Penyediaan Dana untuk memastikan masih tersedia dana dalam DPA SKPD
yang bersangkutan serta mengecek ketersediaan dana dalam Kas Daerah
melalui Kartu Pengawasan Dana Tersedia untuk Penerbitan SPD.

(3) Jika tidak benar, maka surat permohonan tersebut dikembalikan kepada
Kepala SKPD. Jika benar, maka Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD
Provinsi Lampung menyiapkan konsep SPD dan diserahkan ke PPKD selaku
BUD untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan.

(4) PPKD selaku BUD, melakukan evaluasi atas konsep SPD yang diterima dari
kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD Daerah Provinsi Lampung.
Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang diperlukan dituangkan
dalam lembar konsep SPD. PPKD selaku BUD kemudian menandatangani dan
menyerahkan konsep SPD kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SPD.

(5) Kuasa BUD menyiapkan SPD dan lampirannya dalam rangkap 5 kemudian
diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi.

(6) SPD yang telah diotorisasi PPKD selaku BUD selanjutnya dikirimkan kepada:
a. Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD Provinsi t ampung (SPD

lembar ke-l);
b. Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Provinsi Lampung

(SPD lembar ke-2);
c. Inspektorat (SPD lembar ke-3);
d. Kuasa BUD c.q. Bidang akuntansi pada BPKAD Provinsi Lampung (SPD

lembar ke-4); dan
e. Kepala SKPD (SPD lembar ke-S), untuk selanjutnya digunakan sebagai

dasar pengajuan SPM;
(71 Berdasarkan SPD lembar ke- 1, Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD

Provinsi tampung mencatatnya dalam Register SPD dan Kartu Pengawasan
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Penyediaan Dana dan Kartu Pengawasan Penyediaan Dana per Kegiatan.
(8) Pada akhir hari ke{a, Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD Provinsi

Lampung mengisi data Kartu Pengawasan Dana Tersedia untuk Penerbitan SPD
sebagai dasar penerbitan SPD di hari berikutnya.

(9) Berdasarkan SPD lembar ke-2 Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada
BPKAD Provinsi l,ampung membukukan SPD ke Kartu Pengawasan Penyediaan
Dana dan Realiasi Anggaran.

Bagian Keempat
Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Pasal 106

Pasal 107

\- Jenis-jenis SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 adalah:
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP), dipergunakan untuk mengisi uang persediaan

(UP) tiap-tiap SKPD. Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun;
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU), dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah

terpakai;
c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU), dipergunakan hanya untuk permintaan

tambahan uang, apabila ketersediaan saldo UP tidak cukup untuk
membiayainya;

d. SPP Langsung (SPP-LS), dipergunakan untuk pembayaran langsung dengan
jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi:
1. gaji dan tunjangan;
2. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
3. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
v e. Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke

rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji dan tunjangan
dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya
dilakukan langsung dari RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening bendahara
pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu).

f. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran antara lain:
1. hibah berupa uang;
2. bantuan sosial berupa uang;
3. bantuan keuangan;
4. subsidi;
5. bagi hasil;
6. belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang

te{adi pada tahun anggaran sebelumnya; dan
7. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan rekomendasi

APIP dan/ atau rekomendasi BPK.

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu dan PPTK, atau bendahara khusus bantuan untuk
mengajukan permintaan pembayaran.
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SPP UP/GU/TUILS disiapkan da.lam satu berkas pengajuan SPP yang terdiri
dari:
l. Surat Pengantar SPP;
2. Ringkasan SPP;
3. Rincian SPP;
4. Salinan SPD/SK Uang persediaan; dan
5. Dokumen lain yang diperlukan.

Paragraf I
Pengajuan SPP UP

Pasal lO8

(1) Pengajuan SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Berdasarkan
besaran nilai uang persediaan yang diajukan dan ditetapkan dengan Keputusan
Gubemur tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan bagi SKPD.

(21 Untuk mengajukan SPP-UP, berkas pengajuan SPP-UP harus dilampiri dengan
konsep surat pernyataan tanggung jawab PA yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
selain uang persediaan.

(3) Bendahara pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang
dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan.

Pasal 109

Mekanisme dan prosedur pengajuan SPP-UP oleh SKPD ditetapkan sebagai berikut:
a. Berdasarkan SPD dan /atau yang disamakan yang diterima dari PA dan

memperhatikan arlggaran dalam DPA-SKPD, bendahara pengeluaran
menyiapkan SPP-UP beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan dan
memperhatikan tanggal dan nomor SPP sesuai urutan;

b. Berkas SPP-UP kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD melalui petugas
penerima SPP;

c. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-UP dan
mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

d. Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk
melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-UP sesuai dengan check
lrst kelengkapan berkas pengajuan SPP;

e. Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check li.st

kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima
SPP-UP berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP;

f. Berkas pengajuan SPP-UP yarlg telah lengkap beserta ctrcck list kelengkapan
berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP
kepada PPK-SKPD;

g. PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP-UP meliputi:
1. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan

yang berlalu;dan
2. Memeriksa jumlah rupiah SPP-UP sesuai dengan jumlah yang telah

ditetapkan dalam peraturan Gubemur;
h. Dalam hal dokumen SPP tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD menyiapkan

konsep surat penolakan penerbitan SPM-UP selambat-lambatnya I hari sejak
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berkas SPP-UP diterima dan mengembalikan berkas SPP-UP kepada bendahara
pengeluaran untuk diperbaiki;
Dalam hal dokumen SPP-UP telah lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD
menyiapkan SPM-UP selambat-lambatnya 2 }rafi sejak berkas SPP-UP
dinyatakan lengkap dan sah, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab
PA untuk mendapatkan otorisasi PA;

Berkas SPP-UP dibuat 4 rangkap dengan distribusi sebagai berikut:
1. SPP-UP lembar 1 (Asli) dan lembar 2 untuk Kuasa BUD;
2. SPP-UP lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi La.mpung;
3. SPP-UP lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang akuntansi pada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung; dan
4. SPP-UP lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran.
Berdasarkan SPP-UP lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan
SPP-UP dalam register SPP.

Pelagral 2
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-GU

Persiapan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
Besarnya penggantian uang persediaan (pengisian kembali UP) yang dapat diajukan
adalah setelah dana UP dipergunalan sekurang-kurangnya 80olo dari dana UP yang
diterima sesuai dengan penyediaan dana (SPD).

Pasal 111

Untuk mengajukan SPP-GU, berkas pengajuan SPP-GU harus dilampiri dengan:
a. Surat pernyataan tanggungiawab PA yang menyatakan bahwa uang yang

diminta tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain
ganti uang persediaan;

b. Surat Pertanggungiawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ- Administratifl atas
penggunaan dana UP/GU sebelumnya beserta lampiran dan bukti-bukti
pendukungnya;

c. Ringkasan SPP-GU;
d. Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub rincian

objek; dan
e. Surat keterangan dari BPKAD melalui Bidang Akuntansi.

Pasal 112

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-GU dilakukan sebagai berikut :

a. Bendahara pengeluaran memastikan bahwa jumlah SPP-GU yang akan
diajukan didukung dengan ketersediaan dana dalam SPD dan DPA-SKPD. Jika
ternyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih dahulu harus mengajukan
permohonan SPD kepada Kuasa BUD melalui PA;

b. Berdasarkan SPD lembar kesatu yang diterima dari PA dan SPJ serta salinan
DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-GU beserta lampirannya
dalam satu berkas pengajuan;

c. Berkas SPP-GU kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD melalui petugas
penerima SPP;

J
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Pasal 110



d. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas penqajuan SPP-GU dan
mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

e. Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk
melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-GU sesuai dengan check
list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

f. Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tarrgan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima
SPP-GU berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP;

g. Berkas pengajuan SPP-GU yang telah lengkap beserta check list kelengkapan
berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP
kepada PPK-SKPD;

h. PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP-GU meliputi:
1. memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP-GU beserta

lampiran dan bukti-bukti pendukung sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan

2. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran;

i. Dalam hal dokumen SPP-GU tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD
menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM-GU selambat-lambatnya
t hari sejak berkas SPP-GU diterima dan mengembalikan berkas SPP-GU
kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;

j. Dalam hal berkas pengajuan SPP-GU telah lengkap dan sah, PPK-SKPD
menyiapkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
(lihat dalam prosedur pertanggungiawaban bendahara pengeluaran) dan
Konsep SPM-GU untuk diotorisasi PA;

k. PA melakukan evaluasi atas konsep Surat Pengesahan Pertanggungiawaban
Bendahara Pengeluaran dan konsep SPM-GU yang diterima dari PPK-SKPD.
Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang diperlukan dituangkan
dalam lembar konsep. PA kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep
Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan konsep
SPM-GU untuk diterbitkan SPM-GU;

l. Surat Pengesahan Pertanggunglawaban Bendahara Pengeluaran dan SPP-GU
dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi :

l. Lembar 1 untuk PA atau PPK-SKPD;
2. l,embar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
3. Lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang akuntansi pada Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
4. lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran;

m. Berdasarkan SPP-GU lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan
SPP-GU dalam register SPP; dan

n. Penyiapan SPM-GU selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-GU
dinyatakan lengkap dan sah;

-64-
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Paragraf 3
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-TU

Pasal 113

Pengajuan SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu setelah menerima pemberitahuan tentang keperluan dana untuk
pelaksanaan kegiatan yang mendesak harus dilaksanakan dari PPTK, sementara
dana UP/GU tidak cukup untuk membiayai kegiatan berkenaan.

Pasal 114

Untuk mengajukan SPP-TU, berkas pengajuan SPP-TU harus dilampiri dengan:
a. konsep surat pernyataan tanggung jawab PA yang menyatakan bahwa:

1. dana tambahan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak
yang akan habis digunakan dalam 1 (satu) bulan;

2. apabila terdapat sisa dana TU, harus disetorkan ke rekening Kas Daerah;
dan

3. tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara
langsung.

b. surat keterangan yang memuat rincian rencana penggunaan dana tambahan
uang dari PA/KPA;

c. rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir pada SKPD fiika diperlukan);
d. surat pengesahan laporan pertanggungiawaban bendahara

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu atas penggunaan dana TU
sebelumnya;

e. surat keterangal penjelasan keperluan pengisian TU secara rinci setiap
program, kegiatan dan rincian objek;

f. PPIK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai TU,
berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk memastikan bahwa
kebutuhan dana tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan
belanja TU, yaitu:
1. kegiatan yang bersifat mendesak; dan
2. tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.

g. PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai syarat
pengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan dalam Daftar
Rincian Rencana Belanja TU. PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian
Rencana Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan persetujuan;

h. setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU kepada PPKD; dan

i. batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari PPKD,
dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan belanja TU yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 115

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-TU adalah sebagai berikut:
a. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu memastikan bahwa

jumlah SPP-TU yang akan diajukan didukung dengan ketersediaan dana da-lam

SPD dan DPA-SKPD. Jika temyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih
dahulu harus mengajukan permohonan SPD kepada Kuasa BUD melalui PA;
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b. berdasarkan SPD lembar kesatu yang diterima dari PA dan salinan DPA-SKPD,
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan SPP-
TU beserta Iampirannya dalam satu berkas pengajuan;

c. berkas SPP-TU kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD/PPK-UniI SKPD
melalui petugas penerima SPP;

d. petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-TU dan
mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

e. petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu untuk melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan
SPP-TU sesuai dengan check list kelengkapal berkas pengajuan SPP;

f. petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/ menandatangani tanda terima
SPP-TU berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP;

C. berkas pengajuan SPP-TU yang telah lengkap beserta check list kelengkapan
berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP
kepada PPK-SKPD / PPK-Unit SKPD;

h. PPK-SKPD/PPK-UniI SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP
meliputi:
1. memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP-TU beserta

lampiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk

memperoleh keyakinan bahwa jumlah SPP yang diajukan tidak melampaui
batas pagu anggar€rn.

i. dalam hal dokumen SPP-TU tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM-TU selambat-
lambatnya t hari sejak berkas SPP-TU diterima dan mengembalikan berkas
SPP-TU kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;

j. dalam hal berkas pengajuan SPP-TU telah lengkap dan sah, PPK-SKPD
menyiapkan Konsep SPM-TU untuk diotorisasi Pengguna Anggaran;

k. Pengguna Anggaran melakukan evaluasi atas konsep SPM-TU yang diterima
dari PPK-SKPD/PPK-UniI SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi
yang diperlukan dituangkan dalam lembar konsep. Pengguna Anggaran
kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep SPM-TU untuk
diterbitkan SPM-TU;

l. SPP-TU dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi:
1. Lembar 1 (Asli) dan Lembar 2 untuk Kuasa BUD;
2. kmbar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
3. kmbar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang akuntansi pada Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Prorrinsi Lampung; dan
4. Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran.

m. berdasarkan SPP-TU lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan
SPP-TU dalam register SPP;

n. penyiapan SPM-TU selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-TU dinyatakan
lengkap dan sah;

o. dalam hal telah dipertanggungiawabkannya Tambahan Uang (TU) selambat-
lambatnya satu bulan dari diterimanya, maka untuk menetralkan uang
persediaan (UP) bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
mengajukan SPP, SPM-TU Nihil yang harus dilampiri dengan:
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1. Pengantar;
2. Rekapitulasibelanja;
3. Bukti-bukti pengeluaran yang sah;
4. Pengesahaan pertanggungjawaban; dan
5. Rekomendasi persetujuan SPJ dari kuasa BUD Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Bidang Akuntansi.

Paragraf 4
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-LS Gaji dan T\-rnjangan

Pasal 116

Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji/tunjangan dilakukan oleh bendahara
pengeluaran.

Pasal 117

Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 116 melampirkan dokumen:
a. Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/Tewas;
b. SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SKJabatan, Kenaikan Gaji Berkala;
c. Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan,

Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas;
d. Daftar Keluarga (KP4), Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy Akte Kelahiran, SKPP;
e. Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas;
f. Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian; dan
C. SSP PPh Pasal 21.

Pasal 118

Kelengkapan tersebut diatas sesuai peruntukannya. Jika SKPD belum menggunakan
software aplikasi gqji, daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangar gqji disiapkan oleh
Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Provinsi Lampung.

Pasal 119

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan adalah sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran memastikan bahwa jumlah SPP-LS Gaji dan Tunjangan
yang akan diajukan didukung dengan ketersediaan dana dalam SPD dan DPA-
SKPD. Jika ternyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih dahulu harus
mengajukan permohonan SPD kepada Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran;

b. Berdasarkan Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka
Wafat/Tewas yang diterima dari Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada
BPKAD Provinsi Lampung, dan memperhatikan ketersediaan dana dalam SPD

dan DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-LS Gaji dan
Tunjangan beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan;

c. Berkas SPP-LS Gaji dan Tunjangan kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD

melalui petugas penerima SPP;

d. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-LS Gaji
dan Tunjangan dan mengisi check lisf kelengkapan berkas pengajuan SPP;
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Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk
melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan
sesuai dengan check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima
SPP-LS Gaji dan Tunjangan berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP;
Berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan T\rnjangan yang telah lengkap beserta check
list kelengkapan berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas
penerima SPP kepada PPK-SKPD;
PPK-SKPD melal<ukan pengujian atas berkas peneajuan SPP meliputi:
1. memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP- LS Gaji dan

Tunjangan beserta lampiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk

memperoleh keyakinan bahwa jumlah SPPyang diajukan tidak melampaui
batas pagu anggaran.

Dalam hal dokumen SPP-LS Gaji dan T[njangan tidak lengkap dan/atau sah,
PPK-SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM- lS Gaji dan
Tunjangan selambat-lambatnya t hari sejak berkas SPP diterima dan
mengembalikan berkas SPP kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;
Dalam hal berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan telah lengkap dan sah,
PPK-SKPD menyiapkan Konsep SPM- LS Gaji dan Tunjangan untuk diotorisasi
Pengguna Anggaran;
Pengguna Anggaran melakukan evaluasi atas konsep SPM-IS Gaji dan
Tunjangan yang diterima dari PPK-SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan,
koreksi yang diperlukan dituangkan dalam lembar konsep. Pengguna Anggaran
kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep SPM-LS Gaji dan
Tunjangan untuk diterbitkan SPM- LS Gaji dan Tunjangan;
SPP-LS Gaji dan Tunjangan dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi:
1. kmbar I untuk Pengguna Anggaran atau PPK-SKPD;
2. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
3. kmbar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
4. Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran.
Berdasarkan SPP-LS lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan
SPP-LS dalam register SPP; dan
Penyiapan SPM-LS Gaji dan Tunjangan selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas
SPP-LS Gaji dan Trrnjangan dinyatakan lengkap dan sah;
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Paragraf 5
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP LS

Kepada Pihak Ketiga Atas Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 120

Penyiapan dokumen pendukung SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa
kepada pihak ketiga dilakukan oleh PPTK-SKPD/PPTK unit SKPD yang menangari
kegiatan pengadaan barang/jasa bersangkutan untuk disampaikan kepada

bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
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Pasal 12 1

Berkas pengajuan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa kepada pihak
ketiga sebagaimana dimaksud daiam Pasal 120 harus dilampiri dengan syarat-syarat
berupa dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain:
a. Salinan Surat Penyediaan Dana;
b. Faktur pajak ditandatangani Wajib Pajak;
c. SSPyang ditandatangani Bendahara Pengeluaran SKPD;
d. Kontrak/ SPK antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pihak ketiga

yang mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
e. Berita Acara Serah Terima lPeke4aan /Barang/Jasa;
f. Berita Acara Pembayaran;

C. Berita Acara Prestasi Ke{a;
h. Berita acara jaminan uang muka dan pemeliharaan;
i. Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani oleh pihak ketiga,

Bendahara, PPTK/atau penerima barang diketahui PA/KPA;
j. Surat jaminan bank;
k. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta

unsur panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
l. Surat angkuta-n atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan

diluar wilayah kerja;
m. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekedaan dari PPTK

apabila peke{aan mengalami keterlambatan;
n. Foto/buku/dokumentasi lingkat kemajuan/penyelesaian pekefaan/hasil jasa;
o. Potongan BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan yarlg

berlaku/ surat pemberitahuan BPJS Ketenagakedaan) ;

p. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan
biaya personil (biUing rate), benla acara prestasi kemajuan peke4'aan dilampiri
dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pertahapan waktu
pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti
pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran; dan

q. Khusus untuk belanja modal, belanja hibah, jasa konsultan perencanaan fisik,
jasa konsultan pengawasan fisik dan belanja pemeliharaan melampirkan surat
keterangan dari BPKAD melalui Bidang Aset.

Pasal 722

Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721 yang
diajukan tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS

kepada PPTK untuk dilengkapi.

Pasal 123

(1) Berdasarkan tagihan dari pihak ketiga, PPTK menyiapkan syarat-syarat
pembayaran berupa dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa seperLi

tersebut diatas untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaral;

(21 Dokumen pengadaan, Berita Acara serah Terima Pekerjaan Barang dan Jasa,

Berita Acara Pembayaran, serta Berita Acara Pemeriksaan

Pekerj aan / barang/j asa di buat sekurang-kurangnya rangkap lima dan

disampaikan kePada:

a. asli dan satu tembusan untuk lampiran SPP;
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b. masing-masing satu tembusan untuk pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran dan pihak ketiga/rekanan; dan

c. satu tembusan untuk PPTK.

(3) Berdasarkan SPD dan salinan DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan
SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk pembayaran kepada pihak ketiga
beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan;

(4) Berkas SPP-LS beserta lampirannya kemudian diserahkan kepada PPK-
SKPD/PPK unit SKPD melalui petugas penerima SPP;

(5) Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-LS dan
mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

(6) Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran/PPTK untuk
melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-LS sesuai dengan check
list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

{71 Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/ menandatangani tanda terima
SPP-LS berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP

(8) Berkas pengajuan SPP-LS yang telah lengkap beserta check list kelengkapan
berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP
kepada PPK-SKPD/PPK unit SKPD;

(9) PPK-SKPD/PPK unit SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP
meliputi:
a. memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP-LS pengadaan barang dan

jasa untuk pembayaran Pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. memeriksa ketersediaan pagu angg€rran dalam DPA-SKPD untuk

memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran; dan

c. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama

orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
2. nilat tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan dengan

prestasi ke{a yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam
kontrak ); dan

3. jadwal waktu pembayaran apakah sesuai dengan bunyi kontrak.
(10) Dalam hal dokumen SPP- LS tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD/PPK unit

SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM selambat-
lambatnya t hari sejak berkas SPP-LS diterima dan mengembalikan berkas SPP-
LS kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;

(11) Dalam hal berkas pengajuan SPP-LS telah lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK
unit SKPD menyiapkan konsep SPM-LS untuk diotorisasi Kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;

(12) Kepala SKPD melakukan evaluasi atas konsep SPM- LS yang diterima dari PPK-

SKPD/PPK unit SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang
diperlukan dituangkan dalam lembar konsep. Kepala SKPD kemudian
menandatangani dan menyerahkan konsep SPM- LS untuk diterbitkan SPM-

LS;

(13) SPP-LS barang dan jasa untuk pembayaran kepada pihak ke-3 dibuat dalam

rangkap 4 dengan distribusi:
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a. Lembar I untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau PPK-
SKPD/PPK unit SKPD;

b. kmbar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

c. l,embar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung; dan

d. lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

(14) Berdasarkan SPP-LS lembar 4, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat penerbitan SPP-LS dalam register SPP;

(15) Penyiapan SPM-LS selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-LS dinyatakan
lengkap dan sah;

Paragraf 6
Kepada Pihak Ketiga Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

Pasal 124

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya :

(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS
Kepada Pihak Ketiga l,ainnya dengan mengacu kepada Keputusan Kepala
Daerah dan dokumen pendukung lainnya.

(21 Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan keputusan kepala
daerah dan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh
bendahara pengeluaran.

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi
rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan dengan langkah antara lain:
a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayaran kepada

Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

b. meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk pembayaran
kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan yang akan diajukan telah disediakan;

c. meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan keputusan
Kepala Daerah dan/atau dokumen pendukung lainnya.

(41 Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang
didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.

(5) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan
persetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada
PAlKPA melalui PPKSKPD/PPK-Unit SKPD.

Pasal 125

Prosedur pengajuan SPP belanja pengeluaran SKPKD diperlakukan sama seperti
prosedur pengajuan SPP UP/GU/TU atau SPP LS. Sedangkan bukti-bukti
pendukung yang harus dilampirkan adalah:
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a. Bukti Kas Pengeluaran (BKP)/Bukti kwitansi yang ditandatangani penerima
diatas materai;

b. Naskah pe{anjian pinjaman/perhitungan bunga dan jadwal pembayaran bunga
hutang;

c. Hasil audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
d. Naskah pe{anjian Hibah;
e. Surat permohonan/proposal yang telah mendapatkan persetujual Gubernur;
f. Keputusan Gubernur untuk penggunaan dana belanja tak terduga;
g. Laporan pelaksanaan kegiatan/laporan penggunaan dana yang dibuat oleh

penerima dana; dan
h. Dokumen lain yang diperlukan.

Bagian Kelima
Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)

Pasal 126

( I ) SPM disiapkan oleh PPK-SKPD/ PPK unit SKPD diparaf dan ditandataagani oleh
Kepala SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran untuk diserahkan kepada Kuasa BUD.

(2) Jenis-jenis SPM yang disiapkan PPK-SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran
tergantung dari jenis SPP yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu atau Bendahara Bantuan pada
SKPKD.

(3) Jenis-jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat berupa:
a. SPM-UP;
b. SPM.GU;
c. SPM-TU;
d. SPM-LS gaji/tunjangan;
e. SPM-LS pengadaan barang dan jasa;
f. SPM-LS pihak ketiga lainnya; dan
c. SPM- UPITU NIHIL.

Bagran Keenam
Syarat- Syarat Kelengkapan Penerbitan SPM

Pasal 727

Pengajuan berkas SPM oleh PA/Kuasa PA ditujukan kepada kuasa BUD sebagai

dasar penerbitan SP2D.

Pasal 128

Kelengkapan dokumen sPM-uP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan

tanggung jawab pengguna anggaran. Besaran uang persediaan yang diminta sesuai

dengan Keputusan Gubemur Lampung tentang Besaran Uang Persediaan masing-

masing SKPD pada Tahun Anggaran 2021.

Pasal 129

Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D adalah:

a. surat Permintaan Membayar pembebanan kode rekening program kegiatan;

b. Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;



-73-

c. Surat ringkasan pengeluaran program kegiatan per rincian obyek belanja; dan
d. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas belanja sebelumnya yang

di sahkan oleh Kuasa BUD Bidang Akuntansi.

Pasal 130

Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah:
a. Surat Permintaan Membayar pembebanan kode rekening program kegiatan;
b. Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran; dan
c. Surat Keterangan Pengajuan SPM-TU yang berisi tentang rincian rencana

penggunaan tambah uang.

Pasal 13 1

Kelengkapan Dokumen SPM-LS gaj i / tunjangan untuk penerbitan SP2D adalah:
a. Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji yang ditandatangani oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran; dan
b. Surat-surat keputusan kepegawaian dalam hal te4'adi perubahan pada daftar

caji.

Pasai 132

SPM-LS untuk pembayaran pengadaan barang/pekedaan konstruksi/konsultansi/
jasa lainnya kepada pihak Ke-3 untuk penerbitan SP2D adalah:
a. [,ampiran untuk pengajuan SPM LS pengadaan barang/jasa untuk pengajuan

penerbitan SP2D:
1. SPD;
2. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA;
3. Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
4. Berita Acara Pemeriksaan Barang;
5. Berita Acara Serah Terima Barang;
6. Berita Acara Pembayaran; dan
7. SSP dan faktur pajak.

v b. t ampiran SPM LS pekerjaan konstruksi untuk penga,iuan penerbitan SP2D:

1. Untuk Uang Muka:
a. SPD;
b. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA
c. Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
d. Berita Acara Pembayaran; dan
e. Fotocopy Jaminan Uang Muka yang dilegalisir.

2. Untuk Pembayaran secara l,etter of CreditlTermin berdasarkan Monthlg
Certificate (MC) /Sertifikat Bulanan/Invoice (laporan) :

a. MC;
b. Laporan Prestasi Peke{aan / Kemajuan Pekerl'aan;
c. Surat pemyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
d. Berita Acara Pembayaran; dan
e. SSP dan Faktur.

3. Untuk Pembayaran Retensi:
a. Sertifikat retensi;
b. Surat pernyataan tanggunglawab pengguna anggaran;
c. Berita Acara Pembayaran; dan
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d. SSP dan Faktur.
Untuk Pembayaran 1007o Pekerjaan:
a. SPD;
b. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA;
c. Surat pernyataan tanggungiawab pengguna anggaran;
d. Berita Acara Pemeriksaan;
e. Berita Acara Serah Terima Peke{aan;
f. Berita Acara Pembayaran; dan
g. SSP dan faktur.

Lampiran SPM LS jasa konsultansi untuk SP2D:
1. SPD;
2. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA;
3. Surat pernyataan tanggunglawab pengguna anggaran;
4. Berita Acara Pemeriksaan;
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
6. Berita Acara Pembayaran; dan
7. SSP dan faktur.

Pasal 133

UPITU NIHIL
surat pengantar mencantumkan nilai SP2D Uang Persediaan (UP) dan Tambah
Uang (TU) SP2D dilampirkan;
pengesahan atas pertan ggunglawaban belanj a U P/TU ;

surat keterangan persetujuan pertanggung;'awaban dari kuasa BUD Bidang
Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi I-a.mpung;
tanda bukti setor sisa UP/TU ;

wajib menyampaikan SPM UP NIHIL 2 hari sebelum Tahun Anggaran berakhir;
tanda bukti pengeluaran yang sah;
surat pernyataan tanggung jawab belanja;
pengesahan BLUD atas realisasi pendapatan dan belanja BLUD.
apabila diakhir tahun masih terdapat pendapatan dan belanja BLUD yang
belum dapat disahkan, maka dapat dilakukan pengesahan pada awal tahun
berikutnya.

C

SPM
a.

b.
c.

d.
e.

f.

h.
i.

Bagian Ketujuh
Prosedur Penerbitan SPM

Pasal 134

(1) Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar UP;
a. berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-

SKPD melakukan verilikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP
dengan SK Kepala Daerah;

b. dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan
rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft
SPM-UP untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan

c. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari
sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
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1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
2. Surat Pernyataan Verilikasi PPK-SKPD.

(2) Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar GU:
a. PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan UP

beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara Pengeluaran
dengan langkah berikut:
1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak

melebihi sisa anggaran;
2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait

telah disediakan;
3. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan dokumen

perpajakan terkait; dan
4. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ Penggunaan

UP, dan bukti-bukti transaksinya.
b. apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan
kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak
diterimanya SPP-GU.

c. dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD
menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang didokumentasikan
dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

d. Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama
2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
2. Surat Pemyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist

kelengkapan dokumen.
(3) Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar TU:

a. berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang disertai dengan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-UniI SKPD melakukan verifikasi dengan
langkah sebagai berikut:
1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak

melebihi sisa anggaran;
2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait

telah disediakan; dan
3. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan

permintaan Perintah Membayar TU.
b. apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian, PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau
penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU;

c. dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPKSKPD/PPK-Unit
SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar TU yang
didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran; dan

d. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (dua) hari
sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
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l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
2. Surat Pernyataan Verifrkasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri

checklist kelengkapan dokumen.
(4\ Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar LS

a. berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen
pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verihkasi dengan
langkah berupa:
1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak

melebihi sisa alggaran;
2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait

telah disediakan;
3. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya

berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana
yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;

4. Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
5. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen

pendukungnya.
b. apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ atau ketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-UniI SKPD meminta perbaikan dan/ atau
penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS;

c. dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPKSKPD/PPK-UniI
SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar I.S yang
didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA;

d. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari
sejak proses veri{ikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
1. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
2. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-UniI SKPD yang dilampiri

checklist kelengkapan dokumen; dan
3. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA.

e. penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang dicetak
dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Baglan Kedelapan
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Dalam sistem penatausahaan pengeluaran daerah, syarat yang diperlukan untuk
mencairkan dana adalah dokumen SP2D. SP2D dibuat untuk memenuhi permintaan
pembayaran yang diajukan oleh Kepala SKPD. Pengaturan perintah pencairan dana
adalah sebagai berikut :

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA
yang ditujukan kepada bank operasional mitra ke{anya.

(2\ Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
(3) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/ KPA berupa Surat
Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

Pasal 135
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b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum
dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

(41 Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
a. tidak dilengkapi Surat Pemyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.

(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan
paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 136

Jenis-jenis SP2D dikategorikan sesuai dengan SPM yang mendasari penerbitan
SP2D, yaitu:

a. SP2D-UP;
b. SP2D-GU;
c. SP2D-TU;
d. SP2D-LS gaji/tunjangan;

V e. SP2D-LS pengadaan barang dan jasa;
f. SP2D-LS pihak ketiga lainnya; dan
C. SP2D-UP/TU NIHIL.

Pasal 137

Bagian Kesembilan
Penerbitan SP2BP

(r) Kepala SKPD pada BLUD menyampaikan SP3BP BLUD kepada Kuasa BUD
Bidang Akuntansi pada BPKAD Provinsi l,ampung dengan kelengkapan
persyaratan yang telah ditentukan;
Berdasarkan SP3BP BLUD, BuD/kuasa BUD menerbitkan SP2BP;

Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi l,ampung meneliti kelengkapan dokumen pengajuan SP3BP
BLUD untuk diterbitkan SP2BP BLUD. Pengujian SP3BP mencakup pengujian
yang bersifat substantif dan formal sebagai berikut:
a. Pengujian Substantif diiakukan untuk:

1. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SP3BP;
dan

2. menguji ketersediaan dana pada rekening sampai dengan rincian obyek
dalam DPA SKPD yang ditunjuk dalam SP3BP tersebut.

b. Pengujian Formal dilakukan untuk:
1. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan

huruf;
2. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat

cacat dalam penulisan;
3. memeriksa dokumen dan bukti-bukti pendukung sebagai dasar

penagihan; dan
4. memeriksa dokumen ringkasan kontrak.

Berkas pengajuan SP3BP BLUD serta kelengkapannya yang disetujui untuk
diterbitkan SP2BP diproses untuk diterbitkan dan ditandatangani selambat-

(21

(3)

t4l
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lambatnya 2 hari kerja sejak diterima SP3BP. Pengesahan BLUD dibuat rangkap
3 (tiga) dibubuhi stempel.

(5) Berkas pengajuan SP3BP BLUD yang ditolak oleh kuasa BUD c.q. Bidang
Akuntansi pada BPKAD harus diterbitkan surat penolakal penerbitan SP2BP
yang ditandatangani selambat-lambatnya t hari ke{a sejak diterima SP3BP
serta dilakukan pencatatan ke dalam register surat penolakan penerbitan
SP2BP. Surat Penolakan Penerbitan SP2BP dibuat rangkap 2 (dua) dan
disampaikan:
a. [rmbar kesatu kepada Kepala SKPD BLUD; dan
b. Lembar kedua sebagai arsip di kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
(6) Berdasarkan SP3BP dan SP2BP BLUD Bendahara pengeluaran melakukan

pencatatan di buku yang dikelola serta pengarsipan;
(71 Berdasarkan SP2BP, Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada BPKAD

melakukan pencatatan ke dalam Kartu Pengawasan Penyediaan Dana dan
Realiasi Anggaran serta Kartu Pengawasan Realiasi Belanja per Kode Rekening;

(8) Berdasarkan SP3BP dan SP2BP BLUD, Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung melakukan
pencatatan ke dalam Register SP2BP;

(9) SP2BP BLUD merupakan pengaluan terhadap penerimaan pendapatan dan
penggunzran belanja yang dilakukan pada BLUD;

(10) SP2BP BLUD dan lampirannya menjadi dasar dalam penyusunan laporan
keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah;

(r l) Lampiran SP2BP terdiri dari:
a. Realisasi pendapatan BLUD berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) BLUD dan berdasarkan DPA BLUD; dan
b. Realisasi belanja BLUD berdasarkan RBA BLUD dan berdasarkan DPA

BLUD.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan UP/GU/TU

Pasal 138

Penatausahaan UP/GU/TU yang dikeiola oleh bendahara pengeluaran meliputi
pengelolaan uang kas/bank, penatausahaan bukti-bukti pengeluaran dan
pencatatan ke dalam buku-buku penatusahaan bendahara pengeluaran.

Pasal 139

Penatau sahaan UP/GU/TU berupa:

a. Buku Kas Umum Pengeluaran;
b. Buku Pembantu Bank;
c. Buku Pembantu Kas;
d. Buku Pembantu Panjar;
e. Buku Pembantu Pajak; dan
f. Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Belanja.
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Pasal 14O

Penatausahaan yang terkait dengan pengelolaan UP/GU/TU oleh bendahara
pengeluaran dapat diuraikan sebagai berikut:
a. berdasarkan SP2D atas pengajuan SPM UP/GU ITU yang diterima, bank

mentransfer uang ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu dengan menerbitkan nota debet atas pengeluaran uang dari rekening
kas daerah.

b. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mencatat transfer
masuk ini kedalam Buku Kas umum dan Buku Pembantu Bank pada sisi
penerimaan;

c. pencatatan SP2D untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa, dimana SP2D
dicairkan oleh rekanan / pihak tiga, bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu melakukan pencatatan administratif pada Buku Kas
Umum pada sisi penerimaan dan sisi pengeluaran termasuk pajak dan PPh dan
PPn (masuk keluar)l

d. mekanisme pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa pengeluaran kas
berdasarkan bukti pengeluaran dan pengeluaran kas berupa panjar. Hal ini
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran:

a. PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang
dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia
barang/jasa;

b. Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan
bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara
materiil;

c. berdasarkan bukti-bukti belanja yang sa-I., PPTK menyiapkan NPD;
d. PPIK menyampaikan NPD kepada PA/ KPA untuk mendapatkan

persetujuan;
e. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan

kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
f. pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai

dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi;

g. berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai; dan

h. pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari
rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
ke rekening pihak penyedia barang/jasa.

2. Pengeluaran kas berupa panjar:
a. Pengajuan Uang Panjar:

1. PPIK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan
rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD;

2. PPIK menyiapkan NPD;
3. PPIK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan

persetujua;
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4. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu; dan

5. berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

b. Pelaksanaan Belanja:
1. setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan belanja

sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. Pada saat
pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti
belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materil;

2. dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau
pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun
rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri
dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai bahan
pertanggungjawaban belanja;

3. berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan,
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan
pembayaran tersebut secara non tunai melalui pemindahbukuan
dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK; dan

4. berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kelebihan uang panjar, PPTK meiakukan pengembalian kelebihan
uang panjar secara non tunai melalui pemindahbukuan dari
rekening PPTK ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Bagian Kesebelas
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu

Pasai 141

(1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu secara
administratif wajib mempertanggung-jawabkan penggunaan uang
persediaan/ ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada PA/ KPA
dengan cara membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada pengguna
anggaran / ku asa pengguna anggaran SPJ-Administratif.

(21 Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD secara
fungsional, juga wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang
menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu kepada PPKD selaku BUD.
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Pasal 142

Prosedur pertanggungiawaban uang persediaan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat diuraikan sebagai berikut:
a. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD

mempertanggungiawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD/PPK unit SKPD dengan membuat Surat
Pertanggungj awaban Pengeluaran ;

b. pengajuan surat pertanggungjawaban pengeluaran uang persediaan/ganti uang
persediaan dilakukan pada saat akan dimintakan dana pengganti (reuoluing

fundl atas uang persediaan yarrg dikelola bendahara pengeluaran;
c. surat pertanggunglawaban pengeluaran yang disampaikan kepada pengguna

anggaran/kuasa perngguna ;rnggaran melalui PPK-SKPD/PPK unit SKPD
dilampiri dengan:
1. Buku kas umum;
2. Ringkasan pengeluaran per program kegiatan rincian obyek yang disertai

dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap
rincian obyek yang tercantum dalam rekapitulasi pengeluaran per rincian
obyek dimaksud;

3. Bukti atas penyetoran ppn/pph ke kas negara; dan
4. Register penutupan kas.

d. PPK-SKPD/PPK unit SKPD melakukan pencatatan atas surat
pertanggungiawaban pengeluaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
kedalam Register Penerimaan Laporan Pertanggunglawaban Pengeluaran;

e. PPK-SKPD/PPK unit SKPD melakukan verifikasi atas surat
pertanggungiawaban yang disampaikan, meliputi:
1. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggunglawaban dan

keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan (pengujian material);
2. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang

tercantum dalam rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek;
3. menghitung pengenaan ppn/pph atas beban pengeluaran per rincian

obyek; dan
4. menguji kebenaran kode rekening pengeluaran sesuai dengan spm dan

SP2D yang telah diterbitkan;
f. apabila PPK-SKPD/PPK unit SKPD berdasarkan verifikasi yang dilakukan

menyatakan surat pertanggungjawaban beserta bukti dan dokumen yang
menyertainya telah lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK unit SKPD menerbitkan
Surat Pengesahan I"aporan Pertanggungiawaban Bendahara
Pengeluaran/Bendahar Pengeluaran Pembantu untuk ditandatangani oleh
pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran;

g. atas Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang diterbitkan,
PPK-SKPD/PPK unit SKPD mencatat kedalam Register Pengesahan Laporan
Pertan ggun gi awaban Pen geluaran ;

h. atau apabila PPK-SKPD/PPK unit SKPD berdasarkan verihkasi yang dilakukan
menyatakan laporan pertanggungiawaban beserta bukti dan dokumen yang
menyertainya tidak lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK unit SKPD menerbitkan
Surat Penolakan Pengesahan Laporan Pertanggungiawaban Pengeluaran untuk
ditandatangani oleh pengguna €rnggaran;
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atas Surat Penolakan Pengesahan Laporan Pertanggungiawaban Pengeluaran
yang diterbitkan, PPK-SKPD/PPK unit SKPD mencatat kedalam Register Surat
Penolakan Pengesahan l,aporan Pertanggungjawaban Pengeluaran;
setiap bulan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
menyiapkan Laporan Pertanggunglawaban Bendahara Pengeluaran yang
ditandatangani bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu

/SPJ Administratif untuk ditandatangani pengguna anggaran setelah
diverifikasi PPK-SKPD/PPK unit SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya. Laporan SPJ Administratif dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan:
1. kmbar kesatu kepada PPK-SKPD/PPK unit SKPD; dan
2. I*mber kedua sebagai arsip di Bendahara Pengeluaran;
l.aporan Pertan ggungj awaban Bendahara Pen geluaran / bendahara pen geluaran
pembantu yang telah ditandatangani bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran / S PJ Fungsional disampaikan kepada Kuasa BUD setiap bulan paling
lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya;
Khusus Laporan SPJ Administratif dan SPJ Fungsional akhir tahun anggaran
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun bersangkutan; dan
l,aporan SPJ Fungsional dibuat rangkap 4 (empat] dan disampaikan:
1. l,embar kesatu sebagai arsip pada Bendahara Pengeluaran;
2. Lembar kedua kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada BPKAD

Daerah Prouinsi Lampung;
3. Lembar ketiga Inspektorat Provinsi Lampung; dan
4. l,embar keempat kepada PPK-SKPD/PPK unit SKPD.

j

k

m

Pasal 143

Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban UP setiap akan
mengajukan GU. Dalam melakukan pertanggunglawaban tersebut dokumen yang

,.-, disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban UP dan dilampiri dengan bukti-
bukti belanja yang sah.

Pasal 144

Prosedur pertanggungiawaban UP adalah sebagai berikut:
a. mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan UP

termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran
pembantu, jika ada sebagian UP yang sebelumnya dilimpahkan kepada
bendahara pengeluaran pembantu ;

b. berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut bendahara pengeluaran
merekapitulasi belanja ke dalam Laporan Pertanggungiawaban UP sesuai
dengan program dan kegiatannya masing-masing;

c. l,aporan Pertanggunglawaban UP tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-
GU; dan

d. l,aporan Pertanggungjawaban GU tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-
GU berikutnya.

Paragraf 1

Pertanggun giawaban Pen ggunaan Uang Persediaan (UP)
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Paragral 2
Pertanggungjawaban Penggunaan Tambahan Uang (TU)

Pasal 145

(1) Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungiawaban penggunaan TU
apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai
suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan.

12) Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan
ada-lah l,aporan Pertanggungjawaban TU Persediaan. Dokumen ini dilampirkan
dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.

Pasal 146

Prosedur pertanggungiawaban TU adalah sebagai berikut:
a. bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas

penggunaan TU Persediaal;
b. apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara pengeluaran melakukan

setoran ke Kas Umum Daerah. Surat tanda Setoran atas penyetoran itu
dilampirkan sebagai lampiran Laporan Pertanggungiawaban TU ;

c. berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti
penyetoran atas sisa TU Persediaan (apabila Tambahan Uang Pesediaan
melebihi belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran merekapitulasi
belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban TU Persediaan sesuai dengan
program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengaj uan TU;

d. Laporan Pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Pengguna
Anggaran melalui PPK SKPD;

e. PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggungiawaban yang
dilakukan oleh bendahara pengeluaran; dan

f. PenggunaAnggaran kemudian menandatangani Laporan Pertanggungiawaban
TU sebagai bentuk pengesahan.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 147

Kepala SKPD menyusun laporan akhir tahun yaitu :

a. Laporan akhir kegiatan disampaikan kepada Biro Adminstrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Prouinsi Lampung;

b. Laporan Pengadaan Barang;
c. Laporan LKJ;
d. Laporan LPPD; dan
e. l,aporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 148

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD
secara periodik meliputi:
a. Laporan Realisasi Anggaral (LRA);

b. Neraca;
c. LaporanOperasional;
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d. l"aporan Perubahan Saldo Anggaran kbih;
e. Laporan Perubahan Ekuitas;
f. t aporan Arus Kas (LAK); dan
C. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

Pasal 149

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuar
dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan
laporan LRA, Neraca SKPD, l,aporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, LAK dan Catatan atas l,aporan
Keuangan.

Pasal 150

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama sebagai hasil
pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya disertai dengan pragnosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya yang disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan
kepada pejabat pengguna anggarurn untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi
semester pertama paling lambat 7 (tujuh) hari ke{a setelah semester pertama tahun
anggaran berkenaan berakhir.

Pasai 151

Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan rea-lisasi semeter pertama
kepada PPKD paling lama 10 (sepuluh) hari keq'a setelah semester pertama tahun
berkenaan berakhir dengan, dan menyampaikan laporan Daftar Transaksi Harian
(DTH) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya melalui BPKAD c.q. Bidang
Perbendaharaan.

Pasal 152

Beberapa hal yang perlu disampaikan berkenaan dengan dana APBD dan dana non
APBD:

\- a. bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki
penerimaan, melakukan rekonsiliasi data penerimaan ke Bidang Akuntansi
BPKAD Provinsi Lampung per bulan/triwulan/semester/tahun;

b. bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang memperoleh dana
dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, agar menyampaikan laporan akuntabilitas
ke Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Lampung melalui koordinator UAPPA-W
masing-masing per triwulan/ semester/ tahun.

Pasal 153

PPK-SKPD menyiapkan laporal keuangan SKPD tahun anggaran berkenan dan
disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan
pertanggungjawaban peiaksanaan APBD. SKPD selanjutnya disampaikan kepada
PPKD bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan
keuangan SKPD disampaikan kepada Gubemur melalui PPKD paling lambat 2 (dua)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.
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Pasal 154

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 153 terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;
c. l,aporanOperasional;
d. Laporal Perubahan Ekuitas; dan
e. Catatan atas laporan Keuangan SKPD.

Pasal 155

Laporan keuangan SKPD dilampiri dengan surat pemyataan kapada SKPD bahwa
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai dan Standar Akuntansi
Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) menyusun laporan keuangan pemerintah
\- daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat

3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan disampaikan kepada
Gubemur melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri
dari:
a. laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Neraca;
c. LaporanOperasional;
d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
e. Laporan Perubahan Ekuitas;
f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

Pasal 157

BLUD menyelenggarakan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang
diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang
sehat. Laporan keuangan BLUD terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. I"aporan Perubahan Saldo Anggaran kbih (SAL);
c. Neraca;
d. l,aporanOperasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal 158

Laporan keuangan BLUD disertai dengan laporan kineq'a yang berisikan informasi
pencapaian hasil/keluaran BLUD dan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 159

Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan laporan
operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari
setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 16O

Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan disertai laporan kineq'a kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke
dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah
periode pelaporan berakhir.

Pasal 161

l,aporan keuangan disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) setelah direviu untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir selanjutnya Gubernur memberikan tanggapan dan
melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 162

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan
daerah terhadap pengelolaan keuangan SKPD meliputi:
a. pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi , pendidikan dan

pelatihan;
b. pemberian pedoman dimal<sud mencakup: perencanaan dan penyusunan

APBD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, penatausahaan dan akuntasi
keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, penatausahaan dan
evaluasi serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah; dan

c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi mencakup perencanaan dan
penyusunan APBD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, penatausahaan
dan akutansi keuangan daerah serta pertanggungjawaban yang dilaksanakan
secara berkala dan sewaktu waktu secara menyeluruh kepada seluruh SKPD
maupun kepada SKPD tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 163

Ruang lingkup pemantauan adalah pelaksanaan kegiatan SKPD di Lingkungan
Pemerintah Daerah yang meliputi:

a. Indikator Kinerja;
b. Target/Capaian Kine4'a;
c. Satuan Harga;
d. Standar Analisa Biaya; dan
e. Standar Pelayanar Minimal.
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Bagian Pertama
Pelaksanaan Pemantauan

Pasal 164

(1) Pelaksana pemantauan pelaksanaan APBD adalah Biro Adminstrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan tugas dan
fungsinya yaitu melaksanakan pemantauan dan evaluasi sub kegiatan Pos
Belanja Daerah APBD Provinsi Lampung kecuali Belanja Pegawai.

(2) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam hal kebijakan,
pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah
meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dilaksanakan bersamaan
dengan penyusunan RKPD, penyusunan KUA dan PPAS tahun berjalan.

(3) BPKAD melaksanakan pembinaan dan penatausahaan pelaksanaan APBD.
(41 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan pengendaiian pencapaian target

pendapatan daerah tingkat provinsi-
(5) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan untuk

mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efrsien, efektif sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Mekanisme Peman tauan

Paragraf I
Tahap Persiapan

Pasal 165

Tahap persiapan pemantauan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Biro Administrasi Pembangunan untuk mengkoordinasikan penyiapan
instrument-instrumen pemantauan dan segala sesuatu yang diperlukan
pelaksanaan pemantauan.

Pasal 166

v Obyek pemantauan pada setiap tahun anggaran dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu:
a. obyek pemantauan tahun anggaran yang lalu; dan
b. obyek pemantauan tahun anggaran beq'alan.

Pasal 167

(1) Pemantauan tahun anggaran lalu dilaksanakan pada awal tahun anggaran
be{alan yang dilakukan dalam 3 (tiga) periode pemantauan.

l2l Periode pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Periode Pertama dilakukan pada awal tahun angaran bersamaan dengan

pemantauan tahun anggaran lalu;
b. Periode Kedua dilakukan pada saat kegiatan sedang be4'alan (on-going);
c. Periode Ketiga dilakukan pada tahap akhir atau pasca pelaksanaan

kegiatan.
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Pasal 168

Dokumen-dokumen kegiatan yang diperlukan sebagai bahan informasi dalam
melaksanakan pemantauan meliputi:
a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

b. Dokumen Kerangka Acuan Kerl'a atau Term of Reference (KAK/TOR);
c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
d. Rencana Operasional Kegiatan (ROK);
e. Rencana Aksi Penyampaian target kinela sasaran Renstra SKPD;
f. Surat keputusan penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan;
g. Rencana Penyerapan Dana dan Target Fisik Kegiatan atau Rencana Arus Kas

(RAK);

h. l,aporan Bulanan (Realisasi Fisik dan Keuangan);
i. Desain Peke{aan;
j. Proposal Kegiatan;
k. Hasil Evaluasi Kegiatan tahun sebelumnya;
l. Cambar Konstruksi;
m. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
n. Pedoman/Standar Teknis untuk kegiatan yang akan dipantau; dan
o. Informasi pendukung lainnya.

Pasa-l 169

Materi yang perlu ditelaah pada Tahap Persiapan adalah memastikan sebagai
berikut:
a. kesesuaian Rincian dan Target dalam Petunjuk Operasional (PO), ROK, RAK,

dan lokasi pelaksanaan kegiatan dengan rincian dan target DPA;
b. kesesuaian antara RAB dan KAK/TOR dengan perencanaan awal
c. informasi Keputusan Gubernur [,ampung atau ketentuan lain yang berlaku;
d. kesesuaian antara Tarif/ standar biaya untuk kegiatan dalam ROK dengan

tarif/standar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
e. ROK telah memuat Rencara Jadwal dan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan;
f. ROK telah dituangkan dalam bentuk Ketetapan Kepala SKPD;
g. indikator kinerja dan target/capaian kinerja kegiatan dimaksud;
h. pencapaian standar pelayanan minimal; dan
i. kesesuaian antara dokumen Rencana Aksi Pencapaian dengan target kinerja

Renstra SKPD per Triwulan.

Paragraf 2
Tahap Pelaksanaan

Pasal 170

(1) Hat-hal yang harus dilakukan Tim Pemantauan pada tahap pelaksanaan yaitu
menggali informasi, mencatat kondisi lapangan, mengambil gambar (foto)
dokumentasi, melakukan kon{irmasi, cross check kepada pelaksanaan kegiatan,
pengisian kuisioner dan lain-lain sesuai tujuan pemantauan.

(21 Input pada tahap pelaksanaan adalah hasil telaahan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) .

(3) Output tahap pelaksanaan adalah format-format pemantauan yang telah diisi
pada saat pelaksanaan pemantauan.
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Paragraf 3
Tahap Analisis

Pasal 171

(1) Tahap analisis dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan dengan
baik atau menemui kendala-kendala di lapangan.

{2) Apabila ditemukan kendala dilapangan Tim Pemantau dapat berkoordinasi
dengan instansi terkait untuk mencari solusi.

Pasal I72

(1) Hai yang dilakukar pada Tahap Anaiisis adalah membandingkan antara
Target/Rencana Keuangan dan Rencana Keluaran yang telah ditetapkan
didalam KAK/TOR/ROK dengan kondisi dilokasi pemantauan.

{21 Input yang digunakan pada tahap analisis adalah dokumen-dokumen kegiatan
yang dipantau serta informasi dan kondisi yang diperoleh dari lokasi
pemantauan.

Pasal 173

Hasil analisis merupakan dasar untuk melakukan evaluasi kine{a dengan
melakukan perhitungan pada target kine{a dan anggaran serta untuk menghitung
predikat kinerjanya dengan mencari nilai rata-rata seluruh kegiatan pada masing-
masing program dan dengan skala nilai predikat kineg'a.

Paragraf 4
Tah ap Pengujian

Pasal 174

Untuk meningkatlan validasi hasil pelaporan, draf laporan hasil pemantauan dapat
dikonfirmasi terlebih dahulu dengan Kepala Satuan Keda dan/atau pelaksana
kegiatan di masing-masing unit ke4'a, serta melakukal cross check dengan data-data
dari sumber lainnya.

Paragraf 5
Tahap Pelaporan

Pasal 175

Pelaporan hasil pelaksanaan (monev oleh Badan Perencanaa-n Pembangunan Daerah
dan Biro Administrasi Pembangunan) dirangkum oleh Biro Administrasi
Pembangunan setelah kegiatan berakhir dan dilakukan evaluasi sebagaiamana
format yang sudah ditentukan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi
l,ampung (selaku Ketua TAPD) melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan
ditembuskan kepada Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Paragraf 6
Tahap Tindak Lanjut

Pasal 176

Tahap tindak lanjut adalah tahap dimana rekomendasi dari hasil pemantauan perlu
ditindak lanjuti untuk diinformasikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dan
menjadi masukan dalam penyusun€rn kebijakan atau perenc.rnaan tahun
berikutnya.
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Paragraf 7
Tahap Pendokumentasian

Pasal 177

Tahap pendokumentasian /tahap pengarsipan adalah tahap dimana staf pemantau
memberikan laporan hasil pemantauan kepada Kepala Bagian Pengendalian selaku
koordinator pengelola kegiatan pemantauan APBD Provinsi Lampung di Biro
Administrasi Pembangunan untuk dikompilasi dan disusun dalam bentuk Prosiding
Hasil Pemantauan pada setiap tahun anggaran. Selanjutnya disampaikan kepada
Sekretaris Daerah Provinsi l,ampung (selaku ketua TAPD) dan ditembuskan kepada
Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Pasal 178

Uraian Pedoman Pelaksanaan dan Dokumen serta Formulir Penatausahaan
Keuangan APBD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Gubemur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 179

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orzmg mengetahuinya, memerintahkarl pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi L,ampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tan ggal

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNNDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2021

SEKRETARIS LAMPUNG,

DARMINTO

2021

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 202 1 NOMOR

---*tt(-
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ll*rTust r{:
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.-.-....-. lr&n€tDlorr/.llentrd idra lr"dit rrsErzn ltbeai 5er*ut.
I O6t Pcn}(didr Oau

DPA-SIPD/PCrublhc! oPA-SrPD

2 Ditunirk r kcp!d! SIPD

3 xcp.b SIPD

4 Jum bh Pcrry.di.$ O&t

5 Ur,tuk l(cbutuhrr
5 lkhtislr Pcnwdl.E| Dur!:

a ,uln lJ1 D t DPA'Sr(PD/ Pl.ub*trr
oPA.S(P9

h Akumul6l SPO Sebe lumnfa

{le,fidou9

lfebtang . )
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c. l6a oe.ra firt belum dl SPO,kan fD--*-----*

It rbtlong .

d Jum lr'r Oxryang dr SPlIan 5at ini ip*-**----
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SXPO/P!rubdrar DPlr!r(PO yani

belum di spsk r 
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lmdr : SuEt Penyedaa hna {9Dl

lbmor SPD

T16rl
5p0
P€riode

Idrm Anttara
nonor&nTNrXEd tP&
gl(PD/P.ruhhrn DPA-sxPD

lmbhPcrytdaar&na Rp.......,.,,.....
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2. Surat Tanda Setoran (STS)

PtlrERftTAn Plovrr6yxABwaTtit/xoTA -.....
sIPD-....*
suRAr rAiloA sgronrn {srsl

rk, 5Il
Iri*Srl
8..*
Ito. L*crdqc
PlcririuEt.li

It rT dlc hlr u..f rrf, cs ie-- -* -- lEAf ryf- -* -- - -- - - * - - -l
Ilc4m thciraPcaaii..a rctli ffirt

Mt n3t t*ru r,

krgirn Ar|]Ielr{.r. Fcr|lr,ea
ArEinn

lLma
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lendelrln Ptrrrimrn/ lodJrr a
P.mdarrn Pcntefir

Itt
idP: ---.
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3. Register STS
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4. Buku Kas Umum

pfrrlERl InH pnov$asl/rGSt AItf{/r(or^ .......

sxPD-.-...-..
IAHUN Ar{64n^N....._.....

BUXU I(AS UMUM
P. ?irda: .-.--...-.. ----

5J6 X- dl Erdjrr. PcnFlirrlt.rlcnd.hrl.l Pcnt ls-r P.rllbrttr

l?etbtb^9 )

t?rd n dar,:
a Tu^a' Rp

b 3.nl "Ag

Disetuloiolcll
P"a8g..a AnEEran/ Xer5.

Prqgaun.l Ar31ra

t*;aD
,glP: -..---

Dld rpkan ol ch,
Eandaha,, P"nErluaren/
&ndahlr: Pengc luvrn

Itrrlil
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5. Buku Pembantu Kas Tunai

,{crE
t\ll} ._.

6. Buku Pembantu Bank

PEX€i$JrArr PiO!|,!.STXA'UPAT[}./XC,TA -,.-
srPo---.-.-
TA}'rrx Atr{]<tArAir -- -- -_

a.rxu PtM6ANlu xas rutrat
Pcrk ac: -.,..-..--.-.

(tratuiui olc!L
PerlEU n! A.tgcr.anl

xu6s rantuaa

O,6i.p..sr ol.h,
ga' od ||r ra 9 arl cfimr /
Ecrldalr.ra PerE ri'tren

trrnt

(l'i,tglt!r o lcn.
6. nc ar r 6 tcn Gri rr!..|/
BGrrataltsr! Pc llc."trarn
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7. LPJ Bendahara Penerimaan

LAPORAN PERTANGq,NGJAWASAN

BE {OAI{ARA PENEft MAAAI/SENOAHARA P€NERTYIAAN PEMEANTU

$(Pu
PTRI(DT

A, Penerinraan

1, Tunai melald b€ndahar: penerinaan,
2. Iuna; melalur bendahara penen maan pambantu

3. Melalut ke ekenrng bendahara penenmaan

4. Melalut ke rekentng kas trnum deerah

f . i{rnlah pene.irtaon yang t!flu5 diietorkm (A l+A2+A3)

C. Junlah p€nyetoran

sddo Kas dr Berdahra
l. BendsharaPenstrnaan

2. Bendahare Penerimeen gembntu ......

3, Bandeh0ra Pen€rimrsn pembntu .,.,,,

4. dn.,....

Dbetuid oleh,

Pargrun &Irrrony'
Xu.}.hflau &rc.ao

NanE.

ttlP: --*.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

oklaoten obh.

Lndclrr Psrcrimcany'

EcndJwc Pattintan Ptn$a

Hcnu

l{P: --.---

Rp

Rp

RP

ftp

Rp

Rp

Rp

Rp

\, D,

E E

E



8. l,aporan Penerimaan dan Penyetoran
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9. Rekonsiliasi Penerimaan

P€ MERTHTAH PROVTTSUXAs r.pArE M/XOTA ...-...

RE TOHSIT UTSI P ENERIMAAN

TAHUN ANGGARAN

A Pendaatan Daerah bedasarfian LPJ Bendahara Pene rirraar

Trant*3i-rils*3i pe ndapat- yer g dlt€rl mi, o h h BU D teEpl tidak
teftaEt oleh bulu Bendahra Fe nerlrnaan/Be n(bhra Penerlrnaan

Pemhanar

a

h

c. Dsi

C Enori(c$lrhrnPerrrlatrnPcacimun
a. ..

b.
c Dsi

10. Nota Pencairan Dana

sa(Po.-..--.-.......
Ji.(>rA P:ta (AlnAttl C}Af{zr ([YPC}'
n(': ................ t..'llr.l:

,t:ri|' rlPt)
PPI X
Pr.,8r-n
Xctl.t- n
Ssb XotlIIr
ll.a,. ttPA
f *rwr ArlGliirran

: O P.rrl.r (, fr6p. P-nlJt

f,Iiotulul olo h.
Panlzt rr A r8,r1r. n/ftr5a

Po.BBr,la Argt.-ar

Dl3l+.. n do iL
Fci6i Fcl.lr3m. fcl.r{r Xrltlnitrr

b

&

Rp

TIXI(}
tEtEraara&a

oatlrAl{

N tnJ,
!rre;*e*.,

loGo
PEHI'A

I
1l

@ @

Ii; I xoil+ 
'br.]lrU aritiraJl ,GaEtka.r



11. SPP-UP

ll

I.

I laml S(PD

?. Xama Ft aggun. AflEElnn

3 :{.mr Ecri&h6r! P"a8"lunaon

{. XP$f tL $d!h.rra t+n5rlu.ron

llccnrr Fckr nrng B.rnk

7. Unru-h N. Frlu.ln
I bi hngrluarcn

Pldr SPP urr d!!.!-.Flrn lrqarar: hofroa nog {prrlulea rtbogurnrar t.rt.r! Poda &ftnr lrl.og}rFolr &J(lralo SPP ra
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PEIERITTAII PROVIf,SI/IGBI'PATT/KOTA.I,
st RAT PERIITTTTAATY PEUBAYAR.ail (SPE

Ir,:not

Pcrrcdiern
SPP.UP

Bcn&trn Pcngclueren

ItBnde tsnEanI

{narla lc ngksH

NTP-

lrdrl{ Jlr F5mrs d.cor,^ F{.gro
trhr I una <issa Ab
5ab I Lml. rt$rrrterqaff
hl Llttu rr+ Fdrrr? oerqC-rJ.
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SPD

f: ngpl
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PEUERITTAII PRoVISI/KABLPATET/XoT .l ......

SURAT PERtnmAAI{ PtsUB YARAX UAXG PERSEIXAAI{ ISPP-UPI

Nomor

Tahun A,'rguan : ...

RI}ICIAJI REI{CAff A PEI{GGINAAI

. norah t I
T TAI

Tabrlary : $t

lllengeta.hur i llenrrruju: :

Pcaguu Aagrna

rTenpt, Tanggail

Bcodriu Pcryclunl

lfama Irnslail

IP ....

ib& Rekeung ttaran liihiRu$ah

Nama lft$aanlSub Ikgatar I

r. rs.-\r.st.tR.,ss

') rs.$.xi.f\s(
J 6r

l[ana Ke$atanlSub lfupatan 2

x s,:\r.f\.sq.tos

rs.tfr.lI.s.x\I

! ir-tfr.r{.s{.nI

1i.II,x.!i.$.s!(

: &i

l(ama Ift$atanlSub Kegratan 3

q r ri.]s.$.lr.r0i\

dsi



10. SPP.GU
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PET ERIrTAE PROVUST/XABIIPATET/KOTAI ..

SITRAT PERUIT{TAAI{ PEMBAYAR.0I| ISPPI
\omor

G.!rt lhlt PrE.d.lr$
5PP,CU

.2. llEor Ptouoln:,,rnzugarnn

5mr B.I}drh.r{ FYnE lu,rrln
{. NPtfP A.ndrhrrr Ptnat lurhn
S fierDr AlnL

6. No.nd R.k.E:nB gonl

Untul X.F?rlu:tr:

E. C.'!r k.l8r lurr[n

llcrtrlcne

to

I SPD

RF

.':,-'.,
RP

o SP2D S.behDsrr

PF

RpI>!

Plda SPP lnr dlt.rrdE: ldr Frrrt hrrFrltl ]E rg dtF'tula:: 
'tbra[,flun 

r r.rlr'r pod! drnl. kr).n$bFn dorsl;n"o SPP 
'ni

(rands tang8rll

........t$nq(&1.

Ecodeten Pcogetuena

loam8 tcnEklpl

I{IP.

Ldar&a utr re,lofrB ratlr41tcr-wo
Selrl I Lmr l,*:6ic
SrlEt I t-rir rdarsra De!.EtJre-
5.htt t tl &, ed.rorl eercda.a.

TI
TrIIIII
I
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PEUERIItTtf, PRoVIXSI/TAEUPATEIUXOIA1 ...,..

srnAT PERIIITMI PTXBAYARAIi GAInt UffiG PERSEDIAAT (SpP{Ul

llomor

Tahun.{ngaran

RII{CIAI{ REIICAJ{A PE}IC,GUITAAI{

TOIII

IerbrJong:$t nprahit

I{engeahui I }te nler.:pr

Pcry3uulrypna

iNaroa kngkad

IIP...... ............

iTernpt, Tangall

Bcultrn Pcrycluna

lliana I*ndad

NIP. .... ..... ..

\o ltu& Rekenr*g Uraian liitai Rugah

Nana Kr$atanlSub Kegratan I

r s-E(.rLtct_f\r

l r ra.F( s"si sa

3 Gt

l{ama KegratanlSub Xegratan 2

r Fi F( xrll0i.sfr

.l rr{Fif,ti.Fi.M

6 Ltri_tt_ff-ttrla

r s(-!\-f\.! rsi\

: L.i r

h-ama hegratanlSub Ke $atal 3

a r Fi-Ei r-\ ni.Ilri



11. SPP_TU
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PEf ERIrTAH PROVMSI/XABI'PATZIT/KOTA1 .., .,

srrRAT PERITINTAAI| PEUBAYARAX ISPP1
:t-omor

Tutdra Urag Prncdhra
SPP.TU

NorE SriPO/ Lrtut X.

3 f rrrs P.r!*Nni.IDBE nnlXunr3 Prnguo!.dr{garsn

5 !t6,'b &E&h.1ra P.nErh!:r:rnlt}ndif:.r! Pcns.luarnn F"lnhnlu
5 Nm? *ndnlar! P.nE lur'lD/End.hrri Pr.ra?l',r.rnn P.mhntu

E !{orrs n.bnirB &r&
9 Uatul EcFrluir5l

0 D.rrr P?r,6Elsn6n

Satc r,u:
lLrfdl,rr

!?Iaa

l?D
Il:.

R.p

a'z, D &b.luElF

Ps& S?P rru dt"?!Fb'r tn+rln hrDFren rl q dFiuis' ..q rrE E rrn.rn Fod! .tdt!! L.lex{laFn dokr::E n SPP rrE

Ptrrbrt Pihlrllr T.Ldr E drtu

(t!odt tnnBrnl

:it niJr I

BCndrLrn Pr!t.lErrrl/8.!drlr'r
Pr[!alErnr PoEttltu

Inrltl! knSL!f,
:'IIP

lr!..'ns l" nEkrF
!.IP

Laitarlla Laa\r r?ngEln ArrcEs.:.\?a{.-:XPO
srtriln I rln xrrelE.lo
Slllr 2 r LiGit ErtBirr! ecro:as-!|\,Pt':t
ll.ai.r, (nmF-Ei6ar$! k.[dlcry\4,.'rx

IIIIIIIIIII
I

g
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PEUERIIITAfl PROVIilSI/KABI'PATEIUI(OTA'I,..,..

slnAT PERXIITTAAIT PEf BAYIRAIi TlIBTf,AX UIXG PTRSEDIAAI| ISPP.TUI

liomor

Tahun Angaran :

RIilCIAII RETCAIIA PEITGCUilAAJ{

\o Ko& Rekeni ng L:a:;r:: lirlai Rupah

Itama XegratanlSub Kegratan I

x.](.E(.](.]oi.rc!(

l x Is s( lr lli.sfi

3

Nama l(egiatanlSub lkgratan 2

r.r-\ !fi.rfi !!t-s((

x.rs.](.sFi.rlfi

0 r rfi.lx. !tr. t:t..\3c(

x li{.I(.!x srtfr

Nama xeglahn/sub Ke$atan 3

ifl

TOTII

Terbilong ' lt ruptah*!

MenSetahui 1 llenlttujru

Pory3uu f4gur/f,un Pcagur Algrnl

1'Iempt. Tanggalt

Bcr&irn Pca3clsrru/Bcd$rn Pcryclurru
Pcoboatu

lliama Len[kad .'.,:.
titP
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12. SPP-LS Gaji dan Tlrnjangan

PEX I.RITTAH PROVIf, 8I/ KABI'PATEIT/ KOTA.I,. . .,

SURAT PERUIITTAAN PEUBAYARAI| ISPPI
.\-omor

L.!trsoa O.ji d.. :t[j.!tr.
AP?.IJ

l- HI!t!| SXPS/LI ,it f!.r-rr

2. Xo& An Xltn s.rb X.6rrt!n
l- licrna Pt nguna .drgarrn/ Krl.ira PGDE I,. A.dF In

Niftn [L n&]rir r Prnxr]$s:"{n

6. !{Pl? *adrlsrs }rngch.rron

7. lilma &nlt
6. !l o.rl.r RcIErdnE B.nk

9- UorEl XeFarhl'r:

IO. Dat.r Pr ng.lulhn

Stbc:lr
lf.'bdary

RP

lo l,'nra!

I arD

Rp

n aP2D a.bclllE!F

Ilp

Rp

FP

P.& SPP rtu dirr..pt n l${irrn i!.rptsrr Fnf &Srrluhn :eboptrrr:n! lrnGrl pcda dAirr L.lrngbpn &h:rrrn SPP rnr

Plirb.l F.l.t .!. T.Lai. Xcli.tsD

Itrn& tlrn&rnl

li i+.i.

8.!da.hara Fartalllrraa

Inatn. bnsLEp
NIP,

ltlmr bngknfl
NIP.

LallLaltl l,inr Rryrrrrolr\rlE7!.t,t?1('tl?D
S*r I !r6rt bss e.D
S-a Z Lillt EE.EJE!i P.'tGt n r ,Flt
3a-a, . L,taA a.rt, &'rr!tdn! 9er\?!fic.qfr'X

i,:.

ilt: t D:t

rsnSFl

Drt I, ..

I
t

- T_______ _______-

H

E
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ErBrurrAs pRovrr$/rABuPArBr/Eo[A.l ......

SUnAT pEnIilTAAT PEXEAYARAT IATC,.SITXG lSPP-tSl GAI DAr TIrf,rAtCAf,
Nornor : ......

RIITCNil REI{CAI{A PEX C,GUITAAI{

liod Rc kcning

Nsma Xcgratsn/Sub K.gaten I

t.ro(II-s( r{jE(

I f,.l1 tc( rx \1-r!(

3

Nam3 K.gillan/Sub ltcAaten 2

I_rx )c(.[\ ]r(_I-$(

LS. )C(.frr rs(.EEI

t) x.IcI ra( ra ra(.I-rfr

r_g fi.rlr ](;\,gr

Nama l(cEtatan I Sub lkgstan 3

I r1-f,\ g-rI.SCr

TdrAr
Teftllang : 4t nipbt , *

ll. nEc 1ahur l llc nt'r iu,; ui

Pc!tt!!.Altlrru

tliama knsk6d
IIP

IIcnF:. Ta3g,$lr

Bca&irn Pcagclurru

lliama L(i8kaA
LtP...

I

E

Irl
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13. SPP-LS Barang dan Jasa

PEf, ERIITTAH PROVITSI/XAEUPATET/ KOTA.I,,.,
SITRAT PERUIT{TAAI{ PEUBAYARAT{ (SPPI

NotIv)r

L&trrlt ltrrrla dr-. Jr.r
a?? -La

2 Xod. dln N na $rb Xl6litar
.1. X itd Pco8Builr ArigEq6a/ Xrl.!!l hr$ufli .lJl*!r!n

5 xrria &cdlrh!.! Il.t]€.ltIron/*rirhrr! Prn{Fludao P?dr.5ntv

6 tl PIYP &rdrfl. A PE.r6E lurrrn /&nd.htn Prn$luartn P.miEnlu

I Xomar Rckarng&nk

9 Lhrul K.F'lu!!
lO. Dsrr P! nlt h.Dr'L.

t fcrtrlanr
Rp

TO Uru.D

APD

ll;.

rl AP2D a.b.lsElF

Fr,

R'l

P.& SPP iru drt.tnF&rD lrtn+irz:n.L:Inpirlrr FnS drFrlubn r.bog{mru tcnrn Fdr drftlr L'knshnplJr d&hltrin SpP r.$

lr.i.!.t P€I.t dr. ?.Lni. r.3i.tu

ilsndr trnE&nl lr:ndo ta$ginl

t.!:rqii I

E.rd.Lr. !!.actErr../B.!d.L'r ltaaGtrrrr!
FG-L!tI!

(rumr b nshad

!$P.

llr.rrn! l,.nEl(t.pl

}ITP

lrata.lrl. Ln:l kiggra tfqg.Gr!!pr,,5xP0
3.br I : {rtlt x85.tD
Sala.r I l,h.t trdrrd kll:et.E a],ts
Sahlr! Jfi,. r.rE eEh# De!€t-Bia"rrn

IIIIIIIIIII
I

IEIII

I
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PEIERITTAS PROVnSI/K BUPATEXII(oIA*I ......

smAI PERXImAAX PEUEAYAR.il{ UUTGSUTG lSPP.tSl BAnANG DAX JASA

Nomor

Tahun Anggaran

RII{C I^TI RE I{CANA PEI{GG I'I{AAI{

I:' Xo& Reke ning ]iilar Ruaah

liama l(egratan/Sub Kegatan I

I -!;{. }:( :rcl..!fi . :rccr

1 xltr.N..tfr.fi.s(

3

Nama Itugiatanf Sub K€giet3n l
x rl.)(.\'(_tfi.\rg{

!( f\.ra.rq,.lfr.nL\

c x si.E{.:rs.ls tsct

r.s.:rct.I{.ls.rN\

:

liama KrEatanlSub Kegiatan 3

9 \ r\.tfi !x.:rEt.)!c\

TOTAI"

Tefirlory :4t nipioi r *

lfle n ge tah ur / ite nlt t ujul :

Pcrygulr Anggrna/ Bnrre Pcagur Angena

lTent8t. Tanggali

Ecnd.l'en Pelgchrru/[cnd.f,r;r Pclgclurna
Pcniertu

ll\iama l*nskaq

IiIP

iNama [*n*ad
NIP ... ... .

Uraisn
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14. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

PEIERItrTAE PROVITEI/XAAUPATET/TOTA.I .,,.
srrRAT PERTItTAtt PEUB YARAIT (sPB

!{omor:

L..ua.rDI ?it t I.tifr LriDlF
Et?.L!t

!trr6 P.n $r,re AAEoAranlr(unrr P"nl8um .tnErrsn
.t \;r:,r I l'lX

liarror Rttcarnr Baai

UBtlrL l(cp.rlunn

l0 Dxrr Perarlu*rn

*t r!.
lfdhl'E

lo urri.!

I am

PF

Rpi.

aP2D a.n lEDtF
Ep

l.r Rp

Prdr SPP id di!.t.Co.r l".tr$irlr lrmlirln y.lrs diFrlulaa rci4,rrr.ua t.rr"r! pndr d.ftrr bl.n*rp&.l dokurdti SP, mr

lGFt t t.hl'lr. ?cL!i. f,cgrt.-.

itandn tanF$$l

lnrmr l.ngkap
MP

{DarD. lctrgk!*
!rtP

lfitar&li ftrr Eqori vuJax Ffi.gec
S*Erl Lrlnf ursalo
Sa&a,tl Lrtu .&.dr?euufim pr-r
5*rrr t ,;rq tq Bef66{ E_oet da'\ prr.

I n n {,,n:

L!ariar'a LrIck.r..
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pDf ERrlffAf, pR0vtxst/tnBLPATET/K0TA.l ......

SIfiAT PmfmAAIl PEXBAYARAI LIXGSIITG ISPP{$I Pilrt fictiga teiaayr
Noruor : ................

Tahun Angaran :

R,II{CIAI REilCAilA PEI{Cfi I]TAAII

T0Ttr..,.".........,.
'teftilarg : t I rupah r t

Lle::ge tahuii Llenw tu;ur

Pcryguulngrna

llama Lr ngkao

NIP.. . ....,

rTenpat. Tanqqal)

Bcaddrn Pc4clurna

ilanr i*n*as

\c Xo* Rrkenrng )iilai Rupah

liana KegiataniSub Xegiat& I

I .rt Ifi-EL r.rtsg\

) t rfi _t]i s(.]]( Fg(

l{ama taEatani Sub I(rgatan 2

't rI(.!0LLa-rctlN(

li lit .I]t lC(.tlL ]!C,i

0 \1( frtfi nl]lo|

I It s-\li ][-trt tsci

&t

!{aca Xrgratan/Sub kglatrn 3

9 t\a-t][.s.r{so(

rkt

I-lP



15. SPM-UP
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PEI ERIIITTf, PROVUSIIKABI'PATEN/KOTA1

STIP.AT PERIIT?AII U EU BAYAR

Ueog Pcrcdiraa lllPf

T&ua Alggenl: Xo. SPX :

Potoolr! - potoltrn :

o. RcLc

Uniu
Jonhh trrt.nltu

tabnrri : iTrdrz*. rr.rngwonga r,nkx pt'nbo1r:mn SP![J

(tr0. Rckc

Unirn
Juahh f,ctcnlgr!

Jurr:sh

KUASA BETDAAARA I'UT'X DAERAIT

PETERffTAH PROVIXSI/ IqBT'PATET/I(OTA

Sup6,Ya mr nrriitkan SPID ficFda

&o&hare/[hak kin
tto. R.hcnint &nt
Nama Bgnh

NPTP

Unuk fi..f rluan

Pcatcbeora Prdr lhgirtra SPI Y Dih Lra

XODE I@GI,AIAT URAIAT IIII,N l.

Jumlah lbtmgErr

Rp Juralah tsrrg Dh1'arkan

Jlrhl SPP Yrag Diriate: Rp

(Erbdang l

gos61 6a ftafgrl Spp

. r^rr46a1 ..

F.q![nl AltEurr

SPy rlu !.,l q,ab& r.rrr dl(,dcrErrgll da" dlr6iFl a5t! X.lrir St?O

EI

I

rI I

ilI

S(Jurnlsh

l',

I

I

I



16. SPM_GU
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PEUERnT E PROVIXST/f, BLPATEI/KOIAr]
sI'R.AT PEN.IMAI f EU BAYAR

GerU Uerg {GUl

Trf,u Anggena: f,o. SPX:

Potoltr! - Potolfu :

Io.
Uniea

lro
JEehl trctcn!tr!

h.bmrri : rfraof m.'r,ggong /lrrah p.rnbggoraa sPttJ

Uniea
J.rnhf, Ilctcrutr!

KUASA BETDASANT UXIIU DAERIf,

PEUERIXTTS PR0VnSUXTBLPATET/[0TA

SuFsla In( nrrht*an SP2D Kcpsds

De!-1r [tmtrl?ran

B. n&hsra /Fhek lrin

No. &kcning Bsnl

Nams Baok

NPIT?

Untu!. lir F. rtlrsn

Peobcbrma Prrh sPX Yut Dib.Frtr!
umls!] Ysns Drointsrmt f,ilrtT^r

umeh umlah Yant Dh-l3rken

Jnnlrh SPP Yeot Dinintr: Rp.

f,oaor del SPP

:iri5c
Frl3grar llggrnr

sPl r,r 5ol @brb reld dndrr',d.'vt d@ as.IryEi okl r{cpi: S[?D

rI II I

MilI

RF

k:

Rp



17. SPM-TU
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PET ERIIITAII PROVIilSI/TIEUPAIEI{/KOTA1
ST'RAT PERITTA"H U EU BAYAR

Tenbrh Uuglrul

llo. SPI:Trhua Aagrno:

KUASA BEXI}AITNA TIXUU IIAERAI

pEf ErurfiArr pRovlxsr/toEt PATEIi/KoTA

SuFia rncncrutksn SP?D l(cFdn

Dosar krDtEraIEn

BcndharE/Fh&t bin

No. Rckcnrrg &al
Nomr hn}
T{Pf,?

Ustut NeFrhl.rl

hfOfanfi : ,naot ,*ngrat4 yniat, 
'||nt}€llrdrua 

Sp-t,

Jnolei

Jum

Ibtcru!u

Lb JUrltlrh E!tcrugrn

Potosgrs - poioqra :

lil.l
Unira
RrLc

Urden

. ReLc

SPI Yug DibrFrtuPeolcbr.ou Prdr Ibgirten

KODE XTGIATAN URAI,A.N f,ILN Junhtt Ysng Dmrnts Rp

Jumish Pdoogan

Jumsh Junbh laog Drhvarkan Rp

Usrt S<.iuslsh. I

Juohh SPP Yrq Di-iau: Rp.

iooor deo Trrytd sPP

. rar4il

Puglu Alguu/f,uu Prrgnu A.lgrra

I:P

SPf ,ll id @r€ !€id {i{{dd(!ql' drr drrerpd .drn Jk@ Sf,PD

EI

rI

I

I

lb -, .-l ]
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PEf ERII|TAS PROVffSUK Bt PATET/I(0TAr)

SMAT PERITTAf, XEXBAYAR

hogrug(l,Sl

Trlua Aagrna: Xo. SPX:

IIIASA BETMf,MA UIUX DTERIf,

PETERIIITIII PROVIISUIIABI'PATEX/ KOIA

Suguva rac nc rtitlan SP]D Krpd*

Bc n&hara lihal( hin

Ho- &tening EanI

llama &nt
rPt?

PotoolrB - Iotorgrn ;

Uniu
Jqahhf,0. Ectcnryll

Rc

Rp

toforalri i ::."'",,'.'r, -,r i"-.' ',,..;' -r'.',4

f,o
Unira

fi0. Rclc
Junhi f,ctcrugr!

I

RF.

U luk Kc Fc rtuan

Ptnbcbura Pr& f,cAirtra SPX Yug Dihyulra

KODE XUGIATAT UR,AIAX xIIlI Jumlsh laEg DrEiflta

Jumrh Rp

UsnE ScjuBl&h. I

Jaohh SPP Yrag Diairtr; Rp.

lt *datSl

. i.1r:.,I51

Pognu hgjrrulf,eu Praglu Aagnma

:i IFtronor &E Tuggr.l SPP

SPX ft tal qd& l.kn drdida.lglti' dc (nr.r'F.i 6&.fi f,?.n SXFO



19. SP2D-UP
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tORLJtT aP2D - rrP

tlaq i.I.rlna tllnL
lbhl Fn.rrmr
llr Frhfn unrul.

aunraT PzRttat/rlt PErc^rarl! DAx^ laP2D,PRoi/rlaAtl t(.riBrrPAfZt./ t<Ofrt'l

T.itu- A-Er..rr

Bsnk ftngrrrm
Hen&ld.h ,.r.rrclirkdn / ,." -i;&;;;;; ;;; ;; n.I;nrtB No'bt
Udnr rcb.ilJ Ro,-- .-- ,-. lltrb.ldtd : ...... . .. ... .. J

lirttooE ttcl|atata,/tt n xEct^tar

D.to.arn r6to n ar6

llrls..ru lrlo. trt t..r..l

Ut^rE lro- a.t-6l.al (rrI

,t2D r.. Dri.r.rt..

Jgal.L t .t Dlt.t rt^r
Uur a.r- El.l

art t .a rrr..irJ-t
t68.r./\.8 .6/1.r. t .aau..  .srE
antt lru. llrD
Dtirt D.-.rrD

I !d|te,
l.-. !--ra-Lr. U-.- D.-rl

lgE-riBlE4

-

1,.

li
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FORUAT AP2D . GU

20. SP2D-GU

lGr&
!{PurP
!ao. n k.nrnt B.nk
[bnl F.nc rita6
XcFriuln Untr.rL

ktu AnE5nrsn

ro

lr;

Jn

PROVITSI/ KABUPA?EN/ KOTA'I auB.tT PEBII(TAII PEllcJ\lart,tl Da,lf,t tBP2Dl

Nerna SPM

Tonggrl

l{arna SXPD

flrrl
NPS?
Trhun ArlE!rrn

tlUU/ Kurt. BUD

Borlk ftnsirira
Hendrklah .rrc.lc.rirkrrrr / rnc mind:ehtrrkrr&sn dori tuki Rakening Nornor
lj.rr8 !.bcr€r Ep .-. .. .- t*rbt@a : -. --........)

roDz rtot TAr/auB xz(}l^rllt UR.AI]tI
JUI LAII

llo lr'ri.! lro. R.l.ain81
Jt,a!.h

xatcranla.o

I

Jtr 6l.t

lEforErri

ro Ur.ira lio. L.l.oirtl JLElrn
IRPI

Xctatr.o arr
I

Juo!.1

aF?o D

JurEl.h rol,B
Potonen

Ehl D

a.rt Yr.oa DitorJl.t
Pr!t3rr!. A!t3.r.! / In..r FGttall ar A.ottrr.!
Ar.it lua.a BUI)
Pitrl 

"rrcri
Itllrdr t.InElfil

t rab{r l
L. rrblr J
t o!b.r {

t.rnq,;:l
f,stra 8!ad.r--a UmaE Dacr.t

lI! .Tr1 l"nibrr
!{ lP.

Urll &F6I.n



-28-

FORXAT AP2D . TU

21.SP2D-TU

Xc pcdo
II PWP
!lo. Fclcnirg Enl.
&nl Pcncriroa
X.Frlu.n LtDrtrI

Plgu AnE rarr

P ROVIITAI/ KABUP ATE IT / I(OTA'I SURAT PERITTAH PETCAIRAII DANA (AF2D}

l{oraor SPll

TnnEAd

NmE SKPD

Drn
fi PWP
Tahun Argrnn

EL]D/Xu.ca BLD

E nk P.n€jrim :

Hcn&Ll,!$ m.nclrtrko. / rEutind.hbulqrl6n &-ri boki P.L. nrns Xo('lor
Uangrbtrar rlp .. ... .. ttsthi4c .. .t

ItalxoDt tEoi^tal/au! xlol ?ar

Poto.-!.rol6.ae:

unl- lIo. r.r.-l.t

U..ru ilo t.r.ar.-

59:D t6a DrD.r.rta

.r!..1.1 ,ur Olt.t.,ta

!-l l.-a Dat .r.t
,-aar-^ A--E/I-- t--... a--r
/rulat Ir5 lrirO
,al.l r-r-t-

Itqnd. trnsinl

... r ang;sl
tf,Er.aa Bc.d.lrrr tElt- Ilrrrt

llr.llAlE EElre.
NIT'

I
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FORUAT EP2D - LS

22. SP2D-LS

l(cp&
NFSP
No. F: kcning kllr
frnk hmrimr
Xlf rluan Untrt&

Plgu Angaran

ro

Ju

PROVINSI/ KABT'PATEN / I(OTA'' aunAT PERttfrArr PlltcArR x I),txA (aPaDl

!{ocaor SPll

Irng5nl

llsmr SK?D

Dori
tam'P
Tahun Aag3rran

Eank Pcngrrrm
Ilrrrd.k qh trrctlc$irl.rn / 'n€ 

rnindnhta-rkuk$n dlri tnkr R.L!nin8 iao.rto(
Uongrcl-rar Rp .. -.. .-- l'rrbar-rg:.-.-....-.....J

xoD z xlotATAr/auB xtl, tAT/t! UNAIAII
JUIT"AE

rql

Poto!t..a'poto !taa:

llo Urair6 {io. nclcaiEO
JraE al

l(ataaa!tr!

JEah!

lEtoaEr' r

$r.iu lro. R.L.ltilO JEEl.l
(ry1 tlalcta!It!

JuEhi

AP2D D t.o
urlnh \snB Dtrlrr:rtJ

I:.

rh Dib:r.rt !

E !t trlt Ditn.iBt
9.!3tuaa AatlE.r /Irara lr..g[i. AaIrtr!
Arait X.... EUD
,it t klt i!.

llrnds tlrElnl

L.r&!r I
t lrrbqr ?
L.srb.r 3
LG.Dbr. {

.. . :nn8trpl
t(tt.r. aclaalr,t OEiE Oacr.l

EEEEE
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23. Porm Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP

1. SPP.UP

2. SPP.GU

PENELMAN KELEIIGKAPAN
DOKUMEN SPP

Surat Pengantar SPP-UP

RirEkasan SPP-UP

Rincian SPP-UP

Salinan SPD

Draft surat pernyataan urtuk ditardabruani ddl pengguna anggararykuae pengEuna arEgaEln yang

menfahkan bahr.aa uang yang dlminb udak digunakan untuk keperluan sehin uarE persediaan saat
pengajuan SP2D kepada kuasa 8UD.

Lampiran hinrrya.

grrat Pengantar SPP€U
Ringkasan SPP-GJ

Rirrian SPP-GU

Salinan sPD
grrat PengesatEn laporan perhrqgurqjawaban bendahara perEeluaran abs perEgunaan dana SPP-

UP/GU/rU sebelumnya.
Draft surat pemyataan untuk ditardabng€ni oleh pengguna arEgararvkuasa pengguna anggacn yang

menfdakan bahvJa uaru yang diminb tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uarE petsediaan
saat perEajuan 5P2D kepada kuasa BUD.

Lanpirdn lainrrya.

Surat Per€antar SPP-TU

Ringkasan SPP-TU

Rirrian SPP-TU

9linan SPD

Surat Pengesahan SPJ

Draft surat perrryataan untuk ditardatangani oleh p€rEguna arqgardrvkuasa pengguna anggarao yang

menfdEkan bahwa uarE yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang
persedhan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.

Surat ketsrangan yang memuat peoFlasan keperluan pe.qisian bmbahan uang persediaan.

Lanpirdn lainrrya.

3. SPP-TU

4. SPP-LS - khusus pembayaran gaji dan uniangan

Surat Penganbr SPP-LS

Rimkasan SPP-LS

Rincian SPP-15

Pembayaran Gaji Induk
Gaji s{6ulan
Ketuangan 9a,
Gaji Terusan
uang dur€/v{aEvtewas yang d eng(itp oerqan daltar 96.,r rxluryga} s{.r$bn/keruErEBn garyuang ouka/

waftUtewas
SK CPNS

S( PNS

SX Kenaikan parEkat

SK Fbatan
Kenaikan Gaji Be*ala
glrat penryataan pelanukan

IIIII

I

I

IIIIII

E

E
tr
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rat pemyaban masih nEnduduki jabatan

Surat pemyataan rnela ksarEkan hJgas

Dafiar Keluarga (KP4)
Fotocopy sunt nikah
Fotocopy akE kelahiran
SKPP

Dafur potorEan sewa rurnah dinas
Surat ketecngan masih sekolah/kuliah
Surat pindah

Surdt kenEtian
SSP PPh Pasal 21

Peraturan perundarE-undangan mrEenai penghasilan pimpinan dan anggcf, DPRD serta gaji dan
tunjarEan kepala daerah/wakil kepala daerah.

5. SPP-LS - khusus pengadaan barang .lan jasa

Surat Pengantar SPP-LS

Ringlcsan SPP-IS
Rincian SPP-LS

Salinan SPD

Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait
SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut

Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggarary'kuasa pengguna anggaliln dengan pihak
ketiga serta merrcantumkan rorDr relenirq bank pihak ketiga.
Berita acara penyelesaian pelerjaan
Benta acard serah tenma bararE dan lasa
Berita acara pembayaran

Kwitansi benrEterai, nota/faktur yarE ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui deh pengguna
anggali|n/kuasa perEguna anggaran

Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yarE dikeluarkan deh bank atau lembaga keuangan non bank
Dokurnen lain yang dipersfaratkan unfuk kortrak-konbak yang dananya sebagian atau seluruhnya

b€rsumber dari penerusan pinjarEn/hibah luar negeri

Berita acara perneriksaan yang ditandatarEani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia perEriksaan
baGng berikut lampiran daflar bacng ydng dipenksa

Surat angkutan atau kono6ernen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja
Surat pemberitahunan potorEan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan rEngalami
keterla mbatan
Fob/buku/dokunEntasi bngkat kenEjuan/penyelesaian pekerjaan
Pctongan jamsostek (pobngan sesuai dengan ketentuan fdrE berlaku/surat pemberitahuan jamsosEk).
Khusus untuk pekeiaan konsultan }rang perhitungan harganya mer€gunakan biaya personil (bifling nte),
berita acara prestasi kernajuan pekeqaan dilampiri dengan buKi kehadiran dari tenaga konsJltan sesuai
pentahapan waktu pekerjaan dan bukti p€nyewaary'pembelian alat penunjarE serta buKi perEeluaran
lainnfd berdasarkan rincian dalam $rat penawaran.

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 
.)

Tanggal
Nama
NIP
Tanda tangan

Lmbar.Ci
Salinan 1

S.linan 2

Salinan 3

r Unbk Perlggun. Anggaran / PPK-SXPD

I Untuk Kuasa BUD

: Unhrk Bendahara P€ngeluaran/PPft
: Unbk Arsip B€ndahara Pergeluaran/PPTX

C.ARA PETGISIANi
Diisi dengan tanggal penelitian, nama, NIp, dan bnda tangan peneliti.
Dii$ dengan cara rnemberi tanda check list (V) jil(a dokomen ada.

IIIIIII

E

E
E

H

E

tr



24. Ringkasan Kontrak
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( kode rekening diisi lengkap )

Rp. ( Nilai total kontrak ) Add. Rp. ( diisi bila ada perubahan harga )

PT. Bank Lampung No
PT, /CV

SKPD
Kode Rekening
(Program) (Kegiatan)

Jumlah biaya
Untuk Pembayaran

Rekening Bank
Nama Penyedia Barang/Jasa
Kualifkasi
Alamat
Nama Di.ektur
Surat Perjanjian
Surat Perintah Mulai Keria
Batas Akhir Penyelesaian Pek.
Penyerahan ke I (fisik 'l0O%)
Penyerahan ll / Jam pemelihaEan

D E N DA

Addendum

Perihal Addendum

Tsl
Tgl
Tsl
Tsl
Tsl

Tgl
Tgl
Tgl

No
No
Masa Pemeliharaan

Per - hari :

Ditetapkan
'holRp..............
..... hari sebesar Rp
No.
No.
No.

SPM 1. Ts
2. -rg

No Sebesar Rp
Sebesar Rp
Sebesar Rp
Sebesar Rp
Sebesar Rp

No

oN
N
N
N

3. Tsl o
4. Tgl
5. Tsl o

Catatan Kep. PelsetuJllan Penetapan Pemenang Tgl
Kep. Penunjukkan Pelaksanaan Pekedaar Tql
Jam. Pelaks. dari Asuransi/Bank Tgl
Bank Garansi Uang Muka Tgl

1.

2.
3.
4.
5.

No
No
No

Rp.
Rp

Bila Pemb. ran sasuei Progres dila n

Lampung,
PA/KPA

Realisasi PembayararPembayaran menurut perjanjian
SP2D

Pembay. Angs
ke o/o

Prosentase
Pek Selesai

Jumlah Uang Tanggal Nom or Jumlah uang Ket

I

lt

Jumleh

RINGKASAN KONTRAK
PEKERJAAN .............

( Kecil/Besar)'

No.
No.

I

)(* Coret y. ng tida k perlu



25. Register SPP-SPM-SP2D
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E66tngritPr{sPD
Pandr: -.**-

B{Ailfifi m0/i5r/uflf nuxorA ...-.

900-*
IAHU{A|S6AR t{-*.-

EIETrcIIil@TEEIIilEIIIIIIIII

IIIII
IIIIIIIIII

IIIt III

IIIIII

8ilffi

& ffitus Pr{t{cerrild

Ea{ldrhra tcisl'tulr

Itt,ra

NP: , -. -..

Uda lunrljr Iacnqa

I

I

I

I

I

I I

I I

I

tlI-t

ffi
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26. Buku Kas Pengeluaran

Yaitu w*uk pembayaran:

BUKTI KAS PENGELUARAN

PPTK

Paraf,
Rp

aha

Lrnb' : t'tUrUiTvrrF/I

PPh = b.

t0. txu
TA.

Be nda ha ra
Pengekaran,

H€nqetaho,/
meny€trriui

Yang men€r-na
Tandatangan.

Tetarr dihrh* ! :
BKUT8I 

- 
$o.: .

Kode Rel€ning : 

----
Tahun AaEgran: ..*-----

Paraf,

Earang te rsebjt tet h diterirD. derxEBn
cukup dan baik,

(Pencurus BararE)

Tctah dipur€ut:
PPn = b..--_-----.--_...

Terima Dari Eend

Uang sebesar :

t_-)

(l
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27. Buku Pembantu Bank

tx'ttuid €{dr
k'|t8u,r. Ar!8S.ran/

xua!. gtntturi AnEata.r

NIP: .----.

28. Buku Pembantu Kas

olr.tuM ol. h,
Pcnc,jttr'. Anggu,,al

trurr PG ncauna

p€MtE rrur PRor/rr9n(A8r.PArE|l/rO IA .....-
st@D_.-..___
TA}{.tt{ A'{GGARAI{._-....

BI,,XU Pf MBAAITIJ BAN l(
Pcrio&

tlricotrn dett
DcoAhaar Par\iduarrn/
Bc'}dahcro Ftnteluoqrn

ptMtRlmAH PROVnSUKAEUPAttX/XOT,\,..,...
5XP O-....-.-.-,.

'N 
HUN AN6GAR^rl..........,.

ttP.-..-.--

ohiag*on olc[
8?trd.'lar. Pr ,r3r.lrrara n/
& ndchr rr 9ctra elqo ron

Nr fir
trlP:.. .. .

AUXU 
'TMBAI{ 

I U XAS TUI{AI
PGrlodc: -- --- -- --.-----

PeotCtnfan seldoEI
-

IIII-I

Nnma
Nrr. .. -......

urC ar!

l ,1

1
I

I I

I

I-{+
I

@@

@@

SeldoHo. T.lr!6.4 t{ o- Buld Ur,.as n Part€ri aan Pcr6clurran

I
I

I

r
I t

I I
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29. Buku Pembantu Pajak

olratulr, o!.1r,
Fcrrca,ll Arr rm/

Xu.rr FG,rgElnr

Xrms
ND: --------

30. Buku Pembantu Paniar

pEMLRrNrAtt pROVTNST/rAA U9Ar tN /XOTA -.-...
lxPo..-.--..--
IAHUR AIIG6ARA'{.-*-..-

BUXU PEMEANTU PAJAX
Partod.:

P'MTRr{TAH PROVI'lSVXAAUPAYTTI/I(OTA .-...
SKPO-..,.-.....
raHUt{ l\trG64R4X............

BUXU PTMAAN TU PANIAR
Pa nod?

.)lsEktr ol"h.
Bc rdt!6 Pc rra?lu!6nl
B.,iatlhr. Pant l urtl

N!ns
NP. -.-..-_.

Otrr{rtm olGn,

8rtil.ftart PaotdH.an/ !a rtrrB.a
ta.Fuarr,l F?mla.tlv

O8.t olr I olan.
9an!!tr^r Aao3'r.'V ruora

Pr.rltert Ar.G!r..

I

-

IIIII

!.a.Ea-
U9! -..-..

Eaoa-
llD: - 

--

Pcnael, aren

I

E
F
I

@@

@ @

P"ne?ltraan Saldo[*o I t""..., ,f o. tukil 
I

U?aia n

I

I

I

I

l

Lo. Ienggel ro. Bukti tr ai,an Pener irn ean Pen6eluaon S,.ldo

I

I

I

I

I

I
I

I

I



-37-

31. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek

,tlicnRt fAH Pltovitsl/r(AgJPAt:t{/xf, rA ..-..-
sxPl,_-'--_

"A,larl{ 
Ara(3cArtAta..---.

Iodr ttrlrri.na
x.,t- i.I..i n3
,l,rrl.t) Anaorrn (OPAI

,.,ta.ll An!.r.n IOfPAf
Rp.............
Rp............

Brt(u Df MBArSn, t{.3 RrloA t oaYfx SftANlA
Ferlode :.. .... ... ..

Oii.nriul oactL
Pcrrttr.'r AnI.. -rl

xrrata Parralirr[a

llaE -
tt. l: .-. ---

Oiii rt*.n ol dr.
6.nd.t r. Pcrlchr.r.rr,/
lc.drhar. Fa,lacfu...rr

!km!-

Ho- E(U Urian A.Lri. L9 Sela I.
Ug rr.t, 9rldoB.bnin rUIIr6El

II

EI -
- -

-

I

@ @

;



32. LPJ_UP

8trilm UP brrd.$rtm $ lOH:

Uang Penaliaao (UP) Awal Periodt

Peq3unan UarE Perediaar (UP)

Uary Paratiaan (UP) Al[k Ptriodr

-38-

PErrttirNTAH PROVTNST/|(AEUPArtN/(OIA .,.....

sro0,*.--

frhun fu43arrn..,.-.-

I.AFOM'{ PTRTAT{GGUHG}AWAEAN UAI*6 Pf RS€UAA'd

Pabdt:..,......,

Uruen
Eirlans Urusdr
Prtrram
l(et iatrn
Sub ( iatan

Uru$n
Sidrnc Ururon
PrErrm
l(e:'ratrn
Sub ( l6n

Beodahara Pengeluaran

l,lama

t'lPr,...,.....

Ecla,rirt

Mod.hi
Ahmulai

8clrili.r

Sira

AIBIum
Xode nch!trlt Uraira

Arygurn

Armlah

l(ode R*enlg Uraian
fuinlift

tqtrtm
Eclaoi.!

Ptriodc iti
Ahrnubri

BeLai.

Sisa

Al4Suan

mffi
Ir6rlf

I
I

Itl

@



33. LPJ-TU

Program

tub l(egiatan

Tanggal SP2D TU

PEMERTNTAH PRoVTNST/KABU PATEN/KoTA ....,..

sKP0........

Tahun Anggaran.........

I.APORAN PERIANGGUNG'AWABAIII TAMBAHAiI UANG PERSEDIAAN

Periode:..........

l(ode Releniry Uraian Jumlah

TOIAI

fombahan Uang Persedioon W)
Siso tombohon Uong Persedioon (fll)

Menyeti.:;rrr,

Penguna Anggaran

Nanu

0israpkan olet'l

Bedahara Pengeluaran

Nama

r{tP NIP:......,...

-39-

ffi
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34. I-aporan Penutup Kas

PEilERXTAH PROVIN9/KAaUPATEN,/XOTA --.
sxPo---
Tahun Anggaran--...

I.A'ORAH PENUTUPA}I XAS

Bulan:,,........

Xep.da Ylh,

Di Tempat

Oengan memperhatitan Peraturan Gubemur/Bupati/Wal ikota....--........-.-.
No............-.... Tahun-..-..-...,.mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Xcutntan Darrch. btr'ama ini kami lrmpaikrn Laporan Penutupan l(as
Eulanan yang rerdrpr! dr Eendahere Pengeluaran sxPO ldrrrh
seiumlah Rp,............. d€n36n peranci!n scbagsa bcrrlut

Rp.

Rp.

Rp.

A Kas di Bcnddraa Fergeluran
A.1 Saldo awal bulan ranggal
A.2 lumlah Penerimaan
A.3 iumalah Pengeluaran
A.4 S.ldo atlrir brdm ralEsl np.
Se ldo Akhir bulan tengtal............terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp.....,. dan 3cl€lo di bank sebesar Rp.

E, 1(rl di Ecndalu'r rtrfthlr m Pcfibrnu
4.1 Stldo lwal bul.n trngtrl Rp.

A.2 Jumlah Penerimaan Rp.

A.3 iumalah Pengeluaran Rp.

A4 Saldo altk brdil rtgal Rp.
Saldo Akhir bulan rangga 1,......-..-.-.terd iri dari satdo di kas tunai sebesar
Rp.,...... dan saldo dt bank sebesar Rp--.---- -.

c- R.kapitul.ri poihi Xr' rti Ocnd.h.'r Pengelu.rat
C,l Se lc,o K6s f unar Rp

C.2 Saldo 8!nk R

C.3 S.ldo Tot.l Rp.

Ecndahara Pengeluaran

ov3
AE

I-lffi
t em,renrarur

I DTNA! 
.

Hama
HIP: --........
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35. SPJ Administratif

P$fffr,r H PsOyn$/USr.rrAEr{/r(OtA *.
silPD.---

Irl|.,tn Aryfr.a--

lrer,iHuj i .

fuqtE ll1t}ur

Lrroit r tsfiIAH6uilGlAw$lr ff ioirltAM t€[GtruAf,rtr
(5?'Alnnllsrunrl

fulaa-:.

@

C s'Bg.3r: er,
Eaedan Prq*um

ihFrr
,*........,.

lilrtra

t9.......-..

sPJ tS Glii S?I LS Bn{ dar }.'. 9JrrP/Cn fiU
,rmaa!

f4trir rl
!*t
tl

si
0ulan

fi

il
ltn
tih

r,
&.drn

mt

3i
lrL
tCo

0{h
h Ba-

ilrtn s',
ttl,lr/frlrfl
UlrrBd.

i*

Silr Plo
hagI.s

f{xt
Rrtcnilq

t**r

I

I! PPfi

ir' :l
- :;' ':

t

.?tia -i al

'rzl.,t'.: af .i)al :

3 PPtl

D. Pgh:: I

(. pPh:: 
I

i!;Jo rr5

IT IIII IIII

-

II IIII
II II

B

h
r.

tda
I

s.d

slt

i
I

I
I

I

I

I

I

I I

I I

I

I

I

I

I

I

I
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36. SPJ Fungsional

POrEE{rA}l PffOrilta/t(^luP rF{rlKora --.
srto-
,rx,lluir&--

lreriy*tJlur,

P.ttuoe f.Ei dl

utoRAr. FTRIA[GGI,.6]AW$A]I tf tr0l]rARA tt .6a.uARAr.

l$, Rtrl6saoliltl
lulutl--""

D,j &!t;r O,e'1.

l€r6&t t h,l.rllIer

B @
ll..ru

talP:...-,
t.,r'rl.

P: ----..

!l, tS 6rff !e, 11 8.r.! dd' ,rt. 9,l ln/GU/BJ

Ada.t

5

,unddl 5?l

Sir. 7{u
&tt .rttkdr st

h
t!b

rJ
Ed.r

ooh
LI

i,t
8{ha

-

.i . :- a-.,

't-'::: :_.::,

FPr ll

I

I

I

rI

II II II II

rIII
I

IIII

IIIIIIIII

IIIIIIIII

xodr lllmldh

Cl!
u

ri
ld.
lrlE

ln ul1'&Ib
&rlB* &bn

6!r

tn

-{-
I

I

i

I
I

I

I

t,_ t

I

r--T_-l--f---r---t-

I
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37. Rencana Kebutuhan Belanja Keadaan Darurat

N.ErcANA XEBUTUHAfi AEL/Lt,A
XEADAAT{ DARURAT

PPOVU{S|,IX AL?ATEI|/XOTA . .. .

TcEFr. r.tlEEiI

TEPALA SI(FD

NA.L'A
NIP

v 38. Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga

R EKAPITT' LASI PET''1'ALI.JRAIJ BEIANJA TIDAI( TT:RDLIGA

TcErFt, ..-....-.........

BEI{T}AHAR^ UMU M DAE$IA}I

NAMA
NIP.

39. Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga

II.POT'A'IrI PEIi€iCIJN.A.^I\I ET ANJA T I EI.AIC TERI}IJCf.^
Ple()1'!NS] / l(.ArIijPATEn../ I<OTA ., - _

}trr!<dters n lRFl
,.cali lraai

{ltFa
Fc n!.* ra lsrr

{'vul
C:.aF&iarr {}!rtFr!

fler!!,r'r i'|i rrr?rrf,.lrlksit btrra !5J.- k.r-'lgurrEl-.u! t t-irrilr atrs Le t- r14rEtr
l).rniriair rrrrraE a.rl .Itsr-t e rt!-n .G bc rt8rrrjr!.

I(EPAJ.A SKPD

56itran Farkrreen krtrlnrhal! Dan6 IRC

I

3.

{
I

Jutnlah tRplRcncana kc h.rtutran
I

.l
+
5

-

NIF

l
f\.**

L

t

=

I-
I



40. Buku Jurnal

SKPD

41. Buku Besar

SKPD

KODIRB(EIIING

ilAMAMKEilIiIG

PAGU AP8D.)

-44-

pEMtRtNTAH PmUNST/|(AHTPAIIN/XOTA .-.-.
BT,,XU JURNAI.

pEMERTTTIAH PRoVTNST/TGBTTPATEN/KoTA,,.,.,.

BUKU BTSAR

Saldo

XrcdhNrme Rclcnin3 DrbitTrrgrl
Nomor

&rlti
l(odc Rckcnln3

IIII

II

Tmggal Unian Ref Debit Kredit

II

'): Untukdrun-*un kompnen LRA

I

I

I

I

I

I

I

I I

I I

-.-r-I

l



42. Kertas Kerja Konsolidasi

llrno Srldo

I(PDA

ItcrnSrldo

slooE

-45-

ilreSC&
loDdr

I

- t i **u*nmrmlj

5.|d,)hrar llrnoSddo

turi&
Iund oliminr

stPro

43. Neraca Saldo

pEM€RrNrAH pROV|NS|/XABt pATEN/XOTA

NERACA sALOO pcr T.na3rl ....-.-.

SKPD

Kodc Rckenlnt Nsme R.k nlng lgmlrh
Clebat Kredit

t(K Di( D IO i
x Dx D

IIIEI

I

I

I

I

I

I

iI

I
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44. Laporan Keuangan SKPD

pEMCRttrrTAH PROV|NSt,-.-.,.,.,.-...
st(pD

I.APO RAN REAIISASI ANG6ARAN PEHDAPATAN OAN BE1AHJA OAERAH
UNTUXTAHUN YAHG SERAXHIR SAMPAI DEI{GAN 3I DESEMBTR zffI d zOXO

Uaa!arl

PE'IHPATA"
PE" TIAPATA'I A'U OAENAH

Prnrlapatarr Pcia I Daerrh'
Pr6d,rtlJtrn R.rritr$i fb.rr h

PFndrprhn ll.ril Ari6rldrrn XclaJ.rrn f}.cnt yrq fi,Eiirhlan
l-.r[ - Lrn t,^0ranE j.h

lrrnhl ?rrrdrprrro A:ll thcrl
l,rlLA$ PE{DArArAl{ (7)

!clA tA
BELAI{.lA OPERA9I

U€l.nlr l\r...!l
Sclnni.r B.rr1116 drn lri.r

!nrl.l Ed..F Op.r.ra

BTLANA MOINI
Ecl.nj. Ltxrdl ldndh
0chnjr ?.todrl Pr n htrn d,rn lrarin
Ealltnlr ?.trrfrl Gcdn6 6n Grn6orun
8€l.nla hkd.l l.li., lnr l. d.n J.rln^a/l
8.hni. lilcrt.l Aset-Ieti! t. inE/,
Eel.rrrj,r ?.lrrlal Aret l..rin nrr

!nr1.1 ldr.F Mod.!
l,lltall tfraluA

StnPru f tyt

45. l,aporan Operasional SKPD

?fNEi|raTAlt PRO$rl I ...__.--.,-..--
spD
TA'ORIN OfIRASXFIAI

Uh llll T flUni YAtaG OaRAXHI* SAllPAl DfN 6A?1 31 D€Sft Atn 2qj. d.r ?OIO

U rJan

rEclArug oPft srcxllt
TENAAEiIAIT

PEfI DAPATAT{ Alr' DAIA.AII
tundJprtan Paie* Oa!rah'
PEhda palan Rrtibusr fla.rrh

.lrn5t ,ltdatatan Ala Daca*
JITA.AH PEIIPAPATA'{

tfitrrr
ItIAN O"E*AS|

Beban Patr'.€,
Belan B... ltg dao lasa

tunLat l.brtr Or.rEl

IEEAN 
"NYl.l9.TAi,I 

OA'i ABTC:IEASI
Eeban geovt6Utan Ferabt3rt dan [Hesin
Behen Pen?r6ulrn Geduqg dan Banturan
Belrn Ppn.lr6ulJn labq. lri3r5!. danrJdrEan
Baba n Pe 0?r.6 t t -rt As.t 'ie tap t .innt?
Sebrn Pe ltll,s dtan Asel Lri ffry!
Betan ArErt hr.j l AEd ftl Ber.rujud

lunLar lrb PEy.xrutrr arr tarqlll5t
.C.T'I,AX B€AAN

2t!( I

R.rE{ifuttror 9( R..li'.i

I

20x 0
xanrlk.n/
P€aaltuntn

1{

I

I

I

I
i

LO

I

I

--___+-_-___,=_+_



46. Neraca SKPD

PEMERINTAH PROU r.rS /RAALP ATE iyKOTA
5KP O

I\E RACA
PER 31 OCSEMSER 2O(1dan 2@(O

Uratan

ASET I.AhICAR
xar dan Setere l(as

t(es d Eerdatpra Pergeltcran
Kar d I endahar a P€rErirnaan

PiuranS PajaL
I'iutarg Retritrrsi
PiutarE l-ainrlta
Ppr\i{itltn Piulort8
B€ barr l)iba\ar llnrrla
Persedaan

Jumtrh Arat Ltn ar

ASET TETAP
fanllr
Peralatan dan ltiesin
6ed.nr dan Earranan
lalan, kigasi, dlrn larirllirrr
,lse r IeEp Lairnya
xrrstru*si dalam Perqleri aan
A*umd ari PervJluu.rr

JumlEh A3ct T.tsp
ASET TA]'\INYA

I agihan .lar€ka lrari ang
T;rgilurr Rlirnl;rn ArLlrr irn
I rnlrrlan (rand Rr€i

xenritraen dPngan Pihak xeliga
Aset Tak Btruairtd
Atr(il [.irhr l$in
Al nllasi Alrrnisasi Atet lidrk RorrA^irrl
i*umtlari Pen*Eutan A;et Lairnya

Jufilah Arct Leinnya
JUMIAH ASET

XE WAT BAN JAI\IGI(A PENOEK
UlixrE P(.rli(ltlaan Piiurk Xe ligo (PfX)

Pendapa En DiErinra Clnrr&a
UtanE gelaria
Utan8 dlltkil Pprdek L iflrtrd

,umlah XGrrvaJlbst Jrntks Pandck
,UMTAH XEWA'I8AN

E l(urTAs
EKTITAS
SurplurOcffCt-LO
Ekulter Untu k Olkonsolldedkarr

JUMIAH XE WA'IBAN OAN EKUITAS

Orlrm fur

20xo2(D(l



47 . l-aporan Perubahan Ekuitas SKPD

PEMERINTAI{ PROVINSI/KABUPATET{/XOTA

SKPO

I-APORAiI PERUBAHAN EXUIIAS

UNTTI( PERrcDE YANG EERAXHIR SAMPAI DEIIGAN 31 DESEMEER 2(xI DAN 2OXO

lam

48. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

PEMERTNTAI{ PROVI}.lsyKABUPATEI'VKOTA ..-..'.'*
SKPD

CAIAIAN ATAS LAPORAN XT UAI'TGAN

UNTUK TAII N YANG BERAXHIn SAi,?Al DENGAN 31 DESEnf,ER 20Xt

h

20xl 20x0Uraian

Ekuitas Aunl
Strplus/Defisit [O

Oampak Kumdatjf Panbahan Ketrilata n/Xc* ala ha n Mcndasar:

Sisa tebih/Xtra ng PeoSiayaa n ArB8aran ( Si tPA/sa KPA)

(orelsi Mlai Persedaan

Selirih Revaluas i fuet Tetap

Lain - lain
[luitar Aktir

648 I

BA8 II

BAB IiI

BAB IV

PT NDAHII.UAN

PcrdrhultI.n
1.1 Maksud d.n tujr$n p:nyusuanln llpo.rn lcau.r8rh SKPD

L.2 Lrndasan hukum panytsunen laporan kaunSen SKPD

1.3 Sistcnratrkr panulrJs^ cltstrn atag Lpo.an krurqgsn S(PD

lkhtis.r p.m.prir^ hncq. kctrngan SKPD

2.1 lklti3ar raalirrsi pcncaprian tar8Et hrErJE keuaqgan pcrn rintah daGra h

2.2 Hambetan dan bndala yary ada dalam perrapaian target yant telah dilda*an
Penjelasan po6 -po3 lapoan kersn3an perrerintah daerah

3.1 Rincian dari penjelas a n dari rnas in3-rres rrg poe -pos pelaporan keua n3an perre iniah
daerah

3.1-1 Perdapatan - LRA

3.1-2 gelanJ.

3.L3 Perdap.tan - LO

3.!4 B€ban

3.!5 Aset
3.L6 Kenojiban

3-l-7 Ekuitas Drna
3.2 Peri8ungkapan atas pG-p6 aset dan kevr,ajib€n ya ng tintul sehuh;ngan dengan

penerapan basis akual atas perdspata n dan belanja don rekorriliarirrya dengan
penerapan basis kds, untukentitas akuntans i/'entitar pelaporan yary menggunakan

bas is akrual poda penerintah daenh
Penjelasan atas inforrrus Fintonnc i ronkeuan3an SKPD

BAA V Pe nut

-48-
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49. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

PBTBT IAH PnO$talr ... ..........-.

UP(NA REAUSASI ANGGARATTJ PENOAPATAN (XtV IAIN'A TXBAH
UlrTLx IA rUfl YAIIG BERAXHR SAMPAI OEI'I6 tl 3l OEEMBER 2{!( I dln 20E!

f,IIIIBIIi
xblrat^l lsU uattafi

p€idara:an Pilil0aer.h
P.ndp{1ln ld1luri 0.!r'nh
panabpe:an Ha6ilpe.gdoian r€l,ila=Bat'!'rlr€ :lf r ah(an

Lro - tr., Fl:, y6.iq ,ih
,xrhar ,sn6rrt Aa o.!t l

rnl,aru tl^lt'tt
2tm rAt/tt tl^llRl ,tlliltl^ti 9t sal - l}At PlllrS l(ial
e6''i e!6r l,tiil
Ci.|i tJot sr Frr'1
Dr13 !kl.lr I lirtu! - F!!i<

Ci'lt Arctar r (iJtui- tic ;6rl
,!rHr ,entp.ta lra.la, oane Prrbb.r6.i

tt la9alAt ltrtsEt rtl,Illll ll plr5at - lalir^
C!1a rsartl L-\iash
Ca.\t ;tt€r.i ll,!!t,
Da,E (e5br€,van
C.1. irtr r

,ahh,6lar.tr lr..dr pr rrirl.trurt.t hnF

PTIDA'AIAI ITAI:RI AIlAI OATTAN

Ba'rua1[eqar83r
lerht rrndprt r lr.i{r^nt r Drrr.lr

Iotr! 9lrld.pabn lr;r{et

t^l ur 9ttortAral o{rr.l YAxGtaH
Plirb9ttm H raa,

9gn6ti(an tEra C.:.rc
Pei&pfar ulrrtr

lllbh b- hh rr .g.t O.r.lt trn! s.h
nllufi ,trrA0^lAr

tlt.AtlAottar
6sanla Pqar
83{|rlr grrt &n r.ra
sebili &r{a
adsnlr 5r&!, d
6r.nlr Hl'*l
B€€nl3 Blftrif, lotlg

bhi l*d. Or;.i

trrata rour
$Penli Ltdl ririh
grilnl! l.B! P€slrtr,' drn li16 o

Bc.nlr l|bl (.!i.tg l':l: Brgunrn
BRn6l3 t Bl .,3an. ln(6r dan ,arEan
B!.anl. t td l & rl l at a, tr rrr?
SE{nla t t6,r6dLarrya

lrrll LNElr Xoat l

EIAT,A IAI ITIDINA
gErnlr T.tt -.rj4r

,Ilbi E€brl. Lt l.raut

aotaSriln ndnl.i n fl€,ilkaJit raL6
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lt r rilaEt
Edx_it 8Ti hte'l rtr.< J.rltl' ..pd. aarvI.hEr.l (+ f4!.\r{.6 i.r }6r
B.l6.ti grr!.-r' :r!r,f -r ,-.tr Oa€-Et Pri16'
Ad.rt. E rt r. kJ._t-t Or-fi :r'rrhd f. (*lF.Ertr|cEr
A.!.r'i. ge.t--€. (eJig-! OE-tr +.ri,rii 6r:ar r(itLDar.rrrl.E <er€.s U?ia
Bal€f i. T.dr6,i.. C?r' O:rwri lhJr|-3.i!,i,r!ti (4tda (€tl+.r€il',(E.a

,l.lrtdr ldrnts TrIrd..

SlrPLUg.aDf,trSn

tlf,Ea/stgLl?lr
F.,ttrrBr Sll
Rrt .i-..-l 3ir5 :.e'-E:'r
rta9l fi./tiJd'r <.{lziaDr tFl'ah ta-g Olflr{}*rr
fv.Elr'ayt arirnr Ca._r1 - f..rrlrEf Fri.!:
ftr€ir.'l ,lrig.Er C--r1 - F?r,.rirt i C:.i.j' Liin
tt'slr.i I.i..,EF C#r1 Larrtq. I!-sf6r H
tun ri,r.r,l rkitrla. e5!'-.| . L..rt[8 Ii.FA€. A]tr g't
t\.,lrirrir rt i6.'Er Grd--r ' ir-F *.t ior t ri C.*'qll
,\.{ir!D (.fltrr-r!.rt n'fi Ifril.r.1 D*r.5
ft niirlrrn t(tiaiqu. Lrrrip

,uddr Fl'alrr-i lrtlf*r

rtre.utig tut.llrlfl
Flrror'lJqn Os|e Crrrrlir.
ftfe"r"f, ar li:"Jt F'l-idar!.in Dr.ra.r
Fararye.rt ,rrirrE, Grr *r'r'iadr h-3ri
F.Fo4r?.i l-tbr6_' c.r' e!..rlrdr th: fl -i a

Prr$ r.€n fl.FytEl c€r' .-!1tqr f?Lrl,,t !dr<
,lEl,4r?, lrriftE: aar' -.1t{! (lL.IIl *G,t 6rx
tttnrryr.a p.FrE c.r- Miryrct{=tla.i Dre..arl
fu'ror:yr {fliF!. Crda
r,.[Cr-a.art ls-taly-r tdrrya

,crff ltraj.at- ra*artD
t*lrtll LtYlo
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50. l,aporan Operasional Pemerintah Provinsi

,ft5lralax
p0aoArAtAr Allr oAt ffr

$dpetin tLF! Oa€ruh

F*1Ap.trn Prln tr.rr 0|.Dh
F6o&grUn liafl p618d(larn li*rrlrn0.erah larf, Clrtrl}rr
Llin . ie ,n PAO |3 rg t Ch

Ixrlt tlcoFbn Arl lt .r.t

p$t)arArata rtaxtfil
9txoalAtAx ttArtfir rtra[rmal{ rfrAr
Olrt 6rS F,i1rl

Cl.lts 
^lcl:a:l 

L nur,
Oixa ddrtll XlLrul - . Ji(
O,le dcl,rfl I t'!sr,s . '.cn.Jrl

DAIIA 9fta'9Ala(ar

,umbh PeodrD.t n t..orler Dar. PFimbrolaa

DtlaoAcArAx rtartfir ,txtrlarall xrar . l^lrrlYA
Or1r ler pitt O.ellh
Ui'ra Otcrrrrr lhuu,
o*li X*rti,fier!cn
Oita Cte!i

,rnbt taootatsn tr.rrfer ptcerht.t ltl'.l - tilmf.

,[XOA'A'AX TtAt.tftt AMAi OATTAH

8arflr.;a r:€.r!r'S.i r,

lutrbh ,radaFaan Iralrd!l Aotr Oaaf.l
I olel 9cd.p.tao lr.rlftr

tAN .tAll ,[!.DE'AIA}I OAfiAI{ YAi'G iAI
F6lclprt n hb.h
F rdratih C;ri Carw,
F l(l gati n Lrl.Yt' i

lsrli Lh . leh t,l..Ftrn l)lcrh Fnt l.!
,uatlx rEfl,atAlAr

lr Erlx
I rrmxoxrllr
I

j Eetr F6rwrt
I B€br1 lrrsrs tn -.i'r

66 Errlli
66rr Srtsrd
Eebx H,b.l
g€*t1 e !r(€.! ix al

l.|Dll lrt r OFei

8I3ALtErt,t t.lnlt tlAl{ AraO{IllAsl
8€bx F'tr|ltrluta. fu?ldrt dll tJleg.

8d-l Fsr|rJsut . Genni $n San8u.lin
8€h P€nBJ9uti. l|lee Intre,,Jan .trr.Ban
grbal Frlru,rrrr AJa Ta.p Ltrnnl.
g€tr, fuirrlut 

'. {el L{n.{.
8€h trrcrtlr ar aJet fJlgeqrq$

lunlt att n Prr}yutuan d.. Armrt r.

PtMII'{tAH rtol,'ttl..-................-.....
lapotalr opIta{lo,lal

I,Lltx lAHt a YA'{G gtffAxHln IAMPA Ot}lc'Arl lI Dtll)agtn ,0Xt arl zlt)(a

odhm

t ri..o 20xr 20m
lkr.lk n/
,aoutu'|an

I

I
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tttAx rR^t{sr2t
B.brn Bzgi Hssl
Beoan Baltuan K.liarEEaa

!nd* 36.n Tr-r.lt

BEBIi TAf TEEX,GA
B.bon T*Ir.duA.

,!lt Jl 36.n Trl Trdu!.
ruMLA}t EEAA

PEITO PTTAT UJAR II SA
P?ndqcaEn Llzr EiGt

lsi{.h P-idrpl.lr Lur BIr

BEAA LUAR BIASA

Fpthr. r,-r Bin.,,
,umlJr BOrn Lu.r Ea.-

Fc TUAR A SA

srf,Ftus oft oPERA$cntt
gl.rpl(.E Feniudan/Feft.karanlPclepa:an Aset ltfi lsnca.
Ii-rpl!E pen)€lera;ri X,.sEib$ ,a.Br€ thni-B
1rplu5 dari K€ia6rr l\Ln Ope.as'sEl Ltffrya

.llri{J Sorplu. tlcn Opr*id

ocesr oa{ oPBASrd{ar
D.ririr FEnjuaiavFrukrarvpclepefi A..t \l'$ larar
Defisit Perryelesai'! (sraJiba_r Ja.Eka PanjarB

Defillt dari KaU lat n Nr Operaiansj ta:nrrya
Jolnl*r Od- tlolr Op--to.rrl

,UH.TH SUNPIII/DEF3IT DAE TEqATA'I 1{OII

opE sloatll

sunPtus/otFrsrT oaR| eERAsr

SURPLUS/DEFISI' SEBELUM PG IUAR SIASA

--I
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51. Neraca Pemerintah Provinsi

ASEI t.Altc R

K6 don Setor8 K.rs

(os d K*: Bterah
(es d B€rdalEra [k ngeluaran

x6s d Berdators F\errcrtmttn
(as d BLUD
(os Dane 8OS
(ar D.n! krpbsr pada FKIP

Kas L.atnr'ya

Setlra Ko9

,nv"SEsr .$.r8,(a Pend.t
Piqans PajaL

PrutrnB Rctntuci
PrulanB Hasrl Pe.Eelola6^ l(€tay6an Drrah yanE Dipsaf,kan

Piutan8 Ltirrlo,n PAD yan8 Sth
Prubng Tramfer P€merrnEh FJsat
PrutcnS lrtr$fe! Antrr Drtrah
PrulanE Larr.rfa
Pfiyl srhan R ut8rf
Beban Drbayrr Dtrntta
P€'s€dsan

,rrrllhh Ara l.mar

Itrn/EsTA S I .lA GXA PAtl.l^llc
!nrr,Est Nn Fqfronrn

lnvestarl <€paCa B Ult {
,n!fsts!t (epod, 8ulvO
lrvesta:r Ca am 0 tl rta:r
tnvestagt ..li: im lYolt< 9,ei tB n8\.ra.l

Dar6 9rrBLJl
fuml.h kwGl.d ilon Parmrncn

lrrvet tS s I Flrmarcn
9eryertaan lvllJal Peme'rntah lae'ah
lrve:tr3r . Flmbe.',tn Prnlurrran D,:tral-

fuml.h lrn Gt.d Prmrnm
Jumhh lnvac.rl .haA! P.r{.n3

AIET TETAP

! r"rs h

Perala an dan Mesrn

Gedrrg +ar 8l rrg-no rr

-glon ln gi!r, drn Jangan
As€ t Tetap larnrr/a
(cnr u r.&s r dalarn Pengc,'i a rr
Ali,-r0rr.i a s t Peqtrsi.rtrr

.hrtrhh Att Tct.D

20x I 2(D(0Ura i!n

PEtvlf RllrlTAH PROVr{S l/rAzuPATEItl/XOrA
NERACA

PER 31 DESIMIER 20Xl dtn 20X0

I

I

I

I
I

--l

I

I
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DAilA CADAT'IGAN

thna (ada ngan

hnfth [hnr Crdrr gn

ASETIAtr{NYA

Iagihan la ngka Panian6

I a6ihan l'enirclan Angsura n

lunnrun Gami Rugi

lG nitraa n deqan Piluk Xeti;a

Asel Tak Berrrupud

Aret l rin - lei,r

Ahrm.rlasi Annnisasi Asar Iidal Eenutird
/\hrm,rlari lteryr,rutan Aset l-.inI\€

hnlrh Alrt trlnrrr
.l, tr/x.Alt Astr

rEtdarr0fl
IEWAIA',I .N,$GIA PENOTT

[Iran6 lbrhitun6an Pihal Xpli*a iPlK]
Llta n6 8un6a

tltao8 Pinia nn r la ngka Pendet

Eagian I anrar lltang lan6ka Panjang

I'enda patan Dilerinu [)inr,rla

Lhang Eelanla

Lltln6 J:n6la Ptndek l-ainnya

hmhh lc*rpm h1h Pandcl

EXUtrAI

IIUTTAS

JUMLAH ITUITA9

t,NflAH I(TWATBAI'I DAN

IEII'A.3AT.I 9TIGIA PAN AttIG
than6 lepada FPlFrintah ttiar
[Itrng lepoda Lonrba6a Xcuangan Srnk
l.Itang lepoda Len$cga (nuangan Bukan Brnk

Lltan6 lepada ltfu syanlar {Obli6as i j

Pronrium JDirlrnto) Obli6ari

lumhb l(errlbrr lo3h Panfmg
Ni,LAH XETVAMAN
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52. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVII.ISI/XASI.PATEN/(OTA

LAPORAN PERUBAHAil EKUIIAS

Ui{TUK PERIODC YANG BERA'(HIR SAMPAJ DEilGAN 31 DTSEMEER 2OX1 DAN 2OXO

Drlrn R

53. Laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI/KAEI.PAIEN/I(OTA

LAPORAN PERUEAHAN SATDO AN6GARA'{ TEBIH

PER 3l DESEMBER 20Xl dan 20X0

20x020x1

Ekuitas Awal

turphs/Defisit tO

Dampak Xunrulatif Perubahan KebiakanlKesalahan Mendasar:

Sis a tebi h/Xunng Pembi ayaa n turgg a ra n { Si tPAiSi KPA)

Koreks i Nilai Peredraan

Selisih Revaluasi Aset Ietap
Lain - lain

Ekuitas Alhir

20x1 20x0Lkaian

Saldo Anggann lehih Awal

Penggunaan SAt sebagai Penerinuan Pembiayaan Tahun Berjalan

Subtotal

Sisa letih/Kurang Fernbi ayaa n Angga ra n ( Sit PA/SiKPA]

Suhotd
Korehi lGsalahan penlbukuan Tahun Sebelurmya

Lain-lain

Saldo turgglran tebih /rkhir

Uraian
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54. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROl'I T'Isl

LAPORAT' ARUS XAS

UNTUX TAHUf{ YA{G BERAXHIR SAMPAI DEI{ GAII 31 DESEMBER 2O(I OAN 2qO
METOOE LANGSWG

ARUS TA5 OAn! ArIIFIIAS OPENASI

ARUS MAStf KAS
frenad rnaan Pq'* D8er*r
Fcr\ed marn Refibusi Doerah
leneri rnaan Fad I perEel ,J a-r lGkapan harah yrg D pis*trt
ltrrerirnaan !.B'n - lain pAA yarE sdr
,€ni{irnaan Oana 8at i Hadl
F*).rirnaan Oana Al clasi Ll-r'u=
Fenerimaan Oana Arclasi fhr*Js - Fisk
treneri rilaon Oan6 A clasi Khuqrs . ltlcfi Fsr k

Fenerimaan Oana lnsenf I her*r
a€r€rimaan Dana O ru.}arrr, l(hL*Js
irerrerinuun Oano (e isdr.legratn
ier*rirnaan Dana Desa

!.€rreri fitaan B nEt (eua..6 an
Ftcrari rrraan Fib*r
Fo-rori nraan Dano Dorrrat
narerirnaan dai Fsnd+'atr Lainnya

,uml.h A.ur *l.r* x.3
ATI, TETUAR XAS

Aerr@a-an Pegawai
Tqrfuydaa Balj'rf, dar Jass
;ls-rtalfaran &JrB a

ilrrl:tsVar-an fubsiCi
Ft?r$6yardn Eclania Hr*6h
tvrbayaran B€lanja EsnEJan ScEial

ler..t8yaran Tak Terdg3
&ntryron Brgi gas;l P6ink b frbups terv ((ti
D€rSefaran B€laiie BtrrdJvi (ananga atr Ceer}l th.-vnsi

fur$oya.an Belanb 8snuJfi (ararga ke l(ab*aterV(cta
arri'*iay&-an B.lanb ednuJafl (cuanSrn kcpadJ 0{3d
gerrbeyal-an Belanla Transfer Dana Ot:ncrni Xhusu: ke K*trcaterr/l(ota

,uml.lr A.ur Idur f..
&ur f.r tedft dxl Aktlfit.r Opr.J

aRt,s xAs oAf,[ arflE As rr'IrEsra3r
ARIJS MASIX KAS

3€rxar<r Cana Cadr€ an
tbliuaa ar atss Tan$h
SriiLC :'. atas Perd aEn cisr l,r€sin
3€niu:i 7r a?as Gedr,E drl BErgl''rirr
F<'riLe' ifl stos .lalon, ri8*i, da,r I yi'E'a'
rs'1iua g.l Aee: Te:ep Laimya
ceniua rl Ase: 'drnr€
iasil Frpniualar feka4rarr Lair yarj 0ipis36q,"
aerrcri nraln F\:r-'iual ff, lftYltstasl l'*:r. Fv:rrntnen

Jumldr Arur Hr*k f,rr

20x I 20xoUrdrn

I
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ARUS KAS OARI AKTTIIAS PENOAI{AAN

ART's MAST.X KAS
penerinraan Piniaornn Oaerah Pemerintah Pttsal

Penerimran Piniaman Deerah - Pemerirrah Oaerah l-ain

Penerimaifi Pinjaman Daerah - tembage xeuarf,an Eant
Penerinraan Piniaman Daerah - t embaga xet&rBan Br*an Bar*
Penerinraan Piniaman Daerah Matltrakat (OHigori Daerahl
Penerimaan Kembali ttnberian Phirnm Daerah

,uml.h Arus M.trk Kar
ARUS (ELUAR KAS

Pembayaran Pirjaman &ri Penprhteh Ptllal
Pembryaran Pirianun <hri Pemerhtah Doerah toin
PembqTaran Piriarrar dad I embaga leuangan 8ar*
Pombq,aran PirianEn deri LembeSa xeuar}Ban Bukan Eaok

Pembryaran PiriarEn dari lvlary.rakal {Obligari Oastahl

Pembcrien Pir*aman Daerdt
Jumlah Arur (Cur Xar

Aru3 X.3 8.rdh d.rl Aktltltar Pcndeha.n

ARUS KAS OARI AKTTITAS TRANSITORIS

ARUS MASU( KAS

Penerimaan Perlitrrrqan Fihak KetiSa {PFX)

,umlah Arur Ma$k l(as

ARUS KELI.,,AR I(AS

Fengehrarm Perhtrrgan Ehat Xetiga (PFK)

Jum latr Arug Kdur Kag

Arus x.r Ecrdh dari Aktlrltas Ttanilorls

Kenaikan/Penurunan Kaa

Srldo Awel Xr3
Saldo Akhlr Kar

ART's KEIUAR l(A'
Pemtxrn*an Dano (adattan
Perole han Tanah

P(,role han Peraletan dan t4csin
Perolehan 6e6rng d ! Bargrnan
Perolsh{n Jelan, lrigari, dan laringan

Perole han Aset I€ tap l-nim|a
Perol€ han Ase t l-airt}lr.
lrenwrlean lvbdal Pem€rir*ah Daereh

Pen8aluarm Ppn$elian hrwslasi Nfir germarFn

Jumbh Arur Kdud K.r
Arus l(ar Sersi h dari Aktifitai hv€6ta:i
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55. Catatan Atas l,aporan Keuangan Pemerintah Provinsi

PEMERT\ITAH PROYTN STAAEU PArtN/XOTA .-...-.-..
CATATAN ATAS IAPORAN TEIJANGAN

PENOAHUTUAN

1IAB I Fendahuluan

L I Makud dan tujuan penflrsunen lapolan leuangan penerintah daenh
l-2 landasan lnrhrrn pcnyusunan laporan leuangan penrrintah daenh
1-3 lirtern rika penulisan catatan iltas laponn keuangan pernerinra h daenh
t kononri nnkro, tebijakan keuangan dan penca paian target linerF APB0

7.1 lkxronri rmkro

2.1 Kebila ka n keuangan

?.., lndikaror;xncap;ian tar6et lan?rja AmD
lkhtisar pencapaien kinelia keuanlan pennrintah daerah

3.1 lkhrisar realirara p€.xapaian raBer kiDe{a keuangan penxrinteh daerah

3-2 Ha mbata n & n kenda la yang a da da larn penc. p.ien rarter ya ng telah dheta p&a n

f.ehjaka n akuntans a

1. t lntitas akrntemi / enritas pelaporao keuangan daenh
4.2 Earis ahrntansi ya nt nprdesari penyrrsunan laporan keuangan pencrinlah

daerah

{.3 Basir pen8ulorran yan6 nrndasari Fnwrunan laporan keuangan pennrintah

daenh
1.4 Penenpan lebijalao ahrntaari berkaitan &ngen ketenlua n yang rda dalanr SAP

pen*rintrh daenh
Peniehsao por- pG hporan keuangan Jnnnrintah daerah

S.1 Rimian dari penplasen dari nrasing'rmring pos -por pelaporan kanangan pennrinreh

daerah

5. l. t Pedaperen - LfiA

5. 1.2 Eelan ja

5. 1.3 Pembiayaao

5.1.4 Pendapatrn - tO

5.1.5 Beban

5.1.6 Aset

5.1.I Kewrjibin
5. 1.8 uitas Orna

5.2 Pengungtapan atdr por -pot dtet daD lewaiiban 1an6 tin$ul sehubungan den;an

pemfirp.r basis akrualaras pendapatan &n belania dan rekoasiliasinya den6an

penerapen basis las, untuk entitas ahrnta mi/entitas pela poran yan6 nrcnS6unakan

beris alrual pada pemerintah daerah

Penielasan atas inlornra s i-infonmsi nonletran6an penrrintah daerah

8nB il

B/rB lll

EfrB lV

lliru V

BAB \(
8AB vil Penutup



56. Daftar Transaksi Harian (DTH)

Peraagkat Dauah
Kode Peraag:kat Daaah
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DAFTAR TRAIiSAKSI HARIAII BTLL\JA DAfR{fl (DTIO
PR.O\INSI L"q,-\mr:{G

BTLT\
TAHT]_ .{,\-GGARll\ 2(}2I

drr

E ffiI

-

E
mm I-all'rilIlfi-

E

-
-

II

-I

II

-I

I

-

-I

-II
-IIII
I

-r-

Mengaahui
PENGGIJ.}.IA ANGGARAN,

\Atf{

Bandar Lamprmg,.

B SNDAHARA PENGELUARAN,

N.{\I"{
NIPNP

))

Kodc
Ahe

&lrajr

Mq?
R r-'a, Badrtrre

Iian
lrlern
Bcod$dr

Kdc YI?l'l }ITB1'lT?
l{onor l{omr

Nilar
B.r,rya
R!.)

Kode
Ahu

-tuol,rh
(RP )
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57. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP)
Badan l,ayanan Umum Daerah

PEMERINTAH PROVINSI/KAtsUPAM:N/ KOTA (ll
. ...., ..(2)

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAI'ATAN, BELANJA DAN PEMBI.AYAAN

BADAN I..\YANAN UMUM DAERAH

Tanggal: -......(31 Nomor: .......(41

Xepala SKPD ...,..... (5) memohon kepada:

Bendahara Umum Daerah selaku PPKI)

agar mengesahkan dan membukukan pendapatan, bel,anja dan pembiayaan sejumlah

I Saldo Awal

2 Pendapatan

3 Belanja

4 Saldo Akhir

Rp

Rp

Rp

Rp

...(61

...17t

...{8t

...(el

Untuk llulan I l0) Tahun Anggaran .....(l ll
I)asar Pengesahan: Urusan Organisasi Nanra BLUII

(121 .{13)

Program. Kegiatan

xjx....._ ,\-\ ( l4)

Pendapatan tselan;a

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

{1s) Rp. ..... .....(l6) ( l7) Rp.............(18)

Jumlah Pendapatan Rp. ..............(l9l Jumlah tlelanja Rp {20)

Penerimaan Pembiayaan lrengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening Junrlah Kode Rekening Jun ah

{21) .......1221 (23) Rp. (24)

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan

.......(2s) Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan

Rp. (26)

Kepala .

20....1271

{281

(trdl

(nama lengkapf

\IP

Rp.

Rp.


